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ABSTRAK

MNama : RUSDI AMIN

NPM 1 9706175022

Programstudi : Pascasarjana, Fakuitas Hukum Univesitas Indonesia.

Judul : “Analigis Tugas dan Wewenang Penyidik, Penuntut Urum dan

Advokat Dalam Lembaga Prapenuntutan, Suatu Upaya Menuju
Pada Satu Kebijakan Operasional Tahap Pra-Ajudikasi™.

Sistem peradilan pidena merupakan sistern dalam suaty masyarakat umiuk
menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian
sub-sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadifan dan lembaga
pemasyarakatan, termasuk advokat dan dalam prosesnya dibagi meniadi © tshap
sebelum sidang pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi)
dan tahap setelah pengadilan (purna ajudikasi). Layakoya suetu sistem,
scharusnya dalam sistem persdilan pidana telah tegalin koordinasi dan
integrasi/keterpaduan pada keseluruhan sub-sub sistem, sehingga dapat mencapai
efisiensi dan efcktifitas. Tahap pra-ajudikasi sebapai tahap awal dari sistem
peraclilan pidana melaksangkan penangapan proses pidana melalui fungsi
penyidikan dan penuntutan. Antarg fungsi penyidikan dan penuntutan saling
berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap
yang lain dan saling mendukung sata sama lain. Keberhasilan penyidikan menjadi
keberhasilan peauntutan. Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang diaout
KUHAP, dilakukan penegasanfpembagian antara fungsi penyidikan dan
penuntutan dengan tetap memberikan sarana penghubung untuk menyelaraskan
kedua fungsi tersebut melalui Jermmbaga prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan
dapat dirnanfaatkan untuk menyusun sustu kebijakan pidana (eriminal policy)
dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang tetpadu dengan mendasarkan pada
tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of faw).
Dari data sekunder yang telah diperoleh, berupa bahan hukum {(primer dan
sckunder) vang dikumpulkan melalui studi dokumen / Hterator, dikonfirmasikan
dengan data primer yang diperoleh melalyi wawancars denpan nara samber
ferkait, yaitu polisi, jaksa, dan advokat, kemudian dilakukan anpalisis secara
yuridis kualitatif melatui dua (dari ima) faktor yang mempengaruhi penepakan
hukum, yaitu faktor hukom (dalam hal ini undang-undang) dan faldor penegak
hokum (pada tahap pra-ajudikasi terdiri dart : polisi, jaksa, dan advokat). Dalam
praktiknya tidak jarang prapenuntutan memunculkan permasalaban, kebijakan
penyidikan dan kebijakan penuntutan belum mengarah pada satu kebijakan
{(operasional} pidana yang memungkinkan peluang terjadinya proses hukum yang
sewenang-wenang (arbitrary process). Pada konteks ini advokat didorongkan
untuk memberikan bantuan hukurm dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi
tersangka dan menghidarkan dari proses hukum yang sewenang-wenang schingga
tetjadi keseiimbangan dalam proses pra-ajudikasi menujo pada tujuan hukem acara
pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of law).

Kata kunci : Pra-ajudikasi, prapenuntutan, kebijakan pidana,
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ABSTRACT

Natne : RUSDI AMIN

Student Reg. mumber - (706175022

Propram : Postgraduate, Facalty of Law, Univesity of Indonesia.
Title : “Analysis of function and Authority of Investigator,

Public Prosecutor and Advocate In Preprosecution, An
Bifort Aiming to One Operational Policy on Pre-
Adjudication Phase”.

Crimital justice system is a system in & society to tackling crime problem.
Criminal justice system moved by component series of system consisting which
police departernent, district attorney, court and correctional institution, including
advocate and on its procedure divided as : before court phase (pre-adjudication),
court phase (adjudication) and resocialization phase (post ajudication). As a
systemn, properly in criminal justice system was interlaced coordination and
integration on the whole systens, so gets to reach efficiency and effectivencss. Pre.
adjudication phase is startup phase of criminal justice system on that criminal
process perform through investigation and prosecution function. Among
investigation and prosecution function each other had a close relationship, where
is the one phase basics for another and backs up mutually. Investigation success
becomes prosecution success. Base on functional differentiation principle that
followed by the code of criminal procedure (KUHAP), bring about affirmation /
fragmentation among investipation and prosecution function with regulary given
infrastructure link to harmonise both through preprosecution. The preprosecution
can be utilized to arrange a criminal policy {operational policy) in investigation
and prosecution area that coherent by goes upen criminal procedure goals, which
is due process of law. Through secondary data alieady been gotten, as law
material {primary and secondary) one that is gathered thru document / literature,
confirmed by acquired primary data through imterview with resource person
concerning, which is police, attorney, and advocate, then by gqualitative analysis
pass through two {of five) facior that law enforcement influence, which is law
factor {statute) and law enforcement agencies factor {on pre-adjudication phase
consisting of : police, attorney, and advocate). In a fact preprosecution not sparse
arises a problem, investigation policy and prosecution policy haven't aimed on one
policy criminal which enable its opportunity opened arbitrary process. In this case,
its importance to impulse advocate to give legal aid in order to protection the
basic right of suspect and avoid of arbitrary process so arice checks and balances
in pre-adjucation process goes in the direction of criminal procedure, which is due
progess of law.

Key words : pre-adjudication, pre-prosecution, oriminal paiicy:.
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BAR 1
PENDAHULUAN

A. Latar Relakang Masalah

Manusia sebagal mahluk sosial (zoon poiiticon) dalam berbagai hal
memputiyai persamaan dengan tnanusia lain, sedangkan dalam hal-hat lain
manusia mempunyai sifat-sifat yanp kbas berlsku bagi dirinya sendiri. Pada
setizp dimensi kehidupannya, manusia mempunyai kepentingan yaog bisa saja
berbeds dengan manusia lain. Atas perbedaan tersebut menirmbulkan kesadaran
dari diri manusia itn sendirl (kesadaran individual) dan kesadaran antar
manusia (kesadaran sosial} babwa dalam kehidupan bermasyarakat
sesuﬁgguhnﬁ?a harus berpedomman pada suatu tatanan nilai atav aturan afau
kaidah yang oleh bagian terbesar masyarakat tersebut dipatuhi dan ditazti
karena dianggap tnerapakan pepangan baginya. Kaidah-keidah dan nilai-nilai
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat beragam macamnya, dan
diantara sekisp macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah yang penting
yaitu kaidah-kaidah hukum, disamping kaidah-kaidah agama dan moral.

Sebagaimana telah dijelaskan, kehidupan sosial (kemasyarakatan)
terdapat berbagai fata aturan atau norma seperti norma agama, norma moral
dan norma hukum. Hukum berbeda dengan agama dan moral Hukum
merupakan perintah yang memaksa (@ coercive order), yang mengatur tata
prilaka manusia dengan organ tertentu untuk melaksanakan normatya. Norma
agama lebih mendekati porma hukum daripada norma moral, karena
mempunyai ancaman dan ototitas di atas manusia, meskipun yang menjalankan
otoritas tersebut adalab suatu komunitas manusia. Sedanpkan moral lebik
ditujukan pada diri sendiri bukan sebagal perintah terhadap orang kin dan
tidak memiliki organ tertentu untuk memaksakannya®,

Sebagalmana sebuah unghapan “ubi societas ibi jus” atay “dimana ada
masyatakat disity ada bukum”. Tiada masyatakat tanpa hukum dan tada
hukutn tanpa masyarakst. Hukum diadakan oleh masysrakat untuk mengatur

' Sisly Asshiddinle dan M. All Safwat, Teort Hans Kelsen Tentang Hulmms, Cet. Pertama,
(akatta: Sekrelarist Jehiderat dat Kepaniteraan Mahkamah Konstites! R, 2006) b, 26,
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kehidupan mereka Hal ini dapat diartikan sebagal suatu bentuk hubungan,
masyarakat-hukum-masyarekat. Hukum dibentuk oleh, dan dibetlakidan oleh
masyarakat. Ungkapan atau adagivm ind dibenarkan oleh kenyataan kehidupan
dari setiap masyarakat, seperti hukum adat suatu masyarakat adat, hukum
nasional swatu bangsa, dan hukum internagional dalam masyarakat
internasional®.

Masyarakat hukum pada bakikatnya merupakan himpunan dari individu-
individu. Setiap individu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan itu
ada yang sama, namun tidak jatang ada yang berbeda. Kedua jenis kepentingan
itu dapat menjadi sebab timbulnya sengketa. Sengketa antarindividue dapat
timbul dari kepentingan yang sama terhadap sumber pemenuhan kebutuhan
yang terbatas adanya. Untuk mengatur kepentingan itu dan untuk menghindari

- sengketa-sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri,

dan mereka berlakuken terhadap kehidupan mereka sendirl. Keadaan ini
berleka terhadap setiap masvarakat. Dalam masyarskat fiegara misalnys,
anggotanya bersifat kompleks, dapat berupa individu, k&iampék sosial, dan
hin-lain. Dalam masyarakat internasional, anpgoianya dapat negara dan
perhimpunan negara yang secara prinsip memiliki sifat kepentingan yang sama
dan alasan kebutahan hukum yang sama pula. Dengan demikian, hakikat dari
proses hukum yaitu proses harmonisasi antarkepentingan. [nput (masukan)
dalam proses sistem berisi data tentang kepentingan itu. Ouspus (keluaran)-nya
yaitu keadilan atau hukum vang adil yang diberlakukan pada masyarakat. Hagil
dari penerapan hukum itu kemudian menjadi masukan bagi proses hukum
berikutnya, demikian selanjutnya’.

Bksistensi hukum dalam suatu masyarakat sangat dipeclukan dalam
mengatur kehidupan manusia (individu dan masyarakat) dah melindungi
kepentingati manusia dalam mempettahankan hak dan kewajibantya Hukum
secara sosiclogis merupakan svatu lembaga kemasyarakatan (social institution)

* LI Raslidi dan LB, Wyasa Potrs, Hubten Sebagar Suatu Sistem, Cob. Pattamg, (Bandung ¢

Remaju Rosdakarya, 1993) him, 109,

* thid., him. 101
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yang penting, terdiri dari himpunan nilai-nilal, kaldah-kaidah dan pola-pota
perikelakuan yang betkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusa®
Sedangkan dari sudut ilmu politik, hukum meropakan suaty sarana darl elit
{golongan tertentu dalam masyarakat) yvang memegang kekuasaan dan sedikit
batiyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya,
atau untuk menambah serta mengembangkammya®,

Diantara perbedaan kepentingan dalam masyarakat  terkadang
menimbulkan sengketa vanp memuncutkan gesckan atau fiksi bahkan konflik
vang berzjung pada prileku-prilaln menyimpang dan jshat. Kejahatan
merupakan gejala sostal yang menjadi fenomena kehidupar manusia Upaya
vang dapat dilakukan terhadap kejahatan dengan cars menanggulanginya
(mencegah dan mengurangf). Upava untuk menanggulangi kejahatan salah
satunya dapat dilakukan dengan cara sisienostis dan rasional sebagai suatu
usaha oleh masyarakat sebagaimana dikenal dengan {stilah politik kriminal
(criminal policy), baik melalui sarana penal maupun pon penal’. Istilah lain
dari criminal policy yaitu kebijakan kriminal’. Penanggulangan kejahatan
melalyi sarana penal biasanya didasarkan pada suatu sistem hukum pidasa
yang dirumuskan melalul mekanisme sab dan partisipatif yang secara operatif
dikenal dengan istilah Criminal Justice System® (Sistem Peradilan Pidana atan
disingkat SPP).

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai peranpkat atay sub-
sistem: yang seharusnya bekeria berdasarkan cara.cara yang koordinatif dan
integratif (terpadu) sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektifitas. Adapun

4 Soerjoro Suekanto, Pokok-Polak Sosiolngf Hideam, Cel. Keduabelas, {Jakarta ; RajaGrafindo

Persada, 2002) hlm. 3.

? sbid., him. 13.

* Muladi, Kapita Selekrg Sistem Peraditan Pidang, Cet. Kedua. (Sumarang ¢ Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, 20043, him.3

7 Mardjons Reksodiputro, Hak dsasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Fidona, Kumpulan

Karangan Buku Keliga, Bdisi Pedams, (Jakarta : Pusst Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukwn, 2007) hlm 92,

§ Muladi, op.cit,, hlm. 15.
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sib-sub sistem dari SPP terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat (penasthat hukumm) yang menjadi
komponen kelima dalam SPF sebagai guasi sub-syster karena peranannya
yang semakin dibutubkan®. Selwuh sub-sub sistem tersebut merupakan
lembaga yang melakeanskan administrasi peradilan pidana vang saling
berhubungan dalam SEP.

Tidak semua kejahatan merupakan tindak pidana. Bila kejahatan tersebut
telal  dikriminalisasi oleh negara (melalui proses yang agpwatif dan
konstitusional), maka menjadi tindak pidana. Ketika terjadi tindak pidana
dalam masyaraka¢, mulailah aparat penegak hukum (law enforcement agencies
yang berorientasi peace maintenance'®) yang merupakan bagian (sub) dari SPP
mengambil peran untuk memposisikan diri dan menjalankan tugas sesuai
kapasitas masing-maging serta bekerja secara terarah dan terpadu dalam proses
peradilan pidana.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, aparat penegak hukum
telah dibgkali seperangkat kewenangan yang melekat dan aplikatit melalul cara
keria (prosedur dan mekanisme) vang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, klususnya hukum acara {pidana). Pengaturan tersebut pada satu gisi
ditujukan untek memberi demarkasi terbadap apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan guna menghindart penyalahgunaan wewenang aparat penegak
hukum pada SPP dalam upayanya untuk memperoleh kebenaran materiil atau
kebenaran yang sesunggubnys {(substantial truth) darl suatu tindak pidara,
Sedangkan pada sisi fainnya pengaturan tersebat diaralkan untuk mewujudkan
penghormatan terthadap harkat dan martabat manusia, khususnya bagi pibiak-
pihak yang terkait seperti saksi dan tersangka secara propotsional dan
seimbang.

SPP dapat dibagl dalam 3 (tiga) tahap : (a) tahap sebelum sidang
pengadilan atau tahap pra-ajndikasi (pre-adiudication), (b) tahap sidang

? Iid, ki 21,

® Soerdionc Soekasto, Fakior-Faktor Yang Mempengaruhi Pencgakan Hukum, Cet. Ketiga,
(hakarta : RajoGrafinde Persads, 18933 him 10
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pengadilan atan tahap afudikas! (adjudication) dan (c) tahap setelak pengadilan
stan  tzhap purns-ajudikasl  (post-adiudication’. -Tahap pra-ajudikasi
merupakan tahap awal dari SPP yang melaksanakan fungsi penyidikan dan
penuntutan. Sedangkan tahap ajudilasi menjadi kelanjutan dari tabap pra-
ajudikasi yaitu tahap pemeriksaan di badapan sidang pengadilan. Tahap purna-
ajudikasi merupakan tahap pembinaan dan usaha resosialisasi bagi terpidana.
Penanganan suatu proses pidana antara satu tahap dengan tehap yang lain
saling berhubungan erat, dimana tahap vang satu meletakkan dasar-dasar bagi
tahap vang lain dan saling mendukung satu sama lain. Karena itu proses
peradilan pidana dikatakan sebagai SPP terpadu (integrated criminal justice
systent). Pada tiap unsur-unsur atau sub-sub sistem dalam SPP terpadu harus
mempunyai persamiaan persepsi tentang keadilan (tidak hanya keadilan
prosedural melainkan meliputi jupa keadilan substansial}) dalam hal ini
keaditan hukum (legal fustice) dan dalam lingkup penyelenggaraan peradilan
perkara pidana yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan dari SPP.
Tujuan dari diadakannya proses hukum (acara} pidana vaitu terwujudnya
proses hukum yang adil (due process of law). Sebagaimana dikemukakan oleh
Tobias dan Petersen, bahwa “due process of law” itu (yang berasal dari Inggris,
dokumen Magna Charta, 1215} merupakan “constiturional guaranty... that no
person will be deprived of life, liberty or praperty for reasons that are
arbitrary. ... protects the citizen against arbifrary action of the government”.
Diengan unsur-unsur dasar dari “due process” yaitu “nofice, hearing, councel,

defense, evidence and a fair and impartial cours

. {pemberitahuan,
mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian
dan pengadilan yang berkeadilan dan tidak memihak}.

Dengan denvkian dalam prosesnya, SPP seharusnya diletakkan pada

kerangka proses hukum yang adil yang menjadi lawan dari proses hukum vang

" Mardjonio Reksodipatro op.cir., him. 33,
12 Marc Weber Tobfas dan R, David Peterson, Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of

Constitusional Rights, Chapter 3, (Charles C. Thomas Publisher), seperti dikntip oieh Mardjono

Reksodlpttro, Hak Asast Mawusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karengon Buku

Ketiga, Bdisl Pedamg, (akarta « Pusat Pelayanan Keadilan dan Pesgabdian Hukum, 2007) hlm,
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sewenang-wetiang (arbitrary process). Proses hukum yang adil yaitu tidak
hanya mencakup penerapan terhadap aturan perundang-undangan (formil) yang
diangpap adil, namun juga meliputi jaminan dari kekuasaan (negara) terhadap
hak-hak dari warga negara (baik tersangka maupun korban)". Dapat dikatakan
proses hukum yang adil harus diposisikan sebagai kerangka berpikir dan
kerangka bekerja dari aparat penegak hukum yang menjalankan proses
peradilan pidana sejak tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi sampai dengan
tahap purna-ajudikasi.

Dari ketiga tahapan dalam SPP yaitu tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi
dan tahap purna-ajudikasi belum tergambar jelas tahap mana yang sangat
menentukan dalam seluruh prosesnya. Mardjono Reksodiputro berpandangan
bahwa tahap ajudikas-i atau tahap sidang pengadilan dianggap “dominan”
dalam seluruh proses, denpan- argumentasi bahwa KUHAP menyatakan, baik
dalam hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, didasarkan pada “fakta dan
keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemetiksaan di sidang”",

Lain halnya dengan pendapat Romli Atmasasmita yang tidak
menyangkal bahwa tahap ajudikasi merupakan tahap yang penting dalam SPP,
namun bukan sebagai peran “dominan”. Meskipun benar bahwa pada tahap
ajudikasi, dari sudut hukum masing-masing pemeran utama (penasihat
hukum/terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan sederajat dan
memperoleh kesempatan yang sama dan adil, namun pada tahap ajudikasi,
dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi, proses stigmatisasi dan
viktimisasi struktural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan,
penahanan (pra-ajudikasi) dan mencapai puncaknya karena sidang dinyatakan

terbuka untuk umum®®.

13 Mardjono Reksodiputro, op.cif., hlm. 49,

!4 Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Kumpulan Karangan Buku Kelima, Bdisi Pertama, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum, 2007) him. 18.

15 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme,
Cet. Kedua, (Bandung : Binacipta, 1996) him. 42 dan 43.
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Tidak kalah pentitipnya, dalam sidang di pengadilan (ajudikast) pada
dasarnya dibatasi oleh kebijakan dalam tahap pra-sjudikasi (penyidikan dan
penuniutan). Kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan seolab-olah
merupakan “pintu gerbang” SPP. Seseorang akan beralib status (sebelumnya
saksi) menjadi tersangka atau seseorang tersangks askan menjadi terdakwa
ditentukan oleh kebijakan penyidikan dan penuntutan (opsporing en
vervolgings beleid)'®.

Demikian pula terhadap berkas perkara hasil penyidikan (yang antara lin
terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik saksi-saksi, ahli maupun
tersangka yvang dibuat oleh penyidik) menjadi dasar penuntut ummm untuk
menilai hasil penyidikan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau
tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkara akan dilimpahkan atan tidak ke
pengadilan dan  seseorang tersangka menjadi terdakwa diteptukan oleh
penilaian peountut wmum (jaksa) atas berkas perkara hasil penyidikan. Antara
tahap penyidikan dan tahap penuatutan jaksa menduduki posisi sentral, karena
yang menentukan dituntut atau Hdaknya tersangka. Perlu dihayati bahwa jaksa
berfungi mencari kebenaran, kemmdian menuntut terdakwa vang terbukti
bersalah dipidana sepadan dengan perbuatannya, tetapi tidak boleh mengusik
orang vang tidak bersalah atau menyebabkan pemidanaan terhadap terdakes
tidak seimbang dengan perbuatannya atau tidak berdasarkan ketentuan undang-
undang’?.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tzhap pra-ajudikasi sebagai awal
dan pangkal dari proges peradilan pidana, Pada tahap ini meliputi penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan terhadap dupasn terjadinya tindak pidana.
Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 Talun 1981 fentang Hukum Acara
Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {selanjutnya disebut
KUHAP) definisi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berturut-
turut sebagai berikut

' Mardjonc Reksodipatro, op. cit, him. %4,

17 Andl Hamzah, Pelaksanaan Peradilan Fidana Berdasurkan Teori Dart Praktek (Penchanan-
Dakvagn-Requisitoir), Cet. Pertams, (Jukarts : Rineka Cipta, 1954 Him 3,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, Adigvetsitas lidoriesia




Penyelidikan adalah serangkaian findekan penyelidik umuk mencari den
menemukan suaku peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana puns
menentukan dapat ety Hdaknya dilakukan penyidikan menurut cata yang diatur
datam undang-undang™®.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalars undang-undang fnf untuk mencari serta mengumpultkan bukti
vang dengan bulkti ifu membuat ferang tentang Hndak pidana yang terjadi dan
g menemukan tersangkanya®.

Penuntutan adalah tindakan penuntat wrnim untuk melimpahkan perkars pidons
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dat menurut cara yang diatur
dalam yndang-undang ini depgan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan™.

Pada keseluruban tahapan dalam proses peradilan pidana, termasuk tahap

pra-ajudikasi, dijalenkan denpan menempatkan dan menjunjung tinggl
penghormatan atas bak asasi manosia yang diimplelentasikan dalam asas atau
prinsip antara lain yaitu -

1. Persamaan kedudukan dihadapan hukum {eguality before the law).

Tidak ada perbedaan dihadapan hukem, baik tersangka, korban mampun

petugas peoegak hukum sendiri merupakan warga negara yang sama

kedudukan, hak, dan kewajiban. Karena itu setiap orang siapapun harus
diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dan siapapun yang melakukan
pelanggaran terhadap bukem akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa
perbedaan®,

2. Praduga tidak bersalah (preswonption of innocent).

* Indonesia, Undang-ndang Hidkum Acora Pidana atay Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidona (KUHAF), Ul No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3708, Pasal | angks
5

* Indonesta, Undang-undang Hibum Acora Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KLFHAP), UU No. 8 Tshan 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal | angka
Z.

® tndonesta, Undong-undang Hulum Acara Pidang atau Kiteh Undang-undang Huikum Acars
Pidina (KUHAP), UU No. § Tshun 1981, LN No. 76 Tabun 1981, TLN No. 3209, Pasal | angka
7.

H M. Yalys Harshap, Pembahiasan Permuasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid 1, Cet
Redus, (akarta « Pustaka Kartind, 1988)Rim. 2,
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Setlap otang, dalam bal in tersatipka harus diangpap (pradugs) tak bersalah
dan sifat dati perbuatannya masih merupakan tuduhan sampat kesalahannya
dibuktikan dalam tahap selanjutnya vaite tahep ajudikasi (tahap sidang
pengadilan) dan persidangan tersebut harus bersifat bebas dan jujur serta
terbuka untuk umom?®,

Aparat penegak hukum yang andit pada tahap pra-ajudikasi yaitu polisi
sebagai penyidik ulama (tugas penyidikan) dan jaksa (tugas penuntutan).
Kedua aparat penegak hulkum ini dalam menjalankan kekvasaan (tugas dan
wewenang) masing-masing juga seharusnya bersikap dan turet menempatican
dan menjunjung tinggi penghormatan atas hak asasi manusia  yang
diimplelentasikan dalam zsas atan prinsip antara lain yaitu asas persamaan
kedudukan di hadapan hukum {equality before the law) dan asas praduga tidak
bersalah (presumption of innocent) sehagaimana telah dijelaskan sebelumnya

Hal tersebut merupakan kondisi idesl, namun kenyatasnmya sering
berbeda, misalnya kasus salah tangkap atau keliru dalam menetapkan pelaku
dun korban tindak pidana {error in objecto™). Salah satu inti permasalahannya,
vaitu menghalalkan segala cars, diantaranya melakukan tindakan kekerasan
atau intimidasi ustuk memperoleh “pengakuan” dari tersangka (padahal
pengakuan tersanipka tidak lagi menjadi salah satu alat bukti sah mewarut
KUHAP). Hal tersebut dilakukan dengan tanpa mengindahkan bukti flmiah
{scientific evidence) yang diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain sebagai
pembantu dalam acara pidana seperti kedokteran forensik, psikologi,
kriminologi, dan lain-lain vang kemudian dijadikan bukti hukum (legal
evidence) dengan menggunakan ilom pengetzhuan hukum pidana (baik hukurn
pidana materiil maupun formil) dalam menganalisis svatu peristiwa sebagai
suaty tindak pidana.

Tindakan penyalabhgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan
oleh oknut aparat penegak hukum terenty puna memperoleh “pengakuan®

2 1bid.

B 1P M. Ramuhandoko, Terminologi Hukwm Inggris-Indonesia, Cet. Kedua (Jakatta : Sinar
Giratiks, 2000) him. 259.
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tersangks diasumsikan babwa denigan diperolehnya “petipakiist” tetsanigks dan
keterangan, saksi-saksi yang mendukung “penipaknan® tersangka tergebut, maka
membuat terang tentang tindak pidana yang terfadi dan penyidikan telah
dianggap selesai. Sesuai pandangan dalam asas inkusitor (inquisitoir) bahwa
pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam asas ini tersangka
dipandang sebagai objek pemerikssan Sehingga alumya yaftu menentukan
tersangka, mencari “pengakuan” fersangka, (dengan menghalalkan segala
cara), dan keterangan saksi-seksi. Sikap seperii ini yang tnenghancurkay
kerangka proses hukem vang adil (due process of law) dalam SPP. Kondisi
demdkian menyebabkan orang-orang yang tidak bessalah dapat dihukum,
karena analisis dan konstruksi berpikir penegak hukum yang keliru.
Bandingkan dengan KUHAP vang menghendaki mencari (kebenaran terhadap
suatu peristiwa) serta mengompulken bukti yang dengan bukti itn membuat
terang tentang tindak pidana vang ferjadi dan puna menemukan tersangkenya.
Sehingga alurnya yaitu mencari (kebenaran terhadap suatu peristiwa} dan
mengumpuikan bukii (barang bukti dan keterangan saksi-saksi), selanjutnya
menemukan tersangkanya,

Dalam proses peradilan pidaoa, antara pencarian fakta (kebenaran
terhadap suatu peristiwa) dan perlindungan terhadap individu (antara lain saksi
dan tersangka) dalam hal ini para pihak yang terkait dalam svatu peristiwa
(pidana atau bukan pidapa) diletakkan pada keseimbanpan. Terkait dengan
permasalabian ini Packer memmerkenalkan “Twe Models of the Criminal
Process” {dua corak proses pidana), yang memperluas dua fungsi ini dengan
mengembangkan “erime control model” {model kontrol kejahatan) dan “due
process model” {model proses yang selesai). Versi pengontrol kejahatan
ditekankan kepada penemuan falda secara efisien, sedangkan model vang
selesal merupakan arah rintangan dimana kekuasaan pejabat dibatasi untuk
melindungi individu®,

* Herberl L. Packer, The Lindts of The Criminal Sanction {California : Stenford University
Press, 1968), seperti dikatip olek Jouchim Hereman, The Philosofy of Criminal Justize and The
Administration of Criminal Justice, (Toulouss ; Revue Intetnational De Drolt Penal 3% o 4°
Trimestres, 19823 him. 843, sepertl dikutip kembali oleh LH.C. Hulsman, Sistems Peradilan
Pidana Dalam Prespeltlf Perbandingan Hulurn {The Dutch Criminal Justice System From A
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Keseluruhan proses mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tetang tentang tindak
pidana yang terjedi dan guna menemukan tersangkanya tetmmsuk dalam
Tingkup wewenang penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi
vang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya
merupskan salah satu cara atau metode atau sub darl fungsi penyidikan, yang
mendahului tindakan lain (upaya paksa) antara lain penindakan berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,
pemanggilan, tindakan pemeriksaan.

Iadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan
tindakan penyelidikan dengan maksud antuk mengetahui bahwa peristiwa yang
diberitabukan (melalui Iaporan, pengaduan atau infortasi) memang bepar-
benar telah terjadi depgsn cara mengumpulkan data dan fakia vang |
berhubungan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya data dan fakia yang
diperoleh tersebut digunakan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut
merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat
dilakukan penyidikan. Dengan kata lain, penyelidikan merupakan tindskan
persiapan bagi penyidikan.

Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbubnya sikap hati-
hati dan rasa tanggung jawab hukum vang lebih bersifat manusiawi dalam |
melaksanakan tugas penegakan hukum. Disini terlihat fungsi penyelidikan
antara lain adanya perlindungas dan jaminan terhadap harkat serfa matabat
marnusia (hak asasi manusia atau HAM). Adanya persyaratan dan pembatasan
yang ketat dalam penggunsan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya
lembaga panti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidsk setiap peristiwa
yang terjadi dan diduga scbagai tindak pidana ity menampakkan bentuknya
secara jelas sebagai tindak pidana. Karepa itu sebelum melangkah lebih lanjut
dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dipunakannya upaya paksa,
hendaknya perlu ditentukan terlebih dabulu berdasarkan data atau keterangan

Comparative Legal Perspective}. Ditetjemahkan oleh Soedjono Dirdiosisworo, Filsafot Peradilan
Pidana dan Perbrndingan Hukum, Cet. Kedua, (Bandung : Armico, 19834} him. 18,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH Ul, 2bbigtversitas lindonasia




iz

yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga
sebagat tindak pidana ity benar adanya dan merupakan tindak pidana sehingga
dapat dilanjutkan denpan tindak penyidikan dengan landasan prinsip kehati-
hatian dan kecermatan™,

Seyogianya kegiatan penyelidikan harus mampu menghasilkas prima
Sacie evidence (bukti-bukti permulaan yang meyakinkan dan tidak memberi
peluang lagi bapi pelaku kejahatan untuk menghindari dird dari tuntutan)®,

~ sehinggs pada tahap selanjutnya dapat memenuhi syarat uotuk disidangkan ke
pengadilan (prima facie case).

Bila dalam kepgiatan penyelidikan telah memperoleh prime facie
evidence, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dimulainya penyidikan
ditandai secara formal-prosedural denpan dikeluarkannya surat permtah
penyidikan oleh pejabat vang berwenang pada instansi penyidik. Surat perintah
penyidikan merupakan “pengingat” bagi penyidik dalam melakukan tugas dan
wewenangnya serta sckaligus menjadi pencegah terjadinya penyalahgunaan
wewenang. Sementara bagi tersangka berarti jaminan dan perlindungan
terhadap hak-hak dan martabat tersangka.

Tesangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadapnya tidak
difakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat segera meminta
diperlibatkan surat perintah penyidikan tersebut atau meminta penjelasan
kepada atasan penyidik, bahkan dapat mengajukan praperadilan {guna
memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasiy pada pengadilan bila merasa
penangkapan dan afaw penahanan atas dirinya dianggap tidak ssh. Kesadaran
pada kondisi demikian terdapat pada tersangka yaog *melek” hukum, nemun
bagaimana bagi tersanpgka atau yang akan dijadikan tersangka yang “buta”
hukum, tentu akan sangat merugikannya bahkan bisa saja tidak memperoleh
Jaminan atas hak-hak dan martabatnya sebagai manusia,

¥ Hamrat Hamid den Harpn M. Kuscln, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang
Penyidikan, Dalam Bestuk Tonya-Jawab, Cel. Pertama, (akarta ; Sinar Grafika, 1992) Him .24,

% rvid, him. 37,
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Sebapaimana suaty tangkaian yatg saling terkait dan berhubungan,
kepiatan penyidikan dalam proses peradilan pidatia juga terkait dan ecat
berhubunpan dengan tshap penuntutan. Hal tersebut dapat diketahui dari
adanya lembaga pembetitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP. Pada
lembaga ini difetakkan dasar-dasar kerjasama, koordinasi dan intepral antar
lembaga / instansi penegak hukum dalam hal ini penyidik (fungsi penyidikan)
dan pemmntut umum (Fungsi penuntutan)®.

Bshwa pemberitabuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada
pepuntut ummm  tersebut menjadi susty kewaitban yang harus segera
dilaksanakan oleh penyidik bila telah memulai suatu penyidikan, meskipun
dalam KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap tidek disampaikannys
pemberitabuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penustut umum,
Pada hubungan antar lembaga ini terjalin kaitan erat antara wewsnang
penyidikan dan penuntutan yang bersifat fungsional (fungsi penyidikan dan
fungsi penuntutan) dan horizontal (antara instansi penyidik dan instansi
penuntut umum) serta sekalipus menjadi sarana pengawasan, sehingga dalam
penerapan bukum acara pidana ada sistem cek (checking) antara para penegak
hukum sshagai diamanatkan oleh KUHAP®.

Pemberitabuan dimulainya penyidikan ditetapkan oleh KUHAP sebagai
hal yang bersifat imperatif (wajib} dengan fuogsi utama dalam rangka
pelaksanaan fugas prapenuntutan, dalam hal ini penelitian berkas perkara tahap
periama dan pernberian petunjuk oleh penuntui umum kepada penyidik dalam
hal hasil penyidikan belum lengkap™. Istilah prapenuntutan™ telah diintroduksi
oleh KUHAP sebagai hukum positif acara pidana di Indonesia pengganti dari
het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang

* i, him 43,
# 84, Valtya Harshap, op cif, hin 50,
# Hamirat Hamid dan Harua M. Husein, t2id,, hlm. 45,

® \ndonests, Undang-undang Hukum Acara Pidana ata Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), UU Ne. 8 Tahmn 1981, LN No. 76 Tabun 1981, TLN No. 3209, Pasal 14 huruf
b.
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Dibgharui (RIB), namun KUHAP tidak menjelaskan definisi prapenuntutan
melalui penafsiran otentik darf ketentuan umumaya.

Pendapat Mardjono Reksodiputro, koordinasi kerja antara Kepolisian dan
Rejaksazn menurut KUHAP dapat disclenggarakan melalui lembapa “pra-
penuntufan”, yang merupakan “dserah  perbatasan™ anlara wewenang
penyidikan dan wewemang penuntutan (zhap pra-ajudikasi), karepa itu
sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk menyusun suaty kebijakan kriminal
{eriminal policy) dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu atau
integral (integrated)®’. Prapenuntutan menjadi wadah aparat penegak hukum
vaitu penyidik (kepolisian dalam kewenangan penyidikan terhadap tindak
pidana umum) dan penuntut wmum untuk berinteraksi dan menyamalean
pandangan terhadap proses peradilan pidaca (pada peralihan antarz (ahap
penyidikan dengan penuntufan) yang sedang berlangsung Pads lembaga
prapenuntutan inilah menjadi tumpuan keberhasilan atau kepapalan penyidikan
yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan penuntut umum
di hadapan persidangan kelak,

RUHAY sebagai hukum acara pidana berkehendak untuk menciptakan
suatu diferensiasi / diferensi fungsional dalam arti penjefasan dan penegasan
pembagian fungsi dan wewenang bidang penyidikan dan penuntutan®.
Konsekuensi dari kehendak KUHAP yang menciptakan suatu diferensiasi
fungsional sekaligus  menjadi  sarana cek dan  keseimbangan antar
lembage/instansi di satu sisi. Namun di sisi lain menginginkan dibingkainya
konsep diferensiasi fungsional tersebut melalui keterpaduan “integrated” kerja
vang bersifat koordinatif antars para penegak hukum tersebut kelak dalam
praktik akan memunculkan permasalghan pada tahap pra-ajudikasi (tahap
diantars penyidikan dan penuntutan),

Dalam hal ini, ketika berlangsungnya koordinasi kerja antara instansi /
lembaga penyidik (dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik utama vang
menjalankan kebijakan penyidikan) dan penuntut umum ikejaksaan yang

* Murdiono Reksodiputro, op off, him. 96,
% Hameat Hamid dan Harun M. Huseln, op.oit, Hm 42
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menjalankan tugas penuntutan), tetimasuk dalam pemabaman dat meletakkan
proses hukum yang adil {due process of law) pada-kebijakan (operasional)
tahap pra-adjudikasi (penyidikan dan penuntutan) vang diperternukan melalui
lembaga prapenuntutan. Masalah selanjutnya yang akan timbul yaitu dalam
menenfukay ruang Hngkup, areh dan batasan koordinasi kedua lembaga
(kepolisian atau kejaksaan) tersebut pada tahap prapenuntutan, sehinpga akan
berdampak pada hubungan kelembagaan (penyidik dan penuntut wmum) serta
derap langkah dalam menjalankan fungsi (penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik dan fungsi penuntutan yang dilakukan penuntut umum di badapan
persidangan) dalam tahapan peradilan pidana, yaitu tahap pra-ajudikasi.

B. Ramusan Masalah

Hukum zcara pidana merupakan bagian dari bukum pidana dalam arti
yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana
substantif (materiil) maupun hukum pidana formil ateu bukum acara pidana.
Hukum acara pidana terdiri dari empat fahsp vang sangat penting vaitu
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang penpadilan dan pelaksanaan
putusan hakim.

Tahap penyidiken dapat dijabarkan empat tahap di Indonesia, mencari
kebenaran, penyelidiken, penyidikan dan penyempurnaan penyidikan atas
petanjuk jaksa. Pihak vang menjalankan fungst penyidikan perkars pidana
disebut penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1}, KUHAP ditetapkan dua badan yang
dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia
{Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS} terientu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang. Pada ayat (2), dinyatskan bshwa syarat
kepangkatan dari penyidik akan diatur lebth lanjut dalam peraturan pemerintah,
Pejabat penyidik Polti merupakan penyidik urmum (untuk kepentingan tesis ini
difckuskan pada penyidik Polri). Dalam empat tahap penyidikan sebagaimana
telah dijelaskan, jaksa menduduki posisi sentral (diantara penyidik dan hakim),
karena dialah yang menentukan dituntut tidaknya tersangka. Berdasarkan asas
opottunitas (selain asas legalitas) yang dianut di Indottesis, maka juksa
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metupakan dominus litis perkara pldana, attinya dialah yang memonopoli dan
menentitkan penuntutan®, .

Kegiatan penyidikan diarshkan kepada pembuktian yang merupakan
tugas penuntutan (kejoksaan), schingga tersangka dapat dituntut sebagal
terdakwa kemudian dipidana sebagai terpidana. Bila segala fungsi penyidikan
telah dikerahkan secara optimal tetapi berakhir dengan pernbebasan, maka akan
merugikan nama baik polisi sebagai penyidik dalam masyarakat. Karena itu,
sebelum penyidikan dimutai, barus sudah dapat diperkirakan tindak pidana aps
yang telah terjadi, sclanjutuya dicocokkan pada perumusan tindak pidana dan
pasal yang mengaturmnya dslam perundang-undangan pidana.  Meskipun
demikian penuntut umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan
pidana yang dicanturokan oleh penyidik. Disinilah letak hubungan yang tak
terpisahkan antara polisi (penyidik) dan penuntut umum™.

Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penghormatan negara
{alat negara) atas harkat den martabat manusia dibadapan hukum dengen
mengedepankan profesiopalisme dan mernjunjung tinggi keluhuran profesi
aparat penegak hukum (alat-alat negara dibidang hukum), khususnya yang
berada pada lembaga penyidik dan penuntut umum. Atas hal tersebut, KUHAP
merespon dengan berupaya melakukan penjelasan dan penegasan pembagian
fungsi dan wewenang (diferensiasi fungsional) yaitu bidang penyidikan
(lerbaga penyidik) dan penuntutan (fembaga penuntut umum) yang secara
fungsional-instansional  dipadukan /7  dintegralkan melalui  lembaga
prapenuntutan,

Pada lembaga inl juga diletekkan harapan ferciptanya pengawasan
instansional-horizontal antar lembaga dapat dijalankan, termasuk diadakannya
bantuan hukum oleh advokat dalam semua tingkat pemeriksaan {penyidikan,
petiuntutan dan persidangan) guna pendampingan tersangka dan pembelasn
terhadap  hak-hak  tersangkafterdakwa  (bukan  pembelaan  bagi

% Andi Hanezak, op. ok, bim, 2,

" Andi Hasuzah, Frdum Acara Pidena Indonesie, Cet. Kedua, (Jakarts : Sinar Grafika, 2002)
b, 79,
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tersangka/terdakws agar bebas dan terhindar dari pemidanaan) dalam proses
petadilan pidana. _

Dalam penerapan hukum acara pidana ada sistem cek dan keseimbangan
(checks and balences) antara para penegak hukum. Misalnya jaksa dikatakan
memonopoli penuntutan, hal tersebut hanya dalam arti kebijakan (policy /
beleid) tidak dalam arti rfil. Hakitm memperpanjang penahanan jaksa, memberi
izin penggeledahan, menentukan hari sidang, semua ¥u terletak dibidang
penyidikan dan penuntutan, bukan dibidang mengadili. Dengan demikian,
harus dibedakan antara penuntutan sebagai kebijakan {policy) dan perbuatan
penuntatan (daden van vervolging) seperti perpanjangan penahanan, izin
mengpeledah, dan sebagainya *

Disisi lain, bukan tanpa masalah, tidak jarang diantara kedua lembaga
(kepolisian dan kejaksaan) vang dibagi berdasarkan tugas dan wewenangnya
(kekuasann) fersebut yang diharapkan bersinergi dalam letubaga prapenuntatan
sebagai wadah berkomunikasi secara positif, naman menjadi gesekan (friksi)
karena bias-bias kepentingan yang berfainan dan jauh dari terwujudnya proses
hukum vang adil (dee process of law) sehingpa menjadi salab satu faktor
penghambat terfaksananya proses peradilan pidana secara sederhana, cepat dan
tuntas, I

Sebapaimansa telah dijelaskan sebelumnys, ditbaratkan kegiatan 8PP
sebagai sostu rangkaian yang saling terkait dan berhubungan anfara tahap satu
dengan tahap lainnya, termasuk dan tidak terkecuali tahap pra-ajudikasi, yaitu
penyidikan dan penuntutan yang saling terkait dan paralel dengan
prapenuntutan sebagai penghubungnya. Permasalashan yang akan ditelitl
yaltn kebijakan penyidikan dan penuntatan belom mengarahkan pada
saftu kebifakan pidana. Kebifakan pidans yang dimsksud, yakni
kehilakan operasional dalam tahap pra-ajudikasi.

Agar dalam pembahasannya terargh, perumusan permasalaban tersebut
dibatasi dalam beberapan pertanyaan penelitian (research guestions), yaitu :

3 andi Hamedh, op. cir, Bl 5.
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1. Apakah lembapa prapenuntutad dapat meijadi satana untuk menetapkan
kebifakan pidana (kebijakan opetasional dalam tahap pra-ajudikasi) 7

2. Bagaimana mewujudkan konirol / pengawasan bila kebijakan pidana
(kebijakan operasional dalam tahap pra-sjudikasi) telzh dipersatukan olch
lermbaga prapenuntutan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terkait dengan SPP yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap
harkat dan martabat manusia dengan mengedepankan proses hukum yang adil
{due process of lew) pada setiap sob sistem dalam proses peradilan pidana,
muka tujuan yaug ingin dirath dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui
kedudukan lembaga prapenuntutan pada tahap pra-ajudikasi dalam proses
peradilan pidana Selain ftu juga untuk mengetshui kesulitan-kesulitan yang
timbul pada lembaga penyidik dan penuntut umum dalam memanfaatkan
secara positif lembaga prapenuntutan untuk mewujudkan dan menyatukan
kebijekan pidana (kebijakan operssional dalam tahap pra-ajudikasi).
Selanjutnya untuk mengetahui peran dari advokat sebagai komponen kelimna
pencgak hukum dalam SPP untuk melakukan pendampingan dan memberikan
bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana pada tahap pra-ajudikesi.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan-bahan pengetahuan secara
praktis dan teoritis serta perbaikan dan pengembangan profesionalistoe instansi
penyidik dan penuntut umum serta advokat dalam SPP di Indonesia.

D, Kerangka Teeri
Dalam penelitian hukum, adanya kerangka/landasan konsepsional dan
kerangka/landasan feoritis menjadi syarat yang sangat penting. Pada
landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat datam teori
sebagai suatu aneka “thecre'ma” atau ajaran (di dalam bahasz Belanda :
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“Iee:stefmg”}“ Berikut dﬂmtengahkan keranpka teori yang terkait detpan
penelitian ind.

Mengenal hubungan penyidik (dalam hal ini polisi yang menyldik tindak
pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHAP) dalam mielaksanakan
fungsi penyidikan dan pemunstut wntim yang menyelengparakan fungsi
peauntutan sangat erat hubungannya. Demikian pula kebijakan penyidikan dan
penuntutan (opsporing en vervolgings beleid) saling terkait™

Demikian menyatunya penyidikan dan penuntutan, schingga penyidikan
tidak harus berhent! jika jaksa felah menerima berkas perkara dari polisi dan
melakukan penuniuten, Babkan selama sidang berialan penyidikaz; {lanjutan)
masth dapat dilakukan stas permintaan jaksa penuntut srum®. Penyidikan
merupakan bogian terpenting proses pidana yang menjadi hulu kegiatan
penuntutan®.

Keberhasilan pada tahap penyidikan akan menentukan pula keberhasilan
pada tahap penuntutan, terutama dalam memformulasikan surat dakwaan dan
membuktikannya di hadapan persidangan dengan menvajikan alat-alat bukti
yang sah menurut hukom  Sebagal upaya untuk mendukung keberhasilan
penyidikan dan penuntutan KUHAP memfasilitasi lembaga penyidikan dan
penuntutan dalam berkoordinasi melalui lembaga prapenuntutan. Kenyataan int
tidak akan menjadi suatn permasalshan apabila koordinasi pada lembaga
prapenuntutan diarahkan secara positif dan intepratif dalam kerangka proses
hukam yang adil (due process of luw) dan tidak menjadikan lembapa
prapecuntutan hanya sebagai “kotak pos” pemindahan dokumen-dokumen
(dalam bentuk berkas perkara) antara penyidik dan penuntut umum®®,

¥ Soerjono Sockanto dan Sri Manudji, Penelitlon Hukum Normutif Suatu Tivjavan Singkat,
{Jakarta : RajsGrafindo Persada, 2007) hlm. 7.

* Mardjonoe Reksodipubro, op.cit., bim 94,

% Badan Pembinsan Hukum Noasional Awafisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang
Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan. (Jakarta : Badas Pemblnaan Hubams Nagional,
2001), blm. 31

* Ibid., him. 40.

0 Mardjono Reksodiputts, op. cil., him, 54
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Pembagian tugass dan wewenang (kekuasaan) antara penyldikan (lembaga
penyidik) dan penuntutan (lembaga petuntut utmum) secara fungsional-
instansional telah digariskan oleh KUHAP. Baik buruknya suatu kekuasaan
{tugas dan wewenang) dalam hal ini kekuasaan bidang penyidikan dan
penuntutan, bergantung dari penggunaan kekuasaan tersebut dan kekuasaan
hendsknya divkur dengan kegunaannya untuk mencapai suaty tujuan yang
sudah ditentukan,

Dalam hal penggunasn kekuasaan bidang penyidikan dan penuntutan
tersebut diperlukan keselarasan dalam pembagian fugas dan wewenang antara
penyidik dan pemuntut wroum. Pelaksapaan dari kekuasaan (tugas dan
wewenang) tersebut memerlukan penegakan hukum yang berlandaskan pada
penerapan  atwran perundang.undangan (formil) yang dianggap adil dan
jarninan dari kekuasaan terhadap hak-hak dari warga negara, dalam hal ini
masyarakat secara unmm dan tersangka maupun korban secara khusus.

Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Soegjono
Sockanto, ada lima unsur penegakan hukum, yaitu :

Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukuny

. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, ciPta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia didalam pergaulan hidop *

oW

o o

Penyidikan dan penuntutan harus merupakan kesatuan dan tidak boleh
terkotak-kotak. Antara peryidikan dan penuntutan tidak dapat dipisabkan
secara tajam. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang yang diberikan KUHAP
kepada penuntut ummm  untuk memberikan pefunjuk  dalam  rangka
penyempurnasn penyidikan oleh penyidik. Petunjuk untuk menyempurnakan

4 Soerfono Soekanto, op.cit, blm. 8.
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penyidikan pada hakikathya metupakan bagian dari penyidikan lanjutan®.
Prapenuntutan - memunplkinkan -hal tersebut terwujud dengan pelaksanaan
koordinasi antara penyidik dan penuntut wmum secara koberen dan integratif
sehingpa encapal hasil kerja yang efektif juga efisien serta sekaligus
merpakan upaya pengawasan horizontal {antar instansi) guna meminitmatkan
terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang datam pelaksanaan
pencgakan hukom.

E. Kerangka Konseptual

Sebagaimana dijelaskan pada butir D, bahwa selsin landaganvkerangka
teoritis, adanya landagan/kerangka konsepsional menjadi syarat yang sangat
penting dalam penelitian hukum Dalam kerangka konsepsional diungkapkan
beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar
pengertion hukum®. Berikut ini diuraikan beberapa penpertian yang akan
dipergunakan sebagai dasar penelitian ini. '

Praperuntutan scbagai istilah tercantum di dalam Pasal 14 butic b
KUHAP, narmun schagai lembags, penpertian otentiknya tidsk dijelaskan
dalam KUHAP, padabal Pasal | KUHAP telab memuat penafsiran otentik dari
32 (tiga pulub dus) perkataan namuo tidak ada penafsiran ofentik dari istilah
“prapenuntutan”. Tujuan dari suatu penafsiran untuk memastikan tentang arti
{vim ac potastem) putusan kehendak dari pembentuk undang-undang, seperti
yang telah dinyatakannya i dalam sesuatu rumusan undang-undang®.
Meskipun tidek ada penafsiran secara otentik terhadap istilah “prapenuntutan”,
dalam  beberapa Pasal yang terkait dapat dijadikan acuan untek
menginterpretasikan prapenuntutan diantaranya Pasal 8 ayat (2), ayat (3) huruf
a dan b, Pasal 110 ayat {2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 138 ayat (1) dan ayat

*2 pndi Haooah, op.cit, ki, 154,

* Soerjono Soekanto dan Sti Manudfi, foc cit

“ G.A van Hamel, inieiding 1ot de studie van het Nederland Strafrecht (Haarlem © Tjeenk
Willlok&Zoon, 1953) him 125 sepetl dikatip oleh P AR Lamistang, Kiteb Undang-Undang

Hudww Acara Pidana Dengan Pembahason Secara Yuridis Menurut Vieisprudensi dan Hmu
Pengetahuan Hukum Pidana, Cet Pertanas (Bandung : Sinar Bara, 1984) him 6.
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(2). Kenyataan ini memerukan pemahaman yang sama dan komprehensif dari
. lembaga penyidik dan penuntut smum terhadap substansl dari istilah dan
lembaga prapenuntutan. Atas pemabaman substansi prapenuntutan tersebut,
maka dapat ditetapkan ruang lingkup, arah dan batasan koordinasi kedua
lembaga (kepolisian atau kejaksaan) pada tahap prapenuntutan dan akhirnya
menjadikan proses hukum vang adil (due process of law) sebagai kerangka
berpikir dan kerangka bekerja dari penegak hukum pada tahap prapenuntutan.

Melalui  penafsiran | tatabahasa ataw  gramatikal (grommetion!
interpretation) dan atau penafsiran menurut tujuan (feleofogical interpretation)
bahwa pengerifan prapesuntutan adalah wewenang penuntut wmum untuk
melengkapi  berkas perkara hasil penyidikan dengan cara melakukan
penyidikan tambahan oleh penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut omum.
Dengan kata lain, prapenuntutan merupakan wewenang penuntut umum untuk
melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memberikan petunjuk
kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan®®.

Prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti semipit
{pekara dikirion ke pengadilan} dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialsh tindskan penuntut
omum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh
penyidik. Memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempumakan
penyidikan seperti dalam hukum acata yang lama (HIR) termasok penyidikan
lanjutan®.

Sedangkan Martiman  Prodjohamidjcjo  menggambarkan  fentang
pengertian prapenuntutan yaitn wewenang dari penuntut wrnem.  Apabila
setelah menerima dan memeriksa berkas perkara dari pihak penyidik atau
penyidik pembantu dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu belum lengkap
dan sempurna, maka atas dasar itu penuntut umum hatus segera
mengembalikannya kepada penyidik dengan diserta petunjuk-petunjuk

“H M A Kuflal, Penerapan KUHAP Dalam Proktik Huum, Cet, Ketigs, (Malang :
Universitas Muhamadiyyah Malang, 2003) him, 208.

* Andl Hamzah, op. oit.
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seperlunya (Pasal 14 KUHAP), dalam hal ini penyidik segera melakukan
penyidikan tambahan sesual denpan petunjuk yang diberikan penuntut umum
{Pasal 110 ayat 3 KUHAP), dan apabila penuntut ymum dalam wakiu empat
belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maeka dianggap
selesai {Pasal 110 ayat 4 KUHAP) dan hal ini berarti pula bahwa tidak toleh
ditakukan prapenuntutan lagi® .

Prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk mempersiapkan
penuntutan yang akan dilskukannys dalam svatu perkars, dengan cara
memgpelajari atau meneliti berkas perkara hasil penyidikan, guta menentukan
apakah hasi! penyidikan terscbut telah memenuhi persyaratan penuntutan, atau
berkas perkara tersebut perlu dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk
untuk tmelengkapi hasil penyidikan, agar hasil penyidikan tersebut memenuhi
syarat penuntutan®®, A

Penyerahan berkas perkara tahap pertame dilaknkan oleh penyidik
dengan secara nyata dan fistk menyampaikan berkas perkara kepada penuntut
umum, dan penuntut umum pan secara nyata dan fisik menerimanya dari
penyidik. Namun sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan figik berkas
perkara kepada penuntut umum, undang-undang (KUHAP) belum menganggap
penyidikan telah selesai. Bigsa saja berkas perkara dikembalikan kepada
penyidik karena dianggap belum lengkap dan pemeriksaan penyidikan belum
mencapai titkk penyelesaian. Hu sebabnya penverahan berkss tahap pertama
disebut “prapenuntutan™

Melalui lernbaga prapenuntutan dapat diselenggarakan koordinasi kerja
antara Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga ini meropakan “daerah perbatasan™
antara wewenang penyidikan dan penuntutan®,

7 Martiman Prodiohamidjojo sebaguimane dikutip Hamral Hamid dan Harun M, Hasein, op
oit, Hm. 151.

¢ Hamprat Hamid dan Hatun M. Huscin, o2 cit., him. 152,
1 M. Yahiya Harahap, op.cit, him. 378.
* Mardjono Reksediputro, op. cit, him. 94.
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Dalam prosesnya, untuk memasuki SPP di Indonesia pertama haruslah
melalui. tahap pra-adjudikasi, tahap di mana letak prapenuntutan berada,
sehingga hubungan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan sangat
diharapkan mempunyai korelasi positif bagi terwujudnya prinsip proses hukum
yang adil (due process of law), yang tidak hanya mencakup penerapan terhadap
aturan perundang-undangan (formil) yang dianggap adil, namun juga meliputi
jaminan dari kekuasaan (tugas dan wewenang) pada tahap pra-ajudikasi
(penyidikan dan penuntutan) terhadap hak-hak dari warga negara (baik
tersangka maupun korban).

. Metode Penelltian
Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang
digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada butir B
sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika
sebagai berikut :
1. Metode Penelitian
Mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dikemukakan
sebelumnya, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan
pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak pada penelitian terhadap
tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan advokat dalam pra-
ajudikasi. Selanjutnya hubungan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam
prapenuntutan sebagai pepghubung kedua lembaga tersebut, yang juga
terkait dengan advokat dalam menjalankan fungsi bantuan hukum pada
proses peradilan pidana yang didukung denpan wawancara.
2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur yang
berhubungan dengan tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan
advokat serta kaitannya dengan prapenuntutan dan prinsip proses hukum
yang adil (due process of law). Litetatur yang digunakan dipetoleh dari
buku-buku, artikel, petatutan perundang-undangan dan bahan-bahan
tetkait lainnya.
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b. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak
terkait dalam penelitian ini, yzitu Polisi; Jaksa Penuntut Umum dan
Advokat yang mempunyai pengalaman tentang masalah yang akan
diteliti dalam tesis ini.

3. Penya)ian dan Analisls Data
Data sekunder dan data primer yang diperoleh lalu disusun secara sistematis
untuk dianalisis secara kualitatif Analisis kualitatif dilakukan untuk
memperoleh analisis dan evaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan
komprehensif untuk mendapat kejelasan dan jawaban atas permasalahan
© pada peoelitian ini,

G. Sistematika Penulisan
Penelitian ind ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

BAB 1

BAB2

BAB3

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenal latar belakang permasalahan,
romusan  permiasalzhan, fujuan penclitian, kegunaan penelitian,
kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan
dalam penelitian ini serta sistematika penalisan penelitian,
TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTAR PIHAK PADA
TAHAP PRA-AJUDIKASI DAN EAITANNYA DENGAN
PFROSES HUKUM YANG ADIL

Dalam bab ini dibahas mengenai konsepsi hak asasi manusia
{HAM], prinsip proses hukum yang adil {due process of law) dan
kaitannya dengan tahap pra-ajudikasi pada sistem peradilan pidana
{SPP) serta hubungan antar pihak pada tahap pra-ajudikasi
ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN ADVOKAT DALAM
1LEMBAGA PRAPENUNTUTAN

Bab ini membahas metgenal hasil penelitian terhadap tugas dan
wewettang  fetnbapa  penyidik dan  penuntut uwmum dalam
permahamannya tethadap koordinasi antar kedua lerbaga tersebut
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dalam prapenuntutan setta advokat dalam peranan bantuan hukum
terkait dengat proses bukum yang adil (due process of law) serta
mode] hubungan pada tahap pra-ajudikasi,
BABIV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan kesimpulan
dari permasalahan yang diutarakan dalam penelitian dan saran yang
myngkin berguna dalam prakiik dan pembaharuan  hukum,
khususnya hukum acara pidana di Indonesia.
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BAB2
TINJAUAN MENGENAT HUBUNGAN ANTAR PIHAK PADA TAHAP
PRA-AJUDIKASI DAN KAITANNYA DENGAN PROSES HUKUM YANG
ADIL

A.Due Process Of Law {Proses Hukum Yang Adil) Dsn Kaitannya Dengan
Konsepsl Hak Asasl Muanusia (Ham) Sebagai Perwujudan Negara Hukam
Di Indonesia

Cita negara yang berdasarkan hukum (rechssidee), telah menjadi bagian
yang tak ferpisabkan dari perkembangan gagasan keneparaan Indonesiz. Hal
tersebut dapat dilibat dari pencgasan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tabun 1945} bahwa negara Indonesia berdasar atas
hukum (rechfsszant), tidek berdasarkan kekuasaan beleka (machssstaal). Di
Eropa Kontinental, konsep negara hukum menggunakan istitah Jerman, yaitu
“rechisstaef”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum
menggunakan istilah “the rule of law”. Prinsip the rule of law mendasarkan
pada pandangan bahwa setiap tindakan negara (kekuasaan) harus
mempertimbangkan dua kepentingan atau landagan yaitu landasan kegunaan
(doelmutigheid) dan landasan bukum (rechtmatigheid)”.

Prinsip pokok negara hukum (rechisstaal ataupun the rule of law) yang
merupakan pilar utama penyangea berdiri tegaknya suetti negara modem
sehinpga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yaog scbenarnya
menurnt  Jimly Asshiddigie dipersyaratkan antara lain, vaitu adanya
perliﬁdtmgaa Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dan berlakunya
due process of law’.

M Jimly Asshiddigle, “Cilz Negara Hukwm Tndonesia Kontempores,” {(Orasi [lmish
disamipaikan pada Wisuda Sagjana Hukum Pakaltas Hakum Universitag Srisifaya Palembang, 23
Maret 2004) him 1.

* Ibid. him.3.
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1. Perlindungan HAM dengan jaminan hukum
Perlindungan HAM secara konstitusional dengah jaminan hukum bagi

tuntutan penegakannya melalui proses yatg adil. Perlindungan terhadap HAM

tersebut  dimmsyarakatkan secara luas dalam rangks mempromosikan
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai cird
yang penting suatu negara hukum yang demokratis. HAM (human rights) oleh
masyarakat di dunia secata universal diartikan sebagai “those rights which are
inherent in our nature and without which we cannot five as human being™”
Mengacu pada pepgertian tersetut, HAM merupakan hak negatif (negative
righf} karena sifatnya yang kodrafi dan universal Sefiap manusia sejak
kelahirannya metyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat
bebas dan asasi. Atas dasar tersebut pandangan manusia tentang HAM yang
melekat pada dirinya sejak Iahir tidak hanya menyangkut tuntutan untuk diakui,

{etapi juga perilaku yang harus puls mengakui dan meoghommati HAM orang

lain. Menurut Muladi perihal HAM pada dasarnya paling sedikit terdapat 4

(cmpatj kelompok pandangan sebagai berikut

2. Pandangan yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Pandangan ini
tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada
masing-masing bangsa. Pandangan ini disebut universal-absolut.

b. Pandamgan yang melibat persoalan HAM scbagai masalsh universal,
namun demikian perkecualian (exceptions) yang didasarkan atas asas-asas
hukum internasional tetap diskul keberadaammya. Pandangan ini disebut
universai-relafif,

¢. Pandangan yang melihat HAM scbagal persoalan trmsing-masing bangsa
Pandangas ini disebut partikutaristik-absolut.

d. Pandangan yang melihat persoalan HAM disamping sebagai masalah
unhiversal juga merupakan masalah nasional masing-masing negara,
Berlakunya dekumen-dokumen internasional tharus  diselaraskan,
diserasikar dan diseimbangkan serta mensperoleh dukungan dan tertanam

% Muladi, Hak Asasi Manusta, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Cet, Kedua (Semarang :
Badan Penerbit Unlversitas Dipohegoro, 2002) kim. 1,
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{embedded) dalam budaya bangsa. Pandanpan ini tidak sekedar defensif,
tetapi Juga secara aktif berusahae mencard pertmusan dan petbenaran
(vindication) tentang karalderistk HAM yang dianut. Pandangan ini
disebut partikularistik-relatif. **

Indonesia termasuk yahg menganut pandangan partikularistik-relatif,
dengan berusaha untuk menemukan titik dislogis diantara empat pardangan
terhadap HAM sebagaimana telah dijelaskan atas dasar Pancasila dan UUD
1945 {(konstitusi}, tanpa mengesampingkan substansi dari dokumen-dokumen
mtemasional fentang HAM. Bagl bangsa Indonesia HAM sebagal pemikiran
dan sebagaf paradigma perraasalahan HAM telah menjadi perdebatan pada
perumusan UUD 1945, Pemuatan egensi dari HAM dalam UUD (945
merupakan konklusi dar knmp;?omi dan kongensus dari berbagal pandangan
tentang HAM. Atas dasar asas kekeluargaan hak-hak asasi warganegara harus
sclaras, seragi dan seimbang depgau kewajiban warga negara, schingga terjadi
interaksi dan interelasi antars hak-hak asasi manusia (human rights) dan
kewajiban asasi manusia (human duties and responsibifities) ™

Terlepas dari pandangan-pandangan terhadep HAM sebagaimana telah
dijelaskan, dalam hal terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan
kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan
hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itn merupakan pilar yang sangat
penting dalam setiap negara yang discbut negara hukum. Jika dalam suatu
negara, hak agsasi manusia terabatkan atau dilanggar dengan sengaja dan
penderitaan yang ditimbulkannya tidek dapat distasi secara adil, meka negera
yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukom dalam artl yang
sesungpuhnya >

% rbig him.3 dan 4.
* g,
# fimly Asshiddigle, foceil,
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2. Berlakunya due process of law

Berlakunya due process of law, yaitu segala tindskan (pernerintshan} hatus
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis (asas
legalitas) yang menghendaki setiap perbuatan atau tindakan harus didasarkan
atas aturan atau ‘rules and procedures™’ . Sebagai suatu istilah, “due process of
faw” oleh Mardjono Reksodiputro diterjernabkan dengan istilah “proses hukum
yang adil”, svatu istilah yang sangat populer dipergunakan dalam merangkum
cita hukutn acara pidana®, Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menerjemabkan
due process of law dengan istilah “proses vang adil menurut hukem™?,
Menurut Marc Tobias dan R. David Peterson bahwa “due process of law™ is
the frame work upon which the system of ordered justice is build...” * Artinya ,
“due process of faw” merupakan keravgka kerjz untuk memsstikan bahwa
keadilan akan tercapai dalatn suata sistern peradilan pidana.

Embrio dari kelahiran “due process of law’ bermula dari Inggris,
berdasarkan dokumen Magna Charia 1215, yaitu dokumen yvang membatasi
kekuasaan raja dan bangsawan-bangsawan yang kejam terhadap rakyatnya.
John Lackland merupakan raja Inggris yang ketika itu telah mengalami
kelelahan perang di Bropa yang berkepanjangan {saat itu kekussaan penguasa
stau raja yang absolot dengan kegemaran berperang tanpa menghiraukan akibat
menyengsarakan rakyatnya). Ia secara terpaksa harus menandatangani Magna
Charta pada tanggal 15 Juni 1215 vang selain berisi pembatasan kekuasaan
raja dan pungutan pajak yang semenz-mend, juga memuat antara lain ketentuan
tak seorangpun boleh ditangkap, diasingkan, dirampas harta kekayaannya, atan

* Yimly Asshiddigie, op. cit., him.4 dan 8,
* Mardjono Reksodiputrs, op.cif, him.27.

** Harkeistoti Harkdsnowo, “Rekoustruksi Konsep Pemidanzan : Svatu Gugatan tethadap
Proses Legislasi don Pemindaan di Indosesia | (Orasl iimish disampaikan pada Upacara
Pengukulum Guru Pesar Telap dalam Heu Hukwn Pidana Fakultas Hukom Universitas Indonesia
Depok, 8 Maret 2003) him 6.

 Marc Weber Tobias dan R David Pelerson, Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of
Eonstitusional Rights, Charles €. Thomas, publisher, Springfield Rlinofs, seperil dikutip oleh
Lulmt M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hor: : Swatu Stedi Teoritis Mengenal Sisiem
Peraditan Pidona Indonesia, Cet Pertams (Jakarfa : Program Pascasarjana Rabultss Hukum
Universitas Indonesia, 2009) hlm.57.
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dengan cara apapun diperkosa hak-haknya kecuali atag dasar peraturan hukum
atay putusan pengadilan®l,

Dokumen itu sendiri tidak ada kaitannya dengan kebebasan individa warga
negara. Magna Charta memiliki duz simbol penyelesalan konstitusional.
Pertama, Magna Charta membatasi kekuasaan negara. Sebab pada waktu ity,
raja adalah personifikasi dari negara. Raja berdaulat mutlak, yaitu kekuasaan
ada ditangan penguass yang diangkat secara ilahi atas semua rakyat (hamba-
hambaNya) dan raja dapat memaksakan kepatohan mutlak terhadap rakyatnya
serta kekuasaan tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh para hamba maupun
oleh orang yang berdaulat lainmya Kedua, Magna Charfe mengandung
beberapa perubshan dalam aturan HAM yang sclama berabad-abad tidek
pernzah disingpung. Misalnya, pads Pasal 40 menyebutkan raja berjanji bahwsg
tidak ada siapapun yang boleh diperjualbelikan, bahwa siapapun tidak ada yang
boleh diingkati atau ditunda pemberian keadilan atan hak-haknya *? Dengan
demikian dapat dikatakan prinsip “due process of law” menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari konsep HAM dan prinsip hokum

.. Antara HAM dan hukum sangat erat, karena sekalipon HAM merupakan
hak negatif karena sifatnya kedrati dan universal sehingga tidak memerinkan
pengesahan, narmun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
vang semakin kompleks, pengaturan sscmra hukum  terhadap HAM
{positivization of rights} skan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara
hukum {rechisstant ataupun the rule of law). Dalam hal ini bukum dapat
berfungsi sebagal sarana untuk mepgejawantahkan kebijakan-kebijakan
pasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk
melakukan modifikasi sosial (social modification)”™.

& Bambang Poernomn, Pola Dasar Teori-Asas Unsan Hidum Acara Pidana Dan Penegakan
Hukum Pidana, Bdisi Kedus, Cet. Pertama, (Yogyakarta ; Liberty, 1993) blm.53.

¥ Geofftey Robertson, Xejahaian Terhadap Kemanusiaan : Perfunngen Untuk Mewiiudkan
Keadilan Glokal (Crimes Against Humanity : The Strugile For Global Justice) Bditor Suhariono
{Jakarta : Kotnisi Naslonal Hak Asasi Manusia, 20023 him.4 dan 5.

# Muladt, op. cit., blm.6
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Secara alamiah terbukti bakiwa pendekatan dati atas ke bawah (fop down)
dan sebaliknya darl bawah ke atas (bottom up) haros dilakuksn. dan istilah
modifikasi merupakan kompromi untuk menetralisasikan kelermahan Fungsi
hukum baik sebagai alat kontrol sosial {Jaw as a toof of social control) maupun
sebagai alat rekayasa sosial (faw as a fool of social engineering). Dalam istilah
modifikasi sostal ini keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara
kepentingan individu, kepentinpan masyarakat dan kepentingan negara harus
selalu dijaga™, 2

Spirit on harmony tersebut harus diterapkan kasus per kasus dengan selalu
memperhitungkan bobot penmssalabannya masing-masing. Dengan demikian
belum tentu kepentingan pribadi haru selalu dikalahkan dengan pertimbangan
kepentingan umam®. Kepeutingan umum dalam hal ini yaitu kepentingan
negara (staatshelang), kepentingan masyarakat {(maatschappelijk belang) dan
kepentingan pribadi (particuleir belang)®®.

Disamping masih banyaknya kelemaban dan tantangan, banyak pula
kekuatan dan peluang yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk
mengimplementasikan pemikiran partikularistik-relatif sebagaimana dijelaskan
sebelumnya. Beberapa fakior yang memberikan peluang antara lain sebagai
berikut pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang
berkehendak untuk menegakkan asas-asasnya berupa legalitas formal maupun
materiil, perlindungan HAM dan peradilan bebas. Kedua, penempatan
pembangunan hukum scbagai selah satu bidang pembangunan tersendiri dan
tidak lagi rmenjadi bagian dari pembaogunan  politik. Kemandirian
pembangunan bukum tersebut menggambarkan keinginan politik vang
merupakan bagian dari kebijakan negara yang berusaha mentranformasi tipe
hukum yang dianut secara tuntas, dari tipe hukum yang represif (represive law)

W hid
33 Bid

® Proyek Ketasama Universiss Hasanudin dengan Kelaksaan Agung R, Simposium
Masatah-Musalah Asas Opporiunitas. (Ulnng Pandang, 1981) him.$9.
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kearsh bukum yang otonom {efonomous law) dan sejauh mungkia mencapal
tahapan hukum responsif (responsive law)® . -

Dalam perspektif Ikum responsif, bukum vyang baik seharusnya
menawarkan sesuatu yang lebih daripada sckedar keadilan prosedural,
mempunyai  kompentensi  sekaligus adil yang mampu mengidentifikasi
keinginan masyarakat dan berkomitmen terhadap tetcapainys keadilan
substantif®®. Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang mermiliki
kapasitas pelitk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalabannya,
menetapkan prioritas-priorifasnya dan membuat komitmen-komitmen vang
dibutuhkan. Hukum responsi{ bukanlah penibuat keajaiban di dunia keadilan.
Pencapatannya bergantung pada kemauan dan sumbet daya dalam komunitas
politik dengan menfasilitasi tujuan masyarakat dan membangun semangat
untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan®,

Lahirnya konsep HAM yang didasarkan pada prinsip “due process of law”
yang berkembang dan mempengarubi sistern bukum dan ketatanegaraan
hampir negara-negara di selurih dunia. Demikian pula pengaruhnya dalam
organisazi dunia dengan menghasilkan konvensi-konvensi internasional dalam
bentuk dokumen-dokurnen internagional,

Sebagian dari dokumen tersebut dikenal dengan istilah “the international
bill of human rights”, Yang dimaksudkan dengan “internarional bill”
merupakan 4 (empat) dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (disiagkat PBB)
yang terdiri dari Universal Declaration of Human Rights (diterima oleh Sidang
Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, Miternational Covenant on
Economic, Secial and Culturel Rights (diterima pada tanggal 16 Desember
1966 dan berlaku pada tanpgal 3 Januari 1976), International Covenant on
Civil and Political Rights {diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dan
berlaku 23 Maret 1976), dan Oprional Protocol to the Biternational Covenant

# Muladi, op.cit., him. 7,

“ phifippe Nonet dan Philip Selenick, Hulunt Responsif (Law ond Soctety i Transifion :
Toward Responsive Law). Diterfemahkan oleh Raisul Motiagien, Cet Periama (Bandung :

Nusatodia, 2007) him.84.

 Ibid, him 125
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on Civil and Political Rights (diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dan
berlaku pada tangpal 23 Maret 1976)°. Prinsip “due process of law” diikuti
dengan menjadikannya sebagai hak konstitusional (hak-hak pokok warga
negara) dan prinsip hukum serta menjadi bagian dari konstitusi negara
bersangkutan, misalnya di Inggris “Magna Charta” (1215), di Prancis
“Declaration des droits de |’ home et du citoyen” (1789), di Amerika Serikat
“Bill of Rights” (1791) dan Amandemen Keempat, Kelima dan Keenam datam
Konstitusi’\. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan
penemuan prinsip hukum HAM “due process of law” telah membawa suatu
revolusi hukum atau suatu perubazhan sosial yang besar. Friedman
mengambarkan :

...the due process revolution grows out of a specific tradition, the
American constitutional experience... The ‘due process of law revolution’
is therefore the product of social change. Artinya, revolusi proses hukum
yang adil berkembang sampai keluar tradisi hukum yang Xhusus,
pengalaman Konstitusional orang Amerika...revolusi proses hukum yang
adil oleh karenanya hasil dari perubahan sosial’>.

Dengan demikian, due process of law baik sebagai konsep HAM maupun
sebagai proses yang berkeadilan dalam prinsip hukum telah membawa dampak
yang besar dan luas pada penegakan hukum Khususnya sistem peradilan
pidana. Melalwi due process of law diyakini tujuan dari peradilan pidana itu
yakni keadilan akan lebih mudah dapat dicapai™. '

™ Mardjono Reksodiputro, op. cit., hlm.2.
" Ibid., hlm.29.

2 Lawrence M. Friedman, Total Justice, (New York : Russell Sage Foundation, 1994) him.5,
seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta : Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indenesia, 2009) hlm.59.

™ Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta : Program Pascasatjata Fakultas
Hukum Universilas Indonesia, 2009) him.61.
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B. Cakupan Proses Hukam Yang Adil

Scbagai suatu istilab- “due process” mengandung pengertian “the conduct
of legal proceedings according to established rules and principles for the
protection and enforcement of private rights, including notice and the right to a
Sair hearing before a tribunal with the power to decide the case™". Artinya,
pengaturan dari cara bekerjanya hukum menurut aturan-aturan dan prinsip-
prinsip yang telah ditentukan untuk melindungi dan menegakan hak-hak
pribadi, termasuk pemberitahuan dan hak didengar secara adil sebelum
pengadilan yang dengan kekuasaannya memutuskan perkara. Pengertian “due
process” sama dengan pengertian “due process of law” dan “due course of
law". Frase “due process of law” mengandung pengertisn yang sama pula
dengan “by the law of the land” sebagai klausul dalam dokumen Magna
‘Charta.

Unsur-unsur dasar dari “due process”™ yaitu “notice, hearing, councel,
defense, evidence and a fair and impartial court”. (pemberitahuan, mendengar
tersangka dan terdakwa, bantuan bukum, pembelaan, pembuktian dan
pengadilan adil dan tidek memihak) yang dijelaskan sebagai berikut ;

Notice

Pemberitahuan  terbadap {ersanpka/terdakwa  mengenai fuduhan  yang
disangkakan kepadanys guns mempersiapkan diri untuk mengadakao
pernbelaan atas sangkaan tersebut,

Hearing :

Hak untuk didengar pendapat/keterangan tersangka/terdakwa dalam keperluan
penyampaian terhadap keadaan dirlnya yang terkait dengan tuduban dan hal
yang dialaminya sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-haknya.

Councel -

Pada setiap tingkatan penanganan kasus terhadap tersangka/terdakwa tidak saja
memiliki hak untuk hadir dalam pemeriksaan melainkan juge memperoleh
bantuan hukum untuk mengemukakan hak-haknya tnelalui penasibat hukum,

" Henry Camipbell Black, Black’s Law Dictionary, Sevenmth Bdition, (St Paal : West
Pablishing Co, 1599} hilm. 516,
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Defence :

Untuk  kepentingan membela  dirl, fersangkafterdakwa  berhak  untuk
mengajukan pembelasn.

Evidence .

Harus dipenuhinya bukti-bukti yang lengkap dalam hal menyatekan kesalahan
terhadap seseorang.

A fair and impartial court .

Tata cara peradilan tidak boleh memibak dan adanya dengar pendapat ulang
{rehearing) sebelum hakim memutuskan dalam persidangan vang terbuka
unfuk umum dan kemungkinan korcksinya.

Bila hukum tidak melindungi individu (beserta hak-haknys) dari
kekuasaan (pegara dan alat-alat perlengkapannya), maka akan timbul
kekuasaan yang sewenang-wenang. Hak-hak asasi yang melekat pada individu
menimbulkan kewajiban pada tnepata untuk melindungi individu-individu
tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelangparan dari
negara atau aparatnya. “Due process” menjadi bagian yang tidak terpisshkan
dari pengaruh dan konsep HAM sebagal salah satu pilar penyangga dari doktrin
dasar negara hukum. Pengarub ini telab dimulai dari wakiu yang cukup lama
sampai dengan saat ini. Pengarah ini juga berakibat antara lain pada batas-batas
yurisdiksi suatu negara bisa menjadi relatif, karena sifat HAM yang universal”.

€. Diakomodasinya Prinsip Proses Hukum Yang Adil (Due Process Of Law)
Dalam Kuhap
Diundangkannya hukum acara pidana nasional melalui Undang-undang No.
§ Tahun 1981, LN No. 76 Tghun 1881, TLN No. 3209 tentang Undang-undang
Hukum Acara Pidana atau Kiteb Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnys
dischut KUHAP) merupakan salah saiu bentuk perjuangan panjang masyaraka,
khususnya masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh bukum acara
pidana nasional yang lebih tnanusia dan lebih memperhatikan hak-hak
tersatigka dan terdakwa sebagai pengganti HIR atau ket Herziene Inlandsch

* Luhtt M.P. Pangatibuan, op off,, him.57.
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Replement (Stanisblad 1941 Nomor 44) yang dibetlakukan berdasarkan Pasal 6
ayat (1), Undang-Undang No.1 Dit. Tahun 1951 dan peraturan sebelumiiya
vaitu IR atau ket Infandsch Reglement (Staatshiad 1926 Nomor 559).7 IR yang
digantikan HIR pada pokokaya merupakan produk kolonial yang ditujukan
vntuk kepentingan melanpgengkan kekuasaan penjsjah di Hindia-Belanda
(Indonesia sagt ini) yang dilaksanakan dengan cara-cara vang menindas hak-
hak rakyat Indonesia.

Demikian pula dalam perjalanan sejarab kebangsaan setelah proklamast
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, HIR tetap menjadi pedoman beracara
(perkara pidana) dan dalam menjalackan prosesnya masib saja dipengarubi
oleh semangat penindasan terhadap warga negara senditi. Dengan mengawmbil
HIR sebagai ukum acara pidana maka telah mengambil alih pula semua
kekurangan dalam perlindungan terhadap hak-hak tereangka dan terdakwa pada
proses peradilan pidana, hal ini bertentangan dengan landasan idiil pegara

- Indonesia sebagai negara hukun

Beberapa hal pembeda antara KUHAP dan HIR antara lnin adanya
pengaturan dalam KUHAP mengenai bantuan hukum didalam pemeriksaan
oleh penyidik dan pesuntut umum, hal mana tidak diatur dalam HIR, demikian
pula mengenai hak pernberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya
dalam HIR, Dengan lahimys KUHAP tujuan unifikasi dan kedifikasi hukem
acara pidana telah tercapal. Sebagai pembeds lainnya antara KUHAP dengan
hukum acara pidana pendahulunya yaitu di dalame KUHAP diintrodulesi
permberian jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan
terhadap harkat dan muartsbat manusia sebagaimana wajarnys dimiliki oleh
suatu negara hokum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tabun
1945 menjelaskan dengan tegas, babwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechtsstaar), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaar). Hal itu
berarti bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum vang demokratis
berdasarkan Pancasilz scbagai falsafah bangsa dan Undang.Undang Dasar
Negara Republik indonesia tahun 1945 sebagai konstitus! negara, menjunjung

’® Mardjonc Reksodiputro, op. cit, hlm. 18 dan 19,
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tingpi hak asasi manusia dan menjamin segala warpa nepara bersamaan
kedudukannyz di dalam hukum dan pemerintzhan, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekepualian”

Dalam proses perkara pidana memberikan kedudukan hukum acara pidana
harus menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beds terhadap para pihak
dalam perkara, demikian pula cara mengendalikan kewenangan dalam petkara
harus disertal kewsjiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat
sekaligus terhadap individu tentang HAM, dan menjamin juga kelancaran tugas
bagi alat perlengkapan négara yang berwenang dalam peradilan pidana
(penegak hukum) sehingga hukum acara pidana mengandung sifat
ambivalensi’®.

Keberadaan KUHAP sebagai dasar beracara perkara pidana dalam
kehidupan hukum di Indonesia telah meniti sustu era bam, yailu era
kebangkitan hukum pasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi
seorang tersangka dan harapan agar penepakan hukum berlandaskan undang-
undang dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindengan atas hak asasi
tersangka tersebut (sebagatl bagian dari hak-hak asasi warganegara) dibarapkan
terlaksana sejak seorang ditangkap, ditzban, dituntut dan diadili di muka
pengadilan yang bebas (independent court) dengan hakim yang tidak memihak
(impartial judge) yang terwujud dalam putusan yang bertanggungjawab”.

KUHAP telah meletakkan tujuan dari hukum acara pidana sebagaimana
dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut

Tujuan dac hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan
setidak-tidaknya mendekati kebenaran muateriil, falah kebenaran vang
selengkap-lengkapnya dari suatuy perkara pidana dengac menetapkan
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk
mencari siapaksh pelaku yang dapat didskwakan melakukan suate

7 tndonesta, Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tshun 1981, TLN No. 3209, Penjelasan
Utom.

” Husabasg Poernomo, ep. off,, hhm 26,
® Romli Atmasasmits, op. ot him.39.
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pelanggaran hukum, dan selanjutnys meminta pemetiksasn dan putusan

dari pengadiian puna menentukan apakah orang vang didakwa itu dapat
dipersalabkan™,

Jelas bahwa Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatukan antara tujuan dan
tugas atau fungsi hukum acara pidana. Pada urnumnya pengertian antara tujuan
dan tugas atau fungsi hukum acara pidana dengan begitu saja dicampur-
adukan, katenia sulithya menempatkan posisi kedamaian, kebenmaran dan
keadilan dalam hukum. Hukom yasg mengatur tatanan beracara perkara pidana
tujnannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun
penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari
dan menemukan fakta menurut kebenatan dan selanjutnya mengajukan tunutan
hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan
pelaksanaannya berdasarkan keadilan. Dengan demikian fugss atau fungsi
hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu (1) untuk meacari dan
menemukan fakta menurut kebenaran, (2} mengadakan peountutan hukum
dengan tepat, (3} menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan,

" dan (4) melaksanakan keputusan secara adif®.

Seharusnya fujuan hulum acara pidana dari segi teoritis dipararelkan
dengan fujuan hukum pada umumnya yaitu uatuk mencapai “kedamaian”
dalarn masyarakat. Selanjumya dalam operasionalisasi tujuan hukum acara
pidana dari segi praktls yaitu untuk mendapatkan suaty kenyataan vang
“berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang
bersifat rasional dan konklusif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan
tuzkum”®,

Di dalam KUHAP terkandung asas-asas yang mencerminkan pengormatan
terhadap keluburan harkat dan martabat roanusia, yaitu ;

* Indonesia, Pedoman Pelaksanpan Kitab Undang-Usdang Hukum Acara Pidana, Keputosan
Menteri Kehaldman No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, Bidung Umum Bab 1 Pendatiuluan,

" Bambang Poemoitio, op. cit., him.29.
£ Pid., bilm 31.
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a. perlakuan yang satns atas diti setlap orang di muka hukum dengan
tidak mengadakan pembedaan perlakuan;

b. penangkapan, penshanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat vang diberi
wewsenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara
yang diatur dengan undang-undang,

¢, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib diangpap tidak bersalah
sampal adanya putussn pengadilan yang menyatakan kesalshannya dan
memperoleh kekuatan vang tetap;

d. kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut staupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undanp-undang dan atau karena kekeliruan
mengenai oranpnya atay hukum vang diterapkan walib diberi ganti
kerugian dan rehabilitasi sefak tingkat penyidikan dan para pejabat
penegak hukum yang dengan sengaja atau katena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan
atau dikenakan hukuman administeasi;

e. peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sedethana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak barus diterapkan secara
kousekuen dalam selurgh tingkat peradilan;

£ setiap orang yang tersapphut perkara wajib ‘diberi kesempatan
memperoleh bantusn hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;

g kepada seorang tersanpka, sejak dilakukan penangkapan den atau
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukuim apa yang
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitabu hanya itu termasuk hak
untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hulurn;

b pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadimya terdakowa;

sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk wmum kecuali

dalarn hal yang diatur dalam undang-undang;

} peogawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakukan oleh ketuz pengadilan negeri yang bersangkutan™.

o

Menurut Mardjono Reksodiputro, kesepuluh asas yang ditegaskan dalam
Penjelasan Umum KUHAP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat
dibedakan menjadi 7 (tujub) asas umm dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu :

® ndonesla, Undang-undang Hukwm deara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidang (RUHAPR), UL No. 8 Tatum 1981, LN No. 76 Tahen 1981, TLN No. 3209, Penjetasan
Uraum.
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Asas-asas urmnut :

perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskritninas! apapu;
praduga tidak bersalah;

tiak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
hak untuk mendapat bantuan hukum;

hak kehadiran terdakwa di nuka pengadilan;

peradilan yang bebas dan dilakukan denpan cepat dan sederhana;
peradilan yang terbuka untuk wmur serta

sas~asas khusus :

pelanggaran atas hak-hak  individu (penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan) hates didasarkan pada undang.-undang

dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis),

9, hsk seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan
pendakwaan terhadapnya; dan

16. kewajiban gpengadilan untuk mengendalikars pelaksanaan putusan-
putusannya 1

o e O B LB

Kesepuluh asas sebagaimana telah disebutkan tidak dapat dilepaskan dari

desain prosedur {procedural design) SPP yang dilata melalui KUHAP.
Mardjono Reksodiputro membagi sistemn ind dalam 3 (tiga) tahap, vaitu tabap
pra-ajudikasi (pre-adjudicarion) aten tahap sebelum sidang pengadilan, tahap
ajudikasi (adjudication} atan tahap sidang pengadilan, dan tahap purna-
ajudikasi (post-adjudication) atau tahap setelah pengadilan®™.

Menurut P.AF. Lamintang asas-asas yang dipunyai oleh hukum acara

pidana ito sendiri antara fain ©

a.

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (gelifkheid van
ieder voor de wef) yang berarli hukwm acara pidana tidak mengenal
perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari svatu
tindak pidana (forum privilegiantium).

Larangan untuk “main hakim sendiri” atau dikenal dengan asas verbon van
eigen ricting, tanpa mengindahkan proses peradilan.

Stkap hakim yang pasif dalam proses penuntutan atau dikenal dengan asas
fudex ne precedat ex officio, bahwa hakim barus betsifat menungpu sampal

* Mardiono Reksodiputto, ap. cit, i 32 dan 32,
* Mardjono Reksodiputro, op. oif., him.33,
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pejabat vang berwenang melakukan penuntutan yakni penuntut umum

- mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam bahasa Jerman, “wo keint Mager

ist, ist kein richter”, artinya dimana tidak ada penuntutan, disitu juga tidak
ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh hakim.

Keterbukaan dari suate proses peradilan {openbaarheid van het proces),
artinya dalam prosesnya persidangan dilakukan secara terbuka vntuk umum
dan dengan putusan yang divcapkan secara terbiuka untuk umum pula.
Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (onafhankelijtheid
der rechterlijke machr), dengan tanpa fekanan dari siapapun dan dalam
bentuk apapun, baik dari individu maupun penguasa,

Asas oportunitas {apportuniteitsbeginsel) yang memberikan kewenangan
kepada penutut urmum untuk mengesampiogkan peﬁcéra, dalam arti tidak
mengajukan suatu perkara ke pengadilan, apabila kepentingan umum atau
kepentingan hukum menghendakinya.

Asas legalitas (Jegaliteitsbeginsel) yang menghendaki kepada semua pelaku
tindak pidana, tanpa kecuali harus dituntut ke pengadilan egnurut peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang menghendaki
sescorang harus diangpap tidak bersalah sampai kesalahannya dinyatakan
telah terbukti dan diputes oleh pengadilan berdasarksn putusan vang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrachs van gewijsde).”

Selain asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP, M.

Yahya Harahap mengemukakan pula asas-asas hukum acara pidana sebaga
berikut :

a.

Prinsip legalitas, bahwa vegara Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung
tingei hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

% p AR, Lamintang, op.ct, blm 30 dan 31,
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b. Prinsip keseimbangan, bahwa dalam setiap penegakan bukum harus
berlandaskan  prinsip keseimbangan- yang serasi antara - perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap
kepentingan dan ketertiban masyarakat.

¢. Asas penggabungan pidana dengan ganti rugi. Berdasarkan XUHAP bal ini
merupakan hal baru dalam peradilan pidana di Indonesia, dimana korban
tindak pidana dapat menggugat ganti rugi yang bercorak perdatz terhadap
terdakwa bersamaasn dengan pemeriksaan perkara pidara yang sedang
berlangsung.

d. Asas unifikasi, diperlukan dalam usabz peningkatan dan penyempurnaan
hukum nasionsl dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum acara
pidana.

e. Prinsip diferensiasi fungsional, dengan penjelasan (clearingfication} dan
penegasan pembagian/pengelompokkan melalui modifikasi (modification)
tugas dan wewenang antara komponen-komponen dalamn peradilan pidana
secara instansional. Penjernthan dan pengelompokkan terscbut diatur
sedemikian rupa sehingga tetap terjalin saling korelasi dan koordinasi serta
terpadu antara komponen satu dengan lainnya dalam peradilan pidana.

f Priosip koordinasi, pembagian tugas das wewenang tidak menghalangi
masing-masing komponen {polisi scbagai instansi penyidik, kejaksaan
sebagai instangt penuntut umum, hakim sebagai pemutus perkara pidana
dipersidangan dan lembapa pemasyarakatan sebagai pembina terhadap
warga lembaga pemasyarakatan yang bertujuan resosialisasi) untuk
menjalin kerjasama sekalizus tercipta sistem koreksi diantara masing-
masing komponen peradilan pidana.”

Asag-asas yang dicantumkan dalam Penjelasan Unum KUHAP den
beberapas  sarjana  secbagabmana  difelaskan  sebelumnya  merupakan
pengakomodasian prinsip “due process of law” (proses hukum yang adil)
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditaati dan dilaksanakan
dengan pemahaman yang benar dan jujur yang terwujud sebagai sikap-batin

¥ M, Yahya Harahap, op.cit, him, 33-49.
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melalui  penerapan  hukum  dcars pidapa oleh penegak hukum yang
menghottnati hak {setta kewajibat) warga masyarakat™.

1. Sistem Peradilan Pidana

Untuk pertama kalinya istilah “sistem peradilan pidana” {selanjutnva
disingkat SPP) diperkenalkan dalam “criminal justice science” oleh para ahli
hukum pidana df Amerika Serilat pada tshun 1960-an. Kemunculan SPP
sehagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja institusi dan
aparatur penepak hukum Pada masa iu pendekatan yang dipergunakan dalam
penegakkan hukum yaitu “bulum dan ketertiban” (faw and order)”. Romli
Atmasasmita berpendapat bahwea ciri-cid pendekatan “hukum dan ketertiban™
{faw and order approack) dalam peradilan pidana vaitu

a.  Kepribadian ganda
1. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat;
dan

2. Penppunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum

b, Titik berat pada “law enforcement” dimana hukum dintamakan dengan
dukungan instansi kepolisian.

¢. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektifitas
tugas kepolisian.

d  Menimbulkan ekses diskresi dalams"gclaksanaan tugas kepolisian ; “police
bratality”; kolusi; police corruption™ .

1. Pendekatan sistem

Pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam prakiik di Amerika Serikat
telah mengalami kegagalan diakibatkan meningkatnya angka kriminalitas
sehingga muncul gagasan “pendekatan sistem” atau “system approack” di
dalatn mekanistne administrasi peradilan pidana yang kemudian dikenal
sebagal “criminal  jusctice system model”™. Romli  Atmasasmita

¥ Mardiono Reksodiputro, op, ¢it, bim 18,
¥ Romfi Atmissaseiita, op. oft., him. 7.

* thid.

* .
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mengetukakan, ciri-cirl petidekatan “sisterr?” dalam peradilan pldana sebagal
berikut :

a. Titik berst pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyatakatan).

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen
peradilan pidana.

c. Efektifiktas sistem penaggulangan kejahatan lebih utama daripada efisiensi
penyelesaian perkara,

d Penggunaan hukum schagai instrumen untuk remantapkan “the
administration of justice™.

Istilah “criminal juctice system” mengandung pengertian “the collective
institution through which an accused offender passes until the accusations
have been disposed of or the gssessed punishement concluded”™. Astinya,
kumpulan  institusiflembaga  yang menentukan suatu  tuduban/sangkaan
terhadap pelanggarnya sampai dengan tuduhan/sangkaan tersebut diselesaikan
atau ditetapkan putusannya.

Menarut Mardjeno Reksodiputro bahwa SPP {criminal justice system)
merupakan sistern dalam suatu masyarskat untuk menangpulangi masalah

kejahatan’. Menanggulangi diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan dari SPP

dapat dirumuskan sebagat berikut -

a.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;,

b.  Menyelesaikan kasus kejabatan (dengan diajukannya pelaku kejahatan ke
sidang pengadilan dan dipufus bersalah kemudian menjalankan pidana)
yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telab ditegakkan
dan yang bersalah dipidana; dan

2 Ibid., bim. 7.
%> Heury Camphell Black, op cif., hlm. 381,
# Mardjono Reksodiputro, op. eit,, him 84,
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c. Mengusabakan agar mereka yang pernah melakukan kejabatan tidak
mengulangi lagi kejahatanoya™.

Berdasarkan batasan tentang SPP sebagaimana vang telah dijelaskan oleh
Mardjono Reksodiputro, menurst Romli Atmasasmita perlu dibedakan antara
istilah “pengendalian” dan “penegakkan hukum” karena memiliki makna yang
berbeda. Pengertian “sistern pengendalian™ dalam batasan mengenai SPP
sebagaimana dijelaskan sebelumya merupakan bahasa manajemen yang berarti
mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan, dalam hal ini
“aspek manajemen” upaya menanggulangi kejahatan, Sedangkan SPP diartikan
sebagai svatu penegakkan hukum (Jaw enforcement) didalamnya terkandung
“aspek hukum” yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan
perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejabatan dengan tujuan
mencapai kepastian hubum (certaingy). Di sisi lain pengertian SPP bila
dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkalt pada
tujuan mewujudkan kescjabteraan masyarakat, maka dalam SPP terkandung
aspek sosial vang menitikberatkan kegunaan (expediency)’™.,

2. Sistem dan integrasi dalam proses peradilan pidana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelummnya, setidaknya ada 4 (empat)
komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan} vaog berdasarkan tujuan dari SPP
sebagaimana dijelaskan sebelummya diharapkan bekerjasama dan membentuk
suatu “infegrated criminal justice administration” atau “administrasi peradilan
pidana terpadu™’. Kata infegrated ateu terpadu menurut Muladi, sangat
menarik bila dikaitkan dengan istilah systern dalam the criminal justice systent.
Didalam istilah system seharusnya sudah terkandung keterpaduan {(iegration
and coordination)”, Selanjuinya Muladi menyetujui bila penyebutan istilah

* ibid,, blm.B5.

% Romli Atruasasmits, op, cif,, him. 15.
? Ihid.

* Muladi, op.cit., lm. 1.
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tersebut diatabkan untuk lebih memberikan tckanan agar integrasi dan

koordinasi lebik diperhatikan, sebab Fagmentasi dalam sistetn peradilan pidana

nampaknya merupakan disturbing issue di berbagai nepara™. Lebih lanjut

Muladi menegaskan bahwa integrated dalam SPP merupakan singkronisasi

yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan vang terdiri dari

1. Singkronisasi stroktural (structural synchronization), keserernpakan dan
keselarasan dalam rangka mekanisme hubungan antar-lembaga penepak
hukum.

2. Singkronisasi substansial (substantial synchronization), keseretnpakan dan
keselarasan yang horizontal dan veriikal dalam kaitannya dengan hukum
positif

3. Singkronisasi struktural (shructural synchronization), keserempakan dag
kesclarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap.sikap dan
falsafah yang secara menyeluruh dan mendasari jalannya SPp.*®
Selanjutnya terkait dengan kata “terpadu”, Muladi mengemukakan,

petiyebutan sistern peradilan pidana {crfmingl justice system) dengan predikat

terpadu kiranya sangat berlebiban (overboding), sebab tidak ada sistem yang
tidak terintegrasi atau terpadu, dengan indikator-indikator yaitu . berorientasi
pada tujuan (pwpos{?e behavior), menyeluruh daripada sekedar penjumlahan
bagian-bagiannya (wholism), sistem selatu berinteraksi dengan sistem vang
lebih besar {openness), operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem
nilai tertentu {iransformation), antar bagian sistem harus cocok satu sama lain

{(interrelatedness), dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian

secara terpadu (control mechanism).®
Ke-empat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut masing-

masing secara administratif dan instansional berditi sendiri vang dalam kontcks

Indonesia yaitu : Kepolisian berada pada instansi Kepolisian Negara RI (Polri),

Kejaksaan berada pada instansi Kejaksaan Agung R1, pengadilan berada pada

% Ibid.
100 td
R pd bl 119,
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instatis] Mahkamah Apung RI dan Lembaga Pemasyarakatan berada pada
ipstansi Depattetnen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Melalui
mekanisme administrasi peradilan pidana yang didasarkan pada pendekatan
sistem (system approach) seharusnya bagian/sub/komponen peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) tidak lagi
menjadi instansi/lembaga yang berdiri sendiri dan terfragmentasi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya (kekuasaan), melainkan masing-masing
merupakan unsur penting dan saling berkait erat antara satu dengan lainnya
serta terpadu ataw integral (infegrated) untuk membentuk sistem peradilan
pidana yang efektif dan efisien sebagai upaya rasional dalam menanggulangi
kejahatan melalui sarana penal.

Apabila ketetpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka
diperkirakan terjadi 3 (tiga) kerugian sebagai berikut :

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-
magsing instansi, sshubungan dengan tugas mereka bersama;

2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-
masing instansi (sebagai sub-sistem dari peradilan pidana}; dan

3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi,
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh
dari sistem peradilan pidana'®. -

Dalam SPP dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan yaitu :

1. Pendekatan normatif
Pendekatan ini memandang ke-empat aparat penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembapa pemasyarakatan) sebagai institusi
pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ke-
etnpatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
penegakkan hukum semata-mata.

2. Pendekatan admnistratif
Pendekatan ini memandang ke-empat aparat penegak hukum sebagai suatu

organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan

1°2 Mardjono Reksodiputro, op. cit., him.85.
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yang bersifat horizontal maupun yang betsifat vertikal (intetaksi antar
berbagai komponen atan sub-sub sistem dalam SPP) sesual dengan
struktur organisasi yang berlaku dalam ofpanisasi tetsebut dengan
mernpergunakan sistern administrasi.
3. Pendekatan sosial

Pendekaten ini memandang keempat aparat penegak hukum sebagai
bagian yang tidak terpicahlan dari suatu sistem sosial sehingga
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan
atau kegagalan dari ke-empat aparat penegak hukum dalam melaksanakan
tugasnya, Hasil penerapan hukum pidana haris  menggambarkan
keseluruhan basil interaksi antara aturan hokum, praktek administratif dan
perilaku sosial. Dengan demikian sistem yang dipergunakan yaitu sistern
sosial!”

3. Model proses pldana {crimisal process model)

Mengenai pendekatan normatif, Packer mengemukakan bahwa suate
pendekatan pragmatis terhadap pertanyaan mendssar mengenai tujuan dari
hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum apakah suatu
proses pidana merupakan suatu kendali sosial yanp memiliki kecepatan tinggi
atau rendah dan penyelidikan lanfutan vang bersifat khusus roengenai
kemaropuannya untuk mengatasi perflaku anti-sostal, bertitilc tolak dari kedua
prasyarat tersebut memerlukan suatu pernahaman mengenal “eriminal process”
atau proses pidana. Caranya dengan menpabstraksikan kenyataan dan
membangusn sebuah model. Mode! yang hendsk dibangun vaitu
1. Yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kind

tentang bagaimana suatu sistem diimplementasikan,

! Geoffrey Hazard Jr., dalam Sanford Kadish, Encyelopedia of Crime and justice, Vol.2, (The
Free Press-Me Millian Cotupany, 1983) bl 450, seperti dikuil oleht Romli Atmgsasnits, Sistem

Peradifan Pidana Perspekiif Bksistensialisme dan Absolutisme, Cel Xedua, (Bandung « Bingclpta,
1996) him. 17.
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2. Sebuah model yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam

 hukum dalem bukuteks dan menguagkapkan seakurat mungkin apa yang
sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari;

3. Sebush model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara ekaplisit
pilihan nilai yang melandasi rincian suatu “criminal process™ atau proses
pidana, 1%

Bentuk model yang cocok untuk mencapai ketiga hal tersebut yaitu model
atau model-model normatif, yang dibedakannya menjadi 2 (dua) model, yaitu
crime control model dan due process model. Pembedaan tethadap pendekatan
normatf ke dalam SPP gaya Packer tersebut tidak mutlak, schingga
operasionalisasi kedua model tersebut dilandasi pada asumsi yang sama, yaitu -
1. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus lebih

dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontsk demgan

georang tersangka (pelaku tindak pidana) atzu asas “ex post facto law” atau
asas undang-undang tidak berlaku surnt. Aparat penegak hukum tiak boleh
menyimpangi asas tersebut;

2. Digkui kewenangan yang terbatas pada aparat penegak hulaam untuk
melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang
tersangla;

3. Seorang tersangka merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dan
berhak atas peradilan yang jujur dan fidak memihak.™
Selain itu terdapat juga perbedaan yang tampak dari kedua model tersebut

vaitn nilai-nilai vaog dijadiken landasan kerja kedua model terscbut,

mekanisme dan tipologinya.

Nilai-nilai yang melandsasi crime control model sebagai berflout

1. Tindakan represif terhadapa suatu tindekan kriminal menjadi fungsi
terpenting dari suatu proses peradilan;

' Herbert L. Packer, The Limils of The Criminal Sanction (Californls @ Stanford Unlversity
Press, 1586), seperti dikutip ole¢h Romli Atmasasmita, Sistern Peradilan Pidana Perspeldif
Elsistensialisme dan Absolutisme, Cet. Kedaa, (Randung : Binacipda, 1996) hilm. 18,

3 Romli Atraasasmila, ap. oif., hlm. 19,
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Bfistensi menjadi perhatian utama yang harus ditunjukan dari suate
penegakkan  hukum.. untuk . menyeleksi - tersanpka, . menetapkan
kesalshannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses
peradilannya;

Proses keiminal penegakkan hukum harus dilaksanakan berlandaskan
prinsip cepat (speedy) dan tuntas {fnalin) dan model yang dapat
mendukung proses penegakkan hukum tersebut harus model administratif
dan menyerupai mode! manajerial;

Asas “praduga bersalah” atau “presumption of guilf® akan menyebabkan
sistemn ind dilaksanakan secara sfisien;

Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-
temmazn fakia administratif, dimana femuan tersebut akan membawa kearah
pembebasan seorang tersangka darl penuntutan atau kesedisan dari
seorang tersangka tenyatakan dirinya bersalah (plead of guilty).'™

Sedangkan nilai-nitai yang melandasi die process model sebagal berikut :

1.

Model ini hanya mengutamakan “formal-adiudicative dan adversary fact
findings”, yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke
persidangan yang tidak memihak dan diperiksa sesudab tersangka

- memperoleh hak vang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Dengan

demikian, kemungkinan adanys fektor “kelalaian vyang sifatnya
manusiawi” atau “human error® menyebabkan model ini menolak
“informal fact finding process” sebagai cara untuk menetapkan secara
definitif “factual guilt” seseorang:

Menekankan pada pencegahan (preventive measures) dan menghapuskan
sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;

Model ini beranggapan bahwa menempatkan individe secara otuh dan
utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang
formal sangat memperhatikan kombinasi stipma dan  kehilangan
kemerdekaan yang dianggap meropakan pencabutan hak asasi seseorang
yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggsp

o5 Did
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sebapal metiekan (coercive), membatasi (restricting), dan merendahkan
martabat (demeaning). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat
dicepah pengpgunaahnya sampai pada titik optimum karena kekuasaan
cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan
individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;,

4. Bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga
model ini memepang teguh doktrin legal-guilt yang memiliki konsep
pemikiran yaitu seorang diangpap bersalah bila penetapan kesalahannya
dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki
kewenangan untuk tupas tersebut dan seseorang diampgap tidak dapat

- dianpgap bersalah teskipun kenyataannya akan memberatkan jika
perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang
bersangkutan tidak efektif Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat
dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “legal-
guilt” terkandung asas praduga tidak bersalah atau presumption of
innocence. Factual guilty tidak sama dengan legally guilty, factually guilty
mungkin saja legally innocent,

5. Gagasan persamaan di muka hukum atau “eguality before the law” lebih
diutamakan, sehingga pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama
untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah
menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seorang tersangka
tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka
pengadilan. Tujuan khusus due process model yaitu sekurang-kurangnya
melindungi mereka yang secara faktual tidak bersatah (factually innocent)
sama halnya dengan menuntut mereka yang factual bersalah (factually
guilty),

6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana
(criminal sanction).\”?

Perbedaan lainhya antara crime control model dan due process model
tetletak pada mekanistne. Crime control model terdiri dari : represif, praduga

197 1pid., him 20.
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betsalah (presumption of gulif), penemuan fakia secara informal (informal fact-
finding), kesalahan faktval (factual gulif) dan efisiensi. Sedangkan mekanisme
due process model terdiri dari . pencegahan (preventive), praduga tidak
bersalah (presumption of innocence), ajudikasi formal (formal adjudicative),
salah secara hukum (fegal guilt) dan efektifitas.'*

Perbedaan secara tipologi yang dianut yaitu crime control model menganut
tipe “affirmative model”. Pengertian “affirmative model” selalu menckankan
pada cksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses
peradilan pidana, dan dalam miodel ini kekuasaan lepislatif sangat dominan.
Sedangkan due process model menganut tipe “negative model”. Pengertian
“negative model” selals menckankan penbatasan pada kekuasaan formal dan
modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Dalam model ini kekuasaan
yudikatif yang dominan dan selali mengacn kepada konstitusi, "

Muladi berpendapst bahwa terdapat kelemzhan dari model-model {(crime
control model dan due process model) pada SPP tersebut yaitu crime control
model berpandangan babwa tindakan represif sebagai terpenting dalam
pelaksanaan proses peradilan pidana, model ini merupakan bentuk ash dari
adversary model yang bercirikan yaitu penjahat dilthat sebagai museh
masyarakat yang harus dibasni ateu diasingkan dan berpandangan efisiensi
serta ketertiban urnun berada diatss segalanys. Model ini terlalu menjunjung
tinggl kepentingan nepara dan mengorbankan hak-hak individu. Tujuan
pemidanaan  yakai penpasingan. Scdangkan due process model tidak
sepenuhnya menguntungkan karena mendasatkan pada konsep vang
mengutamakan individu dan pembatasan terhadap kekuasaan aparat sebagal
pelengkapnya dan bersifat anti-outhoritarian values, '*°

Pada dasarnya model pengendalian kejahatan (crime confrol model} dan
mode! perlindungan hak (due process modely merupakan bagian dari model
perlawanan (adversary model) yang menganggap bahwa sistem peradilan

1 g
% mid, himJt
180 Mutadl, opcir, b 5.
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pidana (SPP} merupakan model peperangan (battle meodel). Demikian juga
model kekeluargasn {family modef) vang berorienfasi pada pelaku tindak
pidana, padahal disisi lain terdapat korban yang harus mendapatkan perhatian

serius dan akses perfindungan.''!

Sebagai suatu sistem, dalam prosesnya peradilan pidana merupakan sistem
yang terukur dengan indikator-indikator sebagai berikut tingkat pengungkapan
perkara yang telah dilakukan oleh kepolisian (clearance rate), tingkat
keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwasnnya di sidang pengadilan
(conviction rate), tingkat kecepatan penanganan di dalam SPP (&peedy trial),
tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (rate of alternotive
sanction), menonjol aiau tidaknys disparifas (dispaz;i{y of sentencing
performance) dan tingkat pengulangan tindak pidana dari pelaku (rate of recall
to prison). Lebib lanjut Muladi mengemukakan bahwa perlu dikembangkan
sistern peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system)
sebagai model idiil SFP di Indonesia melaiui model vang realistis denpan
memperhatikan berbapai kepentingan vang harus dilindungi oleh hukum pidana
yaitu kepentingan nepgara, Kkepentingan umum, kepentingan individy,
kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban yang disebut dengan
mode} keseimbangan kepentingan (daad»daaderstraﬁ'echi].l t

4. Bentuk proses pemeriksaan perkara dalam SPP
Untuk menslusuri dan menentukan suatu peristiwa sebagal tindak pidana
serta menentukan pelekunya dan menemukan kebenaran yang menghasitkan
keadilan ditentukan melalui bentuk proses pemeriksaan perkaras yang dalam
SPP dilihat dari penggunaan kekuasaan terdiri dari konsep-konsep sebagai
berikut
a. Konsep inguisitorial-non adversarial
Konsep ini berpandangan bahwa kebenaran akan muncul secara langsung
dengan memeriksa setiap orang yang mengetahuinya dan tidak menskankan

" Muladi, op.cif., him.47.
i1z Ii}?d,
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perlunya formalitas dan rules of evidence ™. Suatu prosedur diarahkan pada
pemberian keterangan yang kurang bebas dan keterangan yang didapatkan
dalam pemeriksaan itw digunakan dalam menentukan “probable cause and
reasonable suspicion”, satu klausula yang secara hukum digunakan dalam
memenuhi persyaratan untuk penyidikan dan menerapkan upaya paksa, dalam
{ahap pra-ajudikest yaitu penangkapan dan penghanan, penggeledahan dan
penyitaan alat bukti??,
Dalam fnguisitorial-non adversary, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) vang
dibuat tahap penyidikan sebagai bagian sentral dan dipersiapkan pads (pra-
persidangan). BAP bahkan berfungsi dalamr membukitkan perkara di
persidangan, dimana hakim menjalagkan peran ak$if dan penting dalam dalam
pembuictian.'® Dj Indonesia dalam sistem KUHAP, BAP memegang bagian
penting dalam perzicn’ksaan suatu perkara pidana, meskipun surat dakwaan
telab dibuat sebagai formulast dari BAP oleh penuntut umum dan dijadikan
. dasar pemeriksaan perkara oleh hakim, namun tetap saja BAP beserta surat

dakwaan dikirim ke pengadilan. Konsep ini dipraktekkan secara umum pada
- negara-nepara yang mewarisi tradisi hukum dari Bropa Kontinental, demikian
.pula Indonesia.

b. Konsep accusatorinl-adversary

Konsep ini berpandangan babwa kebenaran gkan muncul secara tidak
langsung melalui kontes (mengadu) pihak-pihak yang terlibat dalam svaty

3 Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice System, A Topicah Approuch, $econd
Edition (University of Northam Colorsdo, 1998) him 233 seperdd dikutip oleh Lubut MP.
Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim 4d Hoe © Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan
Pidmna Indonesia, Cel. Partama (Jakarta @ Program Pascasarjana Fakullas Hulaun Universitas
Indonesia, 2009) hlm 82,

'Y Stephen €. Thaman, Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach, Comparative
Law Series {Carolina Acadentic Press, 2002) hlm. 10 seperti dikutip oleh Lubut MP. Pangaribuan,
Lay Judges dun Hokim Ad Hoc : Sunty Studi Teoritis Mengenai Sistems Peradiion Pidana
Iﬂdmsgg, Cel, Pextama (Jakarta : Program Pascasarjens Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2009) hitn 43,

H# Chatesine Bilot atid Chaterine Vernon, France Legal Systers (London : Longman, Pearson
Educztion, 2000) hlm. 141 seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim
Ad Hoc : Suaty Studi Teoriiis Mengenal Sistem Peradifan Pidane donesia, Cel. Portams (Jakarla
: Program Pascasarfina Paknltas Hakwa Universites indonesia, 2009) bim 84,
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perkara, katena itu layaknya dalam suatu pertandingan procedural rules untuk
mengarahkan pertahdingan sangat penting. Sistem yang hanya memungkinkan
polisi (penyidik) dan penuntut umum untuk mengidentifikasi pelaku tindak
pidana yang. discbut tersangka, nanmn penyidik tidak aken pemnah
tneneruskannya ke pengadilan sampai dengan memiliki suatu bukti mendasar
yang menunjukkan tidak ada keraguan bahwa tersangkalab sebagai pelaku
tindak pidana atau “show bevond reasonable doubt that the person they
‘aceused of the crime did it”. "

Di Ingeris pengadilan menjadi lembaga yang vital dalam gistern
adversarial. Dalam sistem ini ferdakwa merupakan subyek yang berhadapan
dengan yang mendskwa {penuntut ummm) dan keduanya mempunyal
kedudukan yang sama didalamnya. Keduanya menyampaikan argumentasi dan
alasan terbatknya Kebenaran akan muncul melalui proses bukan melalui
pemeriksaan secata langsung, Tujuannya yaitu perlindungan terhadap individu
(tersangka) atau due process melalui ketentuan rufes of evidence dan jury
systemr dari kekuasaan yang sewenapg-wenang negara. Hakim berperan
menjadi wasit untuk memastikan ketidakberpihakan dan kesederajatan antara
terdakwa dan penuntut umum, Ada persepsi bahwa konsep SPP dalam bentuk
adversary merujuk pada model Apglo-Amerika dan bentuk ron-adversary
merujuk pada model Eropa-Kontinental. Persepsi tersebut tidak tepat karens
kedua model dapat menganut kedua konsep SPP (adversary dan non-
adversary) pads saat sama. Perbedasn hanya mungkin pada yang satu lebih
banyak atau lebih sedikit dari yang lain.""”

U8 Shilip L. Relchel, op.cit, seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan
Hakim Ad Hoc : Suars Studi Teoritis Mengenai Sisient Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Partama
{Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) him, 82,

"7 Malcolm Davies; Hazel Croall; and Jene Tyrer, Criminal Justice < An Introduction to The
Criminal Justice System in Englond and Wales, Second Bdition (London and New York -
Longman, 1995} bl 12 sepert] dikutlp oleh Lubut M.P. Pangaritman, Lay Judges dan Hakim Ad
Fioc : Suatu Studi Teoritls Mengenal Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Pertams (Jakarta
Program Pascasarjana Pakultas Hukum Unlversitas Indonesia, 2009) him 86,
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E. Tshap Pra-Ajudikasi Dalam Proses Peraditan Pidana Di Indonesta

Konsep dasar dan rancangan prosedur dalam SPP di Indoniesia telah diatur
dalam KUHAP dan diluar KUHAP yang diatur thelalui Undang-Undang yang
bersifat sektoral seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Ri, Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang
No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang No. 8 tahun 2004
tentang Peradilan Umoum dan lain-lain. Dapat dikatakan, SPP meliputi kaidah-
kaidah yang terkandung dan distur dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan
lain diluar KUHAP. Sebagai suatu sistem {(SPP), pengaturan fungsi-fungsi
aparat dalam penegakkan buksm dalam KUHAP mengacu pada konsep SPP
secara diferensi fungsional sekaligus térpadu (infegrated).

Sebagai salah satu tabapan dari SPP, pra-ajudiaksi menjadi tahapan
terdepan untuk mengawali proses pemeriksaan perkara dengan berjalannya
fungsi-fungsi dari komponen aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut
uvmum dan advokat. Pra-ajudikasi sebagai suatu tzhapan yang mengawali dan
memasuki sistem peradilan pidana (SPP) vang terdiri dari 3 (tiga) kategori
yaitu pra-gfudikasi, ajudikasi  dan  purna-ajudiaksi  Adapula  yang
mengpolongkannya kedalam 2 {dua) tahap yzitu pemeriksaan pendahuivan dan
pemeriksaan pada sidang pengadilan.**® _

Pra~-ajudikasi merupakan tshap yang mendahului pemeriksaan hakim di
pengadilan. Schingga pra-ajudikasi dikatakan sebagai tahapan pemeriksaan
pendahuluan. Tahap pra-ajudiaksi dabuly dalam HIR disebut dengan
pemeriksaan permulaan/pendahuluan atay vooronderzoek {dalam KUHAP
tabap penyelidikan dan penyidikas). Pemeriksaan pendahuluan merupakan
perneriksaan perkara pidana setelah terjadinya suatu dugaan tindak pidana.
Pada tahap ini organ/aparat penegak hukum vang berwenang vaitu penyidik,
yang terdiri dari Pold (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Pejabat
Pepawai Negeri Sipil disingkat PPNS {dengan koordinasi Polti) dan Jaksa

® Soepomo, Sistem Hubum Di Indomesla, Sebelurt Perang Dunia Ke i, Cet. Keonantbelas
(Jakaria : Pradnys paratmita, 2002) him 137,
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(peneliti betkas perkara pidana). Khusus dalam titndak pidana korupst jaksa
dapat berperan sebagai penyidik.'*®

Dalam tahap pra-ajudikasi dilakukan tindakan/upaya dari penyidik dengan
cara pengumpulan fakta dan bukti diantaranya yaitu dengan melakukan
pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan tersangka sebagai masukan (input), hasil
dari pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan tersangka dimuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang kemudian disatukan dengan hasil tindakan/upaya lain
seperti pengpeledahaan dan penyitaan dalam berkas perkara sehingga menjadi
produk (hasil) penyidikan sebagai keluaran (oufpus). BAP dahulu disebut
dengan process verbal yang pada dasarnya merupakan bukti dan keyakinan
penyidik atas suatu perkara pidana bahwa telah ditemukannya fakta dan adanya
kesalahan tersangka. Meskipun, berdasarkan asas praduga tidak bersalah
(presumption of innocence) secara formil penentuan kesalahan
tersangka/terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan alat-alat bukti merupakan
otoritas dari hakim di persidangan yang dalam prosesnya lebih pada
memverifikasi apakah keterangan yang sudah ada dalam BAP benar adatiya,
meskipun BAP tidak mengikat persidangan pengadilan.'?’

Selanjutnya BAP (yang dimuat dalam berkas perkara) yang telah dibuat
oleh penyidik disampaikan kepada jaksa (peneliti berkas perkara). Jaksa
peneliti akan mendalami BAP apakah telah memadai dan layak, sehingga
dalam prosesnya bias terjadi BAP dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada
penyidik agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk jaksa peneliti.
Proses pemberian petunjuk-petunjuk oleh jaksa - peneliti dalam rangka
melengkapi BAP disebut prapenuntutan.

Bila BAP dinyatakan telah memadai (memenuhi syarat formil dan materiil
atas tindak pidana) kemudian diikuti dengan penyerahan secara fisik tersangka
dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (kejaksaan), sehinppa tanggung
jawab terhadap tersangka dan barang bukti (bila ada) beralih dari penyidik
kepada jaksa penuntut umum. Jadi fungsi BAP yang dibuat oleh penyldik yaitu

119 | what M.P. Pangaribuan, op.cit., him.130.
120 rpid., him. 131.
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sebagai  dasar  dari  penunstut  umum  dalam  menyusun
sangkaat/tuduban/dakwaan tethadap tersangka/terdakwa yang diformulasikan
dalam bentuk surat dakwaan. Untuk selanjutnya surat dakwaan beserta berkas
perkara (BAP) dilimpahkan ke pengadilan untuk disidanpkan (tahap ajudikasi)
dengan tetap berpedoman pada asas legalitas (jika sudah terdapat cukup bukti
penuntut unum wajib melakukan tuntutan) dan asas oporfusitas (peountut
unmim berwenang tidak melakukan suatu tuntutao, jika adanya tuntutan itu
dinopgap tidak “opportuun” tidak berguna bagi kepentingan masyarakat) yang
masth dianut dalam SPP di Indonesia**",

Secara formal pra-ajudiaksi (BAP sebagai hasil atau produk dari penyidik
dan surat dakwaan sebagai hasil asiau produk dari jaksa penuntut unmm)
dijadikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan oleh hakim
{tahap ajudikasi). Karema itu, pra-sjudiksi menjadi tahapan penting, selain
tahap ajudikasi dan tahap puma-gjudiaksi, meskipun sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya dalam Bab Pendahuluan, tahap ajudikasi merupakan
tahap yang “dominan” dalam seleruh proges, dengan argumentasi bahwa
KUHAP menyatakan, baik dalam hal putusan bebas, maupun putusan bergalah,
- didasarkan pads “fakta dan keadaan serta alat pembuktian vang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang”. Secbagai {lustrasi tahep pra-ajudikasi menjadi tahap
penting, seseorang akan beralih status {sebelumnya saksi) menjadi tersangka
atau sesecrang tersangka zkan menjadi terdakwa ditentukan oleh kebijakan
penyidikan dan pesuntutan (opsporing en vervolgings beleid)'™.

KUHAP mengatur pemeriksaan pendahuluan  (pra-gjudikasi) dengan
membagi fungsl masing-masing aparat penegak hukum secara independen
antara satu dan lainnya (instassional), yakni dalam proses penyidikan dan
penuntutan yang keduanya terpisah dan dijalankan oleh instansi yang berbeda
{kepolisian dan kejaksaan). Konsekuensi dari pengaturan fungsi masing-masing
penegak hukum, diberikannya tugas dan wewenang kepada masing-masing
dalam menjalankan perannya sebagai sub-sub dalam SPP (penyidikan oleh

1 Soeporno, foc oif.
122 Mardjono Reksodiputro, op.cit, bln 34,
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penyidik, penuntutan oleh peruntut umum dan bantuan hukum oleh advokat
sebagal komponen kelima dari SPP), melalui KUHAP dan Undang-Undang
lain yang bersifat seldorsl Berikut dijelaskan fungsi dari masing-mascing
kotmponen (sub) yang berperan datam proses peradilan pidana, khususnya pada
tahap pra-ajudiaksi (penyidik, penuntut umum dan advokat).

1. Penyelidikan dan penyidikan dua tahapsn yang berwujud satu

KUHAP tidak tuemberikan definisi atau penafsiran ofentik tentang hukum
acara pidana, namun bsgian/tabapan hukum acara pidana diberikan definisi
seperti penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan, pesangkapan dan
lain-Jain,. KUHAP membedakan antara istilah “penyelidikan” denpan
“penyidikan”. Rangkaian dalam proses mencari kebenaran terhadap suatu
peristiwa serta tnengumpulkzn bukti vang dengan bukti itu membuat {erang
tentang tindak pidana yang terjadl dan guna menemokan tersangkanya
termasuk dalam lingkup wewenang penyelidikan dan penyidikan. Pihak yang
menjalankan fungsi penyelidikan disebut penvelidik. Dalam KUHAP
dijelaskan, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indoensia yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. '?*

Penyelidik menjalankan tupasnya melakukan penyelidikan, sebagaimana
penafsiran otentik dalam KUHAP sebagai berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa vang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atay tidaknga dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang'®.

% ndonesls, Undang-undang Hudum Acera Pidona atau Kitah Undang-undang Hidam
m Pidana (RUHAP), W0 No. 8 Tahun 1984, LN Ro. 76 Tahun 1981, TIN Ne. 3209, Pasat §
rd.

# Indonests, Undang-undang Hukum Acars Pidana atay Kitab Undang-undang Hukum

ﬁ:ﬁ Pidana (KUHAF), UU No. 8 Tabuy 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No, 3209, Pasal |
utir 5.
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Untuk dapat melaksanakat tugas penyelidikan, penyelidik diberi
wewepang untuk meterima laporan atay penpaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana, mencari ketetangan dan dan barang bukti, menyuruh
berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serfa memeriksa tanda
pengenal diri dan mengadakan tindakan lain  menurut hukum yang
bertanggungiawab, Yang dimaksud denpan “tindakan lain” merupakan
tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

Seiaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya

tindakan jabatan;

c. Tindakan jtu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya;

d. Atas pertimbangan yang layak bcrdasarkazx keadaan memaksa;

¢. Menghormati hak asasi manusia'*

oW

Penyelidik atag perintah penyidik dapat melakukan berupa : penangkapan,
larangan meningeatkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan
penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan
menghadapkan seorang kepada penyidik.

Penvelidikan merupakan tindakan takap awal/permulaan dari penyidikan,
Penyelidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan’®
Penyvelidikan bukanlah fungsi vang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi
penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu carg atau metode atau sub
dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain (upaya pakss atau
coercive measure)  dlantaranva  berupa  penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan
pemeriksaan. Jadi sebefum dilakukan tindakan penyidikan, dilakokan dulu
tindakan penyelidikan,

B donesis, Undang-undang Hukum Acara Pidona atau Riteb Undang-undang Hidam

Acora Pidana (KRUHAP), U1 No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, #asal 5
dan Penjelasatmya.

P28 M. Yakeya Harahap, op.cit., hilm. 99,
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Tindakan penyelidikan dimaksud untuk mengetahui bahwa petistiwa yang
diberitahukan (melalui laporan/pengaduan oleh pihak yang dirugikan atau
informasi oleh informan) memang benar-benar telah terjadi dengan cara
mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.
Selanjutnya data dan falda vang diperoleh tersebut digunakan untuk
menentukan apaksh peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan apskah
terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Dengan kata lain,
penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi penyidikan'. Penyelidikan
yang dilakukan oleh pejabat penyelidik bertujuan untuk mengumpulkan “bukti
permulaan yang cukup” guna dilakukan tindak lebih lanjut berupa penyidikan
oleh pejabat penyidik. Penvelidikan dan penyidikan menijadi dua tahapan (fase)
yaug berwujud satu’*®. |

Dalam prosesnya sangat beralasan umtuk fidok melanjutkan suatu
penyelidikan ke tahap penyidikan, bila fakta dan bukti belum memadal serta
cukup, dengan altematif pilihan yakni menghentikan penyelidikan atau
berupaya untuk tetap mencari dan menemukan kelengkapan fakta serta barang
bukti agar menjadi “bukti permulaan yang cukup” untuk melanjutkan ke tehap
penyidikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelummys, pemeriksaan
pendahuluan merupakan pemeriksaan perkara pidana setelah terjadinya suatu
dugaan tindak pidana. Pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana
(KUHAP) disebut denpgan “penyidikas” vyang sinonim dengan istilah
“pengusutan’” {opsporiag dalam bzhasa Belanda atan fnvestipoafion dalam
bahasa Inggris). * '

Penafsiran ofentik atas istilah “penyidikan™ berdasarkan Undang-undang
Ne. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atay Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana {disingkat KUHAP), vaitu

12 Hamtat Hateid dau Haron M. Husein, op.cit, him. 25,
PR M, Yahya Harshap, op.cit,, him, 109,
129 | nhut M.P. Pangariboan, op.cit., him.152.
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Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cats yang diatwr dalam undang-undang ini uptuk mencar] serta
mengumpulkan bukti yang denpan bokti itu membuat tcrang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menenmukan tersangkanya '™

Pasal 1 butir 1, KUHAP diterangkan, “Penyidik adalah pejabat polisi
nepata Republik Indonesia atau pejabat pegawal negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan™™!.
Dengan demikian dalam KUHAP penyelidik dan penyidik {tindak pidana
umum} berada ditangan kepolisian, disini lembaga kepolisian sebagai #ie gate
keeper of the criminal justice system, lembapa yang mengawali proses
peradilan pidana®. Selain menerangkan tentang penyidik, KUHAP juga
menjelaskan, “Penyidik pembantu sdalah pejabat kepolisian negara Republik
Indonesia yang karens wewenang terientu dapat melakukan tugas penyidikan
yang diatur dalam undasg-undang ini*’*, Pihak yang menjalankan fungsi
penyidikan perkara pidana disebut penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik
perbantu terdiri dari pejsbat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan
dua polisi dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS} fertentu dilingkungan
Kepolisian Negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1), KUHAP ditetapkan dua badan yang dibebani
wewenang penyidikan, yvaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia {Polri)
dan peiabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang dibert wewenang khusus
oleh undang-undang. Pada ayat (2), dinyatakan bahwa syarat kepangkatan dari
penyidik akan diatur Jebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pejabat penyidik

0 Indouesia, Undang-undang Hukum Avare Pidano ctau Kiteb Usdang-undang Hubun

Acara Pidana (KUHAR), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahup 1981, TLN No. 3209, Pasal !
batir 2.

" Indonesia, Undang-undang Hubum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), 171 No. 8 Tabhun 1981, 1N Ne. 76 Tabun 1581, TLN No. 3259, Pasal 1
Butir 1,

132 Harkristuti Harkrisnowo. op.cit., him.2.

"% tndanesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana ateu Kitab Undang-undang Hulown

Acera Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahaa 1981, TLN No. 3289, Pasal |
butir 3.

Analisis Tugas.... Rusdi Amin, FH Ul Jdsdvarsitas Indonesla



64

Polri metupakan penyidik umum (untuk kepentingan penulisan tesis ini
difokuskan pada penyidik polr). Polisi negara memonopoll penyldikan pidana
utmum yang tercantum dalamn KUHP. Sedangkan PPNS hanya penyidik
terhadap tindak pidena yang tersebut dalam perundang-undangan pidana
khusus atau perundang-undaopan administrasi yang bersanksi pidana (non-
penel code offerces).”™ Pejabat yang diberi wewenang menyidik oleh
perundang-undangan tersebut diantaranys, pejabat imigrasi, bea cukai, dinas
kesehatan, pajek, angkatan laut dan lain-lain,
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik diberi wewenang -

3 Menerima lapotan atau pengaduan dari seseorang tentaog adanya tindak
pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;

Menyuruh berheati seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
Melakukan permeriksaan dan penyitaan surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

Memangpil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
sakst;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pameriksaan perkara,

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Kemudian penyidik membuat berita acara tantang hasil pelaksanaan tindakan
tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledaban,
permasukan tumah, pensitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi,
pemeriksaan  diterapat  kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan
pengadilan, serta pelaksanaan tmdakan lain sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang hukum acara pidana'®

1Ll -

oo o

Penyidik berwenang untuk menghentian penyidikan karena tidak cukup
bukti, atev peristiwanya bikan merupakan tindak pidans, atau penyidikan

¢ And! Hamizah, op, oit, Bl 78,
5 indonesla, Undang-wndang Hidann Acara Pidanu ateu Kitab Undongoundang Hyluan

Acara Pidang (KUMAF), UU No. 8 Tshun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TIN No. 3209, Pasal 7.

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2009 Unlvarsitas Indonesla
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dibentikan demi bukom'™. Dasar penghentian penyidikan demi hukum sama

dengan dasar penghentian penuntatan demi hukum.

Untuk menyelidik dan menyidik suatu tindak pidana yang diduga
dilekukan seseorang, para penyelidik dan penyidik pada dasarnya dapat
melakukan kewajiban mereka dengan tidak bergantung pada adanya laporan
atay suatu pengaduan (absolut atau relatif yang berisi permintaan davi
sescorang warga masyarakal yang merasa telab dirugikan oleh orang fain yang
diduga felzh melakukan seswvatu tindak pidana. Penegasan dan pembedaan
antara penyelidikan dan penyidikandiroaksud yaitu
a. Untuk menciptakan pentahapan tindakan dalam proges penegakkan hukum

guna menghindarkan cara-cara yang tergesa-gesa dan gegabah dari penegak

hukum yang dapat berdampak pada sikap dan tingkah laku aparat penegak

hukum yang arogan dan cenderung sewenang-wenang {wrbitrary) kurang A =
menghormati martabat manusia,

b. Tahap penyelidikan dimaksudkan ager tumbuh sikap hati-hati sekaligus
rasa tanggungjawab hukurn sebagai penyeimbang dari tugas dan wewenang
aparat penegak hukom dalam proses penegakkan bukum dengan dasar dan
sikap yang manusiawi, sehingga dalam penggunaan kckuasaannya, aparat
penegak hukum dapat terhindar dari kesan dan perilaku yang merendahkan
dan melanggar hak asasi manusia '’

Dalam ha! penyidik mulal melakukan penyidikan suatu tindak pidana,
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pepustut wmum Kegiatan
pemberitabuan tersebut disamipaikan melalui cara tertulis yang dikenal dengan
Surat Pemberitahuan Dimulainga Penyidikan (SPDP)Y™. Pemberitahuan
dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP - “Dalam hal penyidik telah

" donesin, Undangundang Hulum Acarn Pidana atau Kiteb Undang-undang Hulwm = =
Acara Pidana (KUHAP), UU Ne. § Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal
109 avat (2).

Y7 M. Yahya Harghap, op.cit., him, 100,

1% Hoamrat Hamid dan Haron M. Husein, op.cit, bl 38,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH U, 2ddstivargitas ndonesls
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memulai melakukan penyidikan suaty peristiwa yang merupakan tindak pidana,
penyidik memberitshukan hal itu kepada penuntut umum’*>,

Tahapan ini menjadi awal mula terjalin intersksi dan intetelasi antara
penyidik dan penuntut umum, yang dikenal dengan pringip diferensi fungsional
dan instansional yang berorinetasi koordinatif dan integratif Dalam pagal 109
ayat {1) KUHAP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak ada frase
“wajib”, sebagai bentuk penskanan terhadap pentingnya pemberitahuan
dimulainys penyidikan oleh penyidik kepada penuntut ummim, namun
berdasarkan asas diferensiasi fungsional, KUHAP bermaksud menciptakan
atmoslir pengawasan dan korelasi antara penyidik dan penuntut umum dengan
tetap mengedepankan kepastian hukum dari sefiap tindakan yang diambil oleh
aparat penegak hukem (dalam hal ini penyidik), sehingga “wajib” menjadi
lebih bermakna dalam kepastian hukum tethadap dimulainya tindakan
penyidikan oleh penyidik.

Hal tersebut dikuatkan oleh Mabkamah Agung RI babwa pemberitzhuan
dimulainya penyidikan bersifat imperatif Rangkaian tindakan-tindakan pada
tabap penyidikan dituangkan secara tertulis dalarm bentuk berita acara yang
dibuat dalam rangka tugas penyidikan oleh penyidik yang dikenal dengan
sebutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kesemuanya disatukan dalam
berkas perkara, Pembuatan berkas perkara merupakan hasil {produk) dari
penyidikan yang selanjutnya oleh penyidik wajib segera diserahkan kepada
penuntut wnum (kejaksaan). Hal tersebut dinyatakan dengan tegas, “dslam hal
penyidik telah selesal melakukan penyidikan, penyidik wajib segera
menyeralkan berkas perkara itu kepada penuntut umum” 1%

Kewajiban lain dardi penyidik pada rangkaian  tindakan-tindakan
penyidikan vaitu pada saat pemeriksaan terhadap kepada tersangka. Penyidik
wajib  memberitahukan kepada tersangka bahwa  yang  bersangkutan

% tndonesia, Umdangndang Hulean Acara Pidana ofau Kitab Undang-undang Hufeun

Avara Pidana (KUHAP), U No. 8 Tghun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLIN No, 3209, Pasal
189 ayat (1)

Yo mndonesia, Undung-tndang Hukum Acare Fidana atau Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidona (KUHAP), UU No. & Tahun 1981, LN No. 76 Tshun 1981, TLN Ne. 3209, Pasal
118 apt (1),

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH U1, 2008iversitas Indonesia
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mempunyai hak (bahkan dalam tindek pidana tertentu menfadi wajit)
memperoleh buntuan hekom melalul penasihat hukum {(advokat). Disini
penyidik mempunyai korelasi dengan advokat yang memberikan
pendampingan dan bantuan intkum terbadap tersangka pada pemeriksaan tahap
penyidikan.

Sebagai penyidik umum, polisi dapat dikatakan kekuasaan {power) dan
wewenang (authority) vang luar biasa penting dan sangat sulit. Selain dari
kewenangan penyidikan polisi (yang biasa disebut kepolisian kehakiran) !,
Polri mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dalam pegeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarskat, terfib den
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, seriz terbinanya ketentrarnan masyarakat dengan
rmenjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)'?,

2, Jaksa dan penuntot wmum dalam penuntatan

a. Persiapan Penuentotan

Sehagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal penyidik mulai
melakukan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum'®, Kemudian, penyidik menyerahkan
berkas perkara kepada penuntut ummm®®. Pada redaksi lain, KUHAP
menjelaskan dalam hal penyidik telal sclesal melakukan penyidikan,
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut

2 Ardlk Hamzah, op.cit., him. 80,

2 Indonesia, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahan 2002,

LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Pasal 2 jo. Pasal 4 fo, Pasaf 13,

3 Indomesia, Undang-undong Hulenn Acars Pidane atau Kitah Undang-undang Fdoen

Acara Pidana (RUHAP}, U No, 8 Tahan 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3205, Pasal
109 ayat (1)

" Indonesia, Undang-undang Huwhun Acara Pidang atou Kitab Undang-undang Hulr

Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1381, LN No. 76 Tzhun 1981, TLN No. 3209, Pagal &
ayat (2.

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2bdBlwerslias Indonesla
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wmunt'®®. Dalam wakte tujuh hard penuptut wum barus menentukan
apaksh berkas perkara tersebut sudah lengkap. Lengkap berarti terdapat
bukti-bukti yaog cukup dan berkas perkara disusun menurut KUHAP',
Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara belum lengkap, berkas
perkara dikembalikan kepada penyidik disertal petunjuk-petunjuk untuk
melengkapinys melalui penyidikan tambahan'¥’. Dalam waktu empat belss
hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk-petunjuk penuntut urmm'*.

Dari paragraf di atas menjelaskan dan menegaskan terdapatnya
korelasi antara penyidik dan penuntut umum pada penanganan perkarg
tindak pidana Hubungan antara penyidik dan penuntut umum tersebut
masih pada tahap penyidikan, belum memasuki tahap penuntutan (tindakan
penuntut wmum untuk melimpabkan perkara ke pengadilan dan seterusnya,
sehagaimana definisi penuntutan dalam Pasal 1 butr 7 KUHAP™),
schingga lebih tepatnya, “persiapan penuntutan” atau tingkat persiapan
pemuntutan, dimana setelah menerima berkas perkara dari penyidik,
selanjutnya penuntut wmunm mempelajari berkas perkara untuk dapat atau
tidak menyusun surat dakwaan. Dalam KUHAP persiapan penuniutan

3y 150

dikenal dengan istilah “prapenuntutan”.

M5 Indonests, Undang-undang Hiukum Acara Pidana atau Kilob Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), T No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal
130 ayat (1),

4% .M. Surachman dan Andi Hamzah, Juksa D Berbagai Negara Peran dan Kedudukannya,
Cet.Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) him.35.

Y tndonesia, Undang-undang Hubum Acare Pidgna atau Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidong (KUHAE), UU No. 8 Tabun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal
110 ayat (23 jo. Pasal 138 KUHAP.

Y€ tndonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidena atau Kitab Undang-undang Hulom
Acara Pidonag (KUHAP), WU No, 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal
138 ayat (2) KUHAP.

" penunietan adalah tndakan pesuntat umum yntk melimpabkan perkara pidana ke
pengadilan neger] yang herwenang dafan bl dan menurut cara yang distur datam undang-undang
ini dengan perriniasn supsyd diperiksa dag diputus oleh hakim & sideng penpadilan.

1 tohnt Z. Loudoe, Falta dan Norna Dalam Huliums Acare, Cet.Pettama {Jakarfa : Bin
Absarz, 19843 Hm 19, '

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2000 Untlvarsitas Indonesia
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Dari dofinisi penuntutan tersehut yang metnputtyai kapasitas wntuk
melakukan penuntutan yakei pensuntut umum, bukas jaksa (jaksa bary
dikatakan bertindak sebagai penuntut umum, jika menangani tugas-tugas
penuntutan)™®’. Dengan demikian, secara teknis yuridis, yang menjalankan
fungsi persispan penuntutan yekni jaksa. Meskipun KUHAP telsh
memberikan definisi jaksa dan peountut umum, samun masih terdapat
kerancuan dalam pengaturan pasal demi pasal yang  berhubungan
penggunaan istilah “jaksa” dan “penuntut vomm™>?.

b. Penuntutsn

Kata “peountutan” berpadanan dengan kata “prosecution™ dalam
bahasa Inggris dan kata “prosecurus” dalam bahasa Latin. Kata vang
terakhir tersebut terdiri dari “pro” yang berart! sebelum dan’sequi” yang
berarti mengikuti dengan pengertian sebagai “proses perkara dari
permulaan sampai selesat”, Prosecufor atau penutitut atau jaksa tmeropakan
seorang (pejabat) yang berwenang membuat dakwaan. *** :

Tiap-tinp negara mempunyai bermacam-macam sebutan terhadap
pejabat yang berwenang menuntut itu. Di Indonesia sebutan “jaksa” telah
larna digunakan yang berasal dari bahasa Sansekerta “adhyvakss”, vaitu
gelar bagi pendeta tertinggl df Kerajaan-Kerajaan di  Pulan Jawa, namun
adhyaksa merupakan pejabat negara yang fungsinya sama dengan hakim®®*,
Contohnya di Kerajaan Mataram pada abad XVI menggunakan istilab
bahasa Jawa “jeksa™ atau “jaksa”'™. Jaksa merupakan pejabat bukum vang
berwenang menuntut perkara-perkara pidana. '

1 Harun M. Hascin, Penpidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Cel.Pertama {fakarta
. Rincka Cipta, 1991), him 227,

B Ihid.

7 1 M. Surachman dan Andi Hamzsh, ep.cit, bim. 1.

' R, Tresna, Peradilan di Indonssia davi Abad ke Abad (Jakarta : W. Veslays NV, 1957)
Wl 143 gebugalmang dikutip oleh Andi Hamesh, Hukum Aeara Pidana idonesta, Cet. Kedua,
{Iakarts ; Sinar Grafika, 2002), him.68.

55 Marwan Bffendl, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukurm, Cet. Perlama
(fakarts : Gramedia Postaka URanta, 2005) ki 50,

6 0 M. Surachman dan Andl Hawdzsh, op.cit., hiim.3 dan 4.

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH U1, 208dniversitas Indonesla
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KUHAP telab menjelaskan definisi penuntutan sebagal penafsiran
otentik sebagai berilcut

Penuntutan adalgh tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menmurut cara yang distur dalam undange-undang ini dengan
permintasn supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang
pengaditan’®’,

Menurut Harun M, Husein, rumusan penuntutan yang demikian
kurang lengkap dan kurang jelas. Kurang lengkap, karena pelimpahan
tersebut hanya meliputi berkas perkara (hasil penyidikan) saja, padahal
yang dilimpabkan ke pengadilan meliputi berkas perkara dengan segala
kelengkapannya yang meliputi : berkas perkara, terdakwa dan barang bukti
dalam perkara yang bersanpkutan. Kurang jelas, karena adanya kalimat
“tindakan  penpuntut ummm untuk melimpabkan perkara pidana ke
pengadilan dan seterusnya”. 1*®

Rumusan demikian tidak membedakan aatara persiapan penuntutan
(prapenustutan  yang masih menjadi lingkup penyidikan) dengan
penuntutan, sehinpgas menyama-ratzakannya menjadi penuntutan. Dengan
ramusan demikian, segala tindakan dalam rangka melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan mencakup pula sebagai penuntutan, Padshal menurnt
Pasal 137 KUHAP tindakan penuntotan hanya menyangkut pelimpahan
perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. ™

Pihak yang menialankan funpsi pepuntutan disebut penuntut wmam.
Hal ini ditegaskan dalam KUHAP, “penuntut umum berwenang melakukan
penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana
dalam daergh hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang

#7 tndonesia, Undong-undang Hulwn Acara Pidana atan Kiteb Undemgundang Huloum
Acara Pidana (KUHAP), UU No, § Tahun 198), LN No. 76 Tehan 1981, TLN No. 3209, Pasal |
butir 7.

% Harun M. Husein, op.¢it., him.224.

% rhid
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71

berwenang mengadili™®®. Perihal pepuntut umum dalam KUHAP diatur
pada bagian ketiga Bab IV, KUHAP dalam ketentuan umiumnya
membedakan antara jakea dan penuntut umum sebagai berikut :

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan
putusan pengadilan yang telab memperoleh kekuatan hukum
tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberl wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penumfutan dan melaksanakan
penetapan hakim'®’,

Dalam Pasal 13 KUHAP, definisi peountwt umum dinlangi lagi
sebagaimand telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir & huruf b KUHAP. Dari
perunmsan “jaksa” dan “penuntut umum” sebagaimans telah dijelaskan
sebelumnya, dapat dikatskan bahwa pengertian “jaksa” terkait dengan
jabatan, sedangkan “penuntut umum’” terkait dengan fungsi'®. Berdasarkan
pemisahan romusan jaksa das penuniut amsan, sudah pasti pesuntut wnum
merupakan jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum fentu penuntut urmum.

Dengan kata lain, tidak semua jaksa beriindak scbagal pepuntut
Wi, NamuE semua penuntat urnem merupakan jaksa, karena hanya jakea
yangp dapat bertindak sebagai peruniut umum. Yang menjadi kewenangan
jaksa yakni bertindak scbapai pepuntet wmum dan bertindak scbagai
pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana atau eksekutor (dalam
perkara perdata juru sita bertindak sebagai sksekutor). Seorang jaksa baru
mempunyai kapasitas sebagal penuntut wmum jika yang bersangkutan
menangani tugas/fungsi penuntutan berdasarkan surat perintah yang sab

10 Indonesis, Undang-undang Hidaan Acara Pidana ataw Kitab Undang-undang Hikun:
Acare Pidana (KUHAP), 1] No. 8 Tabum 1981, LN No. 76 Tahan 1981, TLN Ne. 3209, Pasal

137.
1 tndonesla, Undang-undang Hulkum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum
gsw‘a Pidana (KUHAP), UU No. § Tahua 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TIN Ne. 3209, Pasal |
iy 6,

192 Auci Humzah, op.cir., him. 72,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, myamgtas }ndcnasia
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(selain itu jaksa dapat berkapasitas sebagai penyidik dalam tindak pidana
tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat).

Peribal peruntut urmum dalam KUHAP diatur pada bagian ketipa Bab
IV. Suatu asas yang terpenting dari penuntut wmutn yang berditi sendiri
yakai ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tidak berbagi {een en
ondselbaarheid)'™. Pada redaksi lain, diuraikan datam Undang-Undang
No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan frase “saty dan tak
terpisahkan™5¢

Hal ini menunjukkan satu landusan dalam pelaksanann tugas dan
wewenangnya di bidang penuniutan yang bertujuan memelibars kesatuan
kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan cirri khas yang
menyatu dalatn tata piker, fata laku dan tata kerja kejokszan. Karens itu
keglatan penuntatan dipengadilan oleh kejakeaan tidak akan berhenti hanya
karena jaksa yang semula bertugas berhalangan, Dalam hal demikian tugas
penuntutan oleh kejaksaan akan tetap betlangsung sekalipun untuk itu
dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti'®.

Adapun kewenangan penuntuf uraum secara rinci sebagai berikut :

Penuntut Umom mempunyai wewenang :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau pembantu penyidik;

b. Mengadakan prapenuntutan  apsbila ada  kekurangan pada
panyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan
ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan
penyidikan dan penyidik. .

¢. Memberikan perpanjangan penabanan, melakukan penabanan
lanjutan afau mengobah status tabasan  setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;

d. Membuat surat dakewasn;

e. Melimpahkan perkara kepengadilan;

163 mhid., Him 69,

’“_ Indonesia, Undang-1ndang Kejaksaan Republik Indoresia, UU No. 16 Tahun 2004, LN Ne.
&7 Talun 2004, TLN No, 4401, Pasal | ayat (33,

3 mdonesta, Undang-undang Kejakeann Republik tdonesia, UU No. 16 Tabun 2004, LN Na.
&7 Tahun 2004, TIN No. 4401, Penfelasan Pasal 1 gyt 3},

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH Ul, 2009 UI‘IW&!‘&&&Q Indonssia
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f Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
dan waktu perkara disidangkan yang disettaf sutat panggilan, balk
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang
yang telah ditentukan;

g. Melakukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hokuny,

i. Menpadakan tindskan lain dalam lngkup tugss dan tanggung
jawab sebagai penuntut wmum menurut undang-undang,

i Melaksanakan penetapan hakim'®,

“Tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam huruf i, diterangkan
dalam penjelasannya, “yang dimaksud dengan “tindakan lain™ adalah antara
lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan
secara tegas batas wewenang dan funpsi antara penyidik, penuntut urum

+357

dan pengadilan’

¢ Wewenang tidak menantut
Selain kewenangan wmenuntut, pemmtut unmun dapat untuk tidak
melakukan penuntutan dengan menctapkan untuk  menghentikan

penuntutan. Penghentian penuntutan'®

terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Penghentian penuntutan Karena alasan teknis.
Ada tiga keadaan vyang dapat menyebabkan penuntt woum
menstapkan tidak menuntut yaitu tidek  cukup  bukti-buktinys,
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana dan perkarz ditutup demi
hukum (meliputi tersangkanys meninggal dunia, kadaluassa, dan ne bis
in idem). |

2. Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (policy).

% Indonesia, Undang-undang Huktom Acara Pidana arau Kitab Undang-undang Hidum
Acara Pidana (KUHAP), UU No, 8 Tabun 1981, LN No. 76 Tahon 1981, TLN No. 3209, Pasal

*! mdonesia, Undang-undang Fiwkum Acora Pidana atau Kitab Undang-undang Fhdum

Aeara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Talun 1981, LN No. 76 Tahuo 1981, TLN Nu. 3209,
Penjelasan Pasal 14 humafi

¥ tndonesia, Undang-undang Hukum Avers Pidens atas Kiab Undangundang Hubum
Acara Pidang (KUHAP), UL No. 8 Tehun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal
148 avt ().

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2dderlvergitas Indonesta
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Penghentian penuntutan dengan mengesampingkan perkara detni
kepentingan umum merupakan kebijaksanaan ({diskresi) yang
diterjernahkan juga sebagai keleluasaan bertindak (frefes ermessen)
yang bersumber dari asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut
(discretionary prosecution), meskipun bukti-bukti cekup'®. Untuk
mencegah penyalabgunaan kebijaksanaan {diskresi) petuntutan hanya
ada pada Jaksa Agung karena alasan kebijakan (policy)'”. Dalam
KUHAP wewenang tersebut secara implisit {tersirat} dalam Penjelasan
Pasal 77 KUHAP pengenyampingan perkara untuk kepentingan nmuam
menjadi wewenang Jaksa Agung. Secara eksplisit, dipertegas dalam
Pasal 35, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R1.

3. Tkatan antara penyldikan dan penuntean dalam prapenuntotan

Sistemn Peradilan Pidana (SPP) menjadi ketentuan prosedural yang akan
dilakukan dan atan diterapkan oleh aparat penegak hukum bila tefjadi dugaan
tindak pidana. Sebagai suatu sistem, penpaturan fungsi-fungsi sparat dalam
penegakkan hukum dalam KUHAP mengacu pada kongep SPP secara diferensi
fungsional sekaligus terpadu atau imfegrated. Dikatakan diferensi fungsional
karena aparat penegak hukum telah diatur funpsinya masing-masing dalam
bukum acara Meskipun menjalankan fungsinya masing-masing, namun aparat
penegak hukum bharus berinteraksi dan berinterelasi secara terpadan atau
integrated (karena berada dalam suatu sistem, yaitu SPP} dengan persepsi yang
tercermin dalamm kehendak untuk menjalankan fungsi-fungsi aparat penegak
hukum tersebut secara koordinatif (teratur dan tidak saling bertentangan) dan
koheran (saling berhubungany tidak terfragmentasi.

Scbagatmana telah diterangkan sebelumnya, konsep ini disebut diferensi
fungsional. Namun dalam zﬁeﬁiaiankan fungsi masing-masing  {instansi
kepolisian menjalankan fungsi penyidikan dan kejaksaan menjalankan fungsi
penuntutan), KUHAP memberikan “jeinbatan penghubung” (antara instangi

" B M. Surschman dan Andi Hameah, gp.cir., him.14,
190 rhid, him.38.
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kepolisian dan kejaksaan) yang bersifat koordinatif melalui prapenuntutan,
dengan harapan demi keberhasilan dalam penanganan perkara pidana sebagai
kehendak terwujudnya keterpaduan ataw infegrated dalam SPP sebagaimana
dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal
Justice system.

Sccara historis, berdasarkan keterangan pemerinfah dalam menghantarkan
RUU KUHAP, sebagaimana dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, tidak
terlepas dari sejarah pembentukan RUU Hukum Acara Pidana (pengganti HIR)
sampai dengan diundangkannys RUU Hukum Acara Pidana tersebut menjadi
Undanp-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana vang dikenal dengan
RKUHAP, bahwa adanya dua instansi (kepolisian dan kejaksaan} yang sana-
sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam  praktek
menimbulkan kesimpang-siuran, karena tidak ada pembidangan vang jelas dan
tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan. . karena itu diadakanlah suate
pembidanpan yang jelas. Jadi konsep diferensi fungsional yang memisabkan
penyidikan dan penuntutan vang dikenal sekarang merupakan upaya {(Undang-
Undang} untuk menghindari kesimpang-sivran sebagai akibat kongep vang
© dianut FIR!",

Konsep diferensi fungsional diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu
dan tanggung jawab, untuk menertibkan fungsi masing-masing aparat penegak
hukuem, dengan tidak mengabaikan tugas penyidikan dan penuntutan yang
terpadu dan berkesinambungan meskipun fungsi Aulp magisiroat kepolisian
dafam melakukan penyidikan sudah ditinggalkan dan karena jabatannya
penyidik wajib memenubi permintaan dan petunjuk jaksa Dengan kata lain,
fungsi prapenunfutan dianggap akan dapat menjembatani dengan baik
pemilahan penyidikan dan penuntutan ftu

Dalam doktrin  belum diperoleh  kesepakatan pengertian  tugas
prapenuniutan, hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidapa tidsk memberikan penjelasan tentang arti dan makna istilah

7 { nhat M.P. Pangaribum, opelt, him 116,
2 1.
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prapesuntutan tersebut. Pada uwrwtonya para ahli  mengattikan tupas
prapenuntutan sebapai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima
dati penyidik guna melenghkapi berkas perkara hasil penyidikan. Dikaitkan
dengan perkembangan hukum acara pidana dewasa ini pengertian tergebui
tidak sesual lagi Tetapi dalam pengertian luas tugas prapenuntutan yaitu
meliputi pelaksanaan tupas-tugas pemantauan perketnbangan penyidikan,
penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi
hasil penyidikan, penelition ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan
barang bukti serta pemeriksaan tambahan.

Dalam tahap prapenuntutan ini setelah menerima Surat Pemberitshuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, diterbitkan Surat Perintah
Penujukan Jaksa untuk penclitian Perkara tersebut, yang bertugas untuk
memantau perkembangan penyidikan. Tupas jaksa pencliti selanjutnya scielah
menerima berkas perkara tabap pertama dari penyidik segera melakukan
penelitian tentang kelengkapan berkas perkara, apakah hasil penyidikan itu
sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap maka dalam jangka wakiu 7
{twjuh) hari sefak diterima berkas perkara dikembalikan kepada penyidik
disertai petunjuk-petunuk tentang hal apa saja yang hams dilengkapl, mengacu
pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP. Penyidikan harus dianggap lengkap dan
selesai apabila delam wakiu 14 {empat belas} hari berkas perkarn tidak
dikembalikan kepada penvidik Setclah menerima kembali hasil penyidikan
vang lengkap dari penyidik, jaksa peneliti segera menentukan apakah berkas
perkarz sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan
penuntutan.’” Hal tersebut menunjukkan adanya jalinan erat antara penyidikan
dan penuntutan (melalni ikatan prapenontutan) dalam tahap pra-ajudikasi.

4. Bantuan hukum oleh advokat

Kebutuhan terhadap bantuan hukum secars idiil didasarkan pada gagasan
untuk menciptakan koreksi dan penyeimbang {checks and balancing) terhadap
kekuasaan negats dalam penepakkan hukum vang diwakili dan didelegasikan

™ fiid.
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kepada komponen penegak hukum, seperti penyidik das penuntut wntm
melalui perundang-undangan. Utamanya ditujukan secara cuma-cuma (prodeo)
kepada yang membutuhkannya Kebutuhan tethadap pemmenuban secara pokok
dan mendasar afas prinsip persamaan/kesederajatan bagi setiap orang di
hadspan hukum (eguafity before the law) dan penghormatan terhadap harkat
dan martabat manusia (hrman dignity), terutama ditujukan kepada rakyat
miskin yang tidak mempunyai akses pengetahuan testang hukum, termasuk
proses hukum dalam keadaannya berhadapan dengan penepak hukum yang
memang terdidik dan toahir gkan hekum Konsep tersebut diangkat untuk
menghilanpkan persepsi sebagian inasyarakat, baliwa kenyataanuya, pemberian
bantuan hukum mengarah pada profesi dan mata pencaharian, sehingga
merupakan komoditi atau barang mewsh dan hanya dapat dijangkau oleh kaum
yang berharta'”*.

Terdapat beberapa istilah yang pada desamya merupakan bentuk bantuan

hukum, diantaranya :

a. Legal aid, pemberian jasa dibidang bantuan hukum kepada seseorang
yang ferlibat dalam suatu kasus atau perkara yang dilakukan secara
cuma-cuma, lebig khusus bagl yang tidak mampu dalam masyakarat
miskin, Motivasinya mencgakan hukum dengan jalan membela
kepentingan dan hak asasi rakyat miskin yang tak paham dan buta
hukam.

b. Legal assistance, mengandung pengetian yang Iebih luas daripada
legal aid. Selain memberi jasa bantuan hukum, lebih cenderung pada
profesi advokat yang memberikan bantuan kepada pibek vang mampu
membayar prestasi (jasa) dan secara cuma-cuma kepada masyarakat

¢. Legal service, yang diartikan pelayanan hukum, yang secara konsep
dan tujuan lebih luas daripada legal aid dan legal assistance, denpan
memberikan batuan kebada masyarakat vang secata operasivnal
bertujuan  menghapuskan  atau  setidaknya mengurangi  kesan

™ M. Yahya Harahap, op.cit., him 36].
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dikriminatif dalam pemberian bantuan hukum antara pihak kaya dan
miskin, dengan orientasi padz perwujudan kebenaran hukum dan
penghormatan terhadap hak-hak setiap orang vang dibenarkan hukurn,
dan kecenderungan untuk menyelesaikan setiap sengeta dengan
menempuh cara perdamaian. ™

Prinsip-pringip bantuan hukum antara lain -

a. Bantvan bukum merupakan suatu pekerjaan vang memerlukan svatu
pendidikan khusus dan keahlian Khusus serta bersifat profesional.

b. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, dimana
ada orang tertentu vang memberikan jasz kepads orang yang
membutubkan,

¢c. Bantuan hukum merupakan hak, artinya sesuatu yang dapat dituntut
pemenuhannya oleh setiap subyek ukum,

Orang yang berprofest memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di
luar pengadilan disebut advokat'”®. Konsep bantuan hukum merupakan jasa
hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada pihak yang
ticlak maapu’’?
pacda tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan penuntutan). Sebagabmana telah
dijelaskan sebelumnya, bantuan hukum merupakan pekerjaan pemberian jasa.
Jasa tersebut diberikan kepada, dalam hal ini, orang yang disangka / diduga
melakokan tindak pidana {tersangka). Fungsi bantuan hukum disind sebagai
penasthat dan pendamping tersangka'’® serta menjamin terpenuhinya dan tidak_
terlanggarnys hak-hak tersangka, bukan berfungsi sebagai penolong tersangka
sehingga bebas dari jeratan ancaman hukum dalam pemeriksaan pada tahap
pra-gjudikasi. Hal ind tegas dinyatakan dalam KUHAP sebagai berikut :

. Untuk kepentingan penulisan tesis ini, bantuan hukum dibatasi

Y8 hid., him. 363,

Y tndonesia, Undang-undang Advokat, UU No. 18 Tahun 2083, LN No. 49 Tehun 2003, TLN
No. 4282, Pasal | butir 1,

7 Indonesia, Undang-undang Advokat, UU Neo. 18 Tahag 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN
N 4282, Pasal 1 bhutie 9,

" Andi Hamzah, op.cit, him 86,
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Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam
waktu dan pada setiap tingkatan ?smeriksm, menutut tatacara yang
ditentukan dalam undang-undang ini'™.

Dari pengertian pasal tersebut, bantuan hukum secara umum merupakan
hak bagi oraug yang disangka / didupga melakukan tindek pidana (tersangka)
demi kepentingan pembelaan atas dirinya, terutama jika terhadap tersangka
dikenakan tindakan poksa (coercive measure), pemahanan. Namun, hak
mempercleh bantuan hukum berubah menjadi wajib memperoleh bantuan
hukum, sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP scbagai berikut

Dalam hal tersangka atau ferdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima
belas tahun atan lebih atou bagi mereka yang tidak mampy yang diancam
dengan pidana lima tshun atau lebih yasg tidak menpunyai penasihat
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua  tingkat
perneriksaan dala proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi

mereka'™

Peranan advokat (penasibat hukum) semakin dibutuhkan, bahkan dapat
dimasukkan sebagai quasi sub-systemr dalam SPP''. Advekat menjadi
komponen kelima dalam SPP selain sub-sub sistem vaitu polisi, jaksa, hakim
dan petugas lernbaga pemasyarakatan, Schagaimana dipertegas dalam Undang-
Undang tentang Advokat bahwa, “advokat berstatus sebagai penegak hukum,

"7 todonesia, Undongundang Fiukum Acars Pidana atos Kitab Undung-undang Hukum

Acara Pidana (RUHAF), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tzhus 1981, TLN No. 3209, Pasal
541,

0 Indonesis, Undeng-undang Hubunt Avara Pidona ataw Kitah Undang-undang Hukar

Acara Pidma (RUHAP), UL No. § Tahun 1981, LN No. 76 Tahan 1981, TLM No. 3209, Pasal 56
ayat (1}

1 Muladi, op cit,, ilm, 21,
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bebaz dan mandirf yang dijatnin oleh hukum dan peraturan perundang-
andangan™®?.

Bantuan hukum sebagai bagian dari SPP yang tidak lepas dari landasan
motivasi hukum acara pidana yang menjonjung penghormatan terhadap harkat
dan martabat manusia, khususnya KUHAP yang pada tataran operatif hendak
mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (integrafed criminal justice
svstern). Landasat motivasi tersebut yang menjadi arah penegak hukurn,
termasuk profesi dan fungsi advokat sebapai bagian yang terpadu atau integral
(integratedy dari sob-sub sistem lain dalam SPP untuk mewujudkan
penghormatan terhadap hatkat dan martabat manusia.

Dalam proses bukum yang adil (due process of law} tercakup pula makna
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai contoh, meskipun
sescorang telah melakukan tindak pidana (tersangka babkan terdakwa}, selama
vang bersangkutan masih menjalani proses peradilan pidana, terutama pada
tahap pra-ajudikasi, barkat dan martabat sebagai manusia tetap diakui. Dalam
hal ini bentuk pengakuan tersebut tercermin dalam asas praduga tidak bersalah
{(presumption of innocence) sampai kesalahannys dapat dibuktikan dalam
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2 tndonesta, Undang-undang Advokat, UL Mo, 18 Tahug 2003, 1N No. 49 Tabua 2003, TLN

No, 4282, Pasal 5.
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BAB3
TUGAS DAN WEWENANG PERYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN
ADVOKAT DALAM LEMBAGA PRAPENUNTUTAN

Pada Bab 3 ini ekan disajikan hasil dari penelitian serta analisis terhadap
data yang telah terkwmpul dan diuraikan pada Bab 1 dan Bab 2 sebelumnya.
Berdasarkan hasil studi ini, akan dapat dipahami peranan (ftugas dan
wewenang) dari komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana
(disingkat SPP} pada tabap pra-gjudikasi, yaitu penyidik (Polri), penuntut
umum dan advokat dalam pemabamannya terhadap lembsga prapenuntutan.
Dalam menganalisis, penulis tetap berpegang pada pernyataan, bahwa pra-
ajudikasi merupakan tdhap permulaan dalam memasuki SPP. Pada pra-
ajudikasi, penyidikan dan penuntutan sanpat berkait erat dan tidak dapat
dipisahkan secara tajarn sebapai konsekuensi keterpaduan (infegrefed) atas
sistem dalam peradilan pidana. Pra-gjudikasi menjadi salah satu tahap penting
untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil {due
process af taw).

Anglisis terhadap data yang terkumpul, baik data yang diperolel dari
hasil studi dokumen / literatur / kepustakaan (data sekunder) maupun data
primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang
terkait dengan permasalaban pada tesis ini, yaitu polisi, jaksa dan advokat
untuk memperoleh konfirmasi terhadap studi kepustakaan yang telah terlebih
dahulu dilakukan, Analisis dilakukan untuk memperolel jawaban terhadap
permasaizhan pokok, yaitn kebijakan penyidikan dan penuntutan belum
mengarahkan pada satu kebijakan pidana. Kebijakan pidana yang
dimaksud, yaknl kehljakan operasional dalam tahap pra-afudikasl.

Agar dalam pembshasannya terarsh, perumusan permasalzhan tersebut
dibatasi dalam beberapan pertanyaan penelitian (research questions), yaitu ;

1. Apakah lembapa prapenuniutan dapat menjadi sarana untuk menetapkan
kebijakan pidana (kebijakan operasional dalam tahap pra-ajudikasi) 7

2. Bapzimana mewujudkan lembaga prapenuntutan memuju pada satu
kebijakan pidana (kebijakan operasional dalam tahap pra-ajudikasi) ?

Analisis Bas..., Rusdi Amin, FH Ul, 2ddgilversitas Indonasla
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A, Peranan Sub-Sub Sistem Pada Tahap Pra-Ajudikasl

Dalam berproses, sistem peradilan pidana memberikan posisi pada hukum
acara pidana atau hukum pidana formil sebagai instrumen (sarana} untuk
mengharmonisasikan,  termasuk  menyelaraskan  berbegai  perbedaan
kepentingan daci para pihak yang terkait. Para pihak dalam perkara pidana
terdiri dari komponen atau sub atau bagian dari sistem peradilan pidana (SPP)
yang sccara lanpsung berkecimpung didalamnya, yaitu polisi, jaksa, hakim dan
petugas  lembaga pemasyarakatkas serta  advokat, yang semuanya
berkedudukan sebagai penegak hukum.

Sebagal penegak hukum, mereks menjadi personifikasi dari lembaga /
instansi yang seharusnya menjalankan fungsi negara pada bidang vudikatif
(kekuasaan kehakiman) dalam arti Tuas, yaite kekvasaan negara dalam
menegakkan hukum, termasuk ietapi tidak terbatas hanya pada lingkup
kekussaan peradilan (mengadili) dalam proses peradilan pidana'™. Oleh
undang-undang, masing-masing lembaga penegak hukum diberikan kewsiiban
{beban atau tugas), dan untuk mengoperasionalisasikan beban atau tugss
tersebut disematkan hak (wewenang).

Scbagai instrument / sarana, hukum acara pidana menijadi pilihan bagi para
pihak yeng berkepentingan dalam perkara pidana untuk mengembalikan
keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat dengan jalan memprosesnya
dalam suatu peradilan pidana. Instrumen ini seyogyanya difungsikan sebagai
sarana / alat terakhir (wltimum remidium) dalam kaitannya dengan hukum
pidana materiil, karena sifatnya akan memberikan dampak penderitaan,
meskipun belum tentu bersalah, khususnya bagi pelaku tindak pidana. Sebagai
sarana / instrumen terskhir, berarti dalam prosesnya dimungkinkan
penyelesalan dan penpgermbalian keseimbangan yang terganggu  dalam
masyarakat mielalui caea lain, yaitn penyelesaian (secara hukum atau fegal) di
luar proses {afdoening buiten proces), yaitu penyelesaian secara hukum di luar

'3 Rurda Nawawl Arief, ap et him.33.
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proses pengadilan disebut transaksi'™. Transaksi disini menjadi solusi sah
penyelesaian suatu perkara pidans dan dibedakan dengan penvelesaian suatu
petkara pidana yang tidak secara hukutm atau illegal, dalam arti perkara pidana
tidak ditanjutkan karena ada kesepakatan “di bawah tangan” antar para pihak
dimana salah satu pihak memberikan kompensasi antara lain berupa uang
kepada penegak bukum {untuk kepentingan penegak hukum sendiri) yang
menangani perkara pidana tersebut.

Sebagaimana teleh diuraikan dalam Bab 1 dan Bab 2 pada tesis ini, tahap
pra-ajudikasi merupakan tabap yang mengawali dan pembuka dalam memasuki
sistem peradilan pidana Pada tahap ini ditentukan antara lain : apakah suatu
peristiwa merupakan tindak pidana, fakta-fakia yang mendukung dan relevan
dengan tindak pidana tersebut, seleksi terhadap siapa saja yang berkapasitas
menjadi saksi dan siapa diantaranys yang dapat diduga sebagal pelaku tindak
pidana serta apa yang thenjadi dasamys, dan langkah-langkah lain vang akan
ditempuh untuk keberhasilan pada tahap pra-ajudikasi. v

Dalam pra-ajudikasi sangat bersinggung dengan kepentingan berbagai
pihak, yvaitu saksi-saksi (termasuk korban) dan fersangka di satu sisi, dan aparat
penegak bukum (polisi, jaksa dan advokat) di sisi lainnya. Kepentingan
berbagai pihak tersebut padas pilirannya zkan berhubungan  dengan
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam hal ini upaya
paksa, seperti pemaunggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan,
penangkapan, penahanan dan sebagainya. Pada tahap pra-ajudikasi menjadi
pertemuan dari dua funpsi yang scharusnya sangat berkaitan dan saling
mendukung yaitu penyidikan dan penuntutan, yang masing-masing dijalankan
oleh instansi kepolisian dan kejaksaan, serta advokat dalam fungsi bantuan
hukum, schingga dalam prosesnya diperlukan adanya harmonisasi.

' tan Retumelink, Hukwn Pidana Konrentar otas Pasal-Pasal Ferpenting davi Kitab Undang-

Undang Fhdon Pidana Belonda don Padananaya Dalam Kitgh Undang-Undang Hukwn Pidana
Indonesiy Jskaria . Gramedia Pusiaka {Rama, 200%), Bim 442
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Istilah “harmonisasi”, secara etimologis betasal darl kata “hattnoni” yang
berarti keselarasan, kecocokan, keserasian'® Dard sudut filsafat, barmond
berarti kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikiao rupa, hingga faktor-
faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang lubur.'®® Harmonisasi dalam hal i
mengandupg arti sebagat upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-
batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Dikaitkan
dengan hukum, maka harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk
merealisasikan keselarasan dan keserasian zsas dan sistem hukum sehingga
menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis %,

Dalam penegakan hukum, harmonisasi merupakan upaya atan proses
untuk merealisasikan keselarasan dan keseimbangan, antara berbagai faktor
dalam penggakan bukum yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut
menghasilkan satu kesatuan atan keselurehan yang lubur sebagai bagian dari
suatu sistem, yaitu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system). Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidab.
kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran  nilai tabap akhir, wuntuk menciptakan, roemelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup'™, Masalah pokok penepakan
hukum terletsk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soetjono
Soekanto, beberapa faktor tersebut, vaita

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang sajg;

2. Faktor pepegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

3. Paktor sarana atau fasilitas yang mendukung penepakan hukum;

** M. Dahlan Al Baxry, Kamus Modern Bahasa Indonesie {Yogyakatia : Arloks, 1995),
hlm.185.

¥ HMassan Saddily, dik, Ensikloped Indonesia, Bdisi Khusus (Jakarta © Jchtiar Barw-Van

Hocve, 1996), Blm, 1262, oo —————_———__ e

7 Kusnu Goesniadhic S., Harmontsasi Hulaim Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex
Specialis Suaty Masalah}, Cet Pertama (Sarabayz : 1B Books, 2006} hlm.62.

132 Soerjono Soekanto, op.cit, him. 8.
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4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum fersebut berlaku atau
diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cigzta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia didalam pergautan hidup'®,

Dianiara kelima faktor tersebut, dua faktor diantarnya, vaitu faktor hukum
dan faktor penegak hukum akan digunskan dalam menganalisis permasalshan
pada penulisan tesis inl. Kedua faktor tersebut berkaitan erat antara satu dengan
lainnya yang diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama,
hukum dipersonifikasikan sebagai penegak hukum, demikian pula penegak
hukum dipersepaikan sebagai hukum. Qleh undang-undang, penegak hukum
diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum,

Adapun uralan dari faktor-faktor tersebut, vaitu -

1. Faktor hukum (undang-undang).

Lazimnya hukum diartikan sebagal kaidah atau norma. Kaidah atau norma
diperoleh berdasarkan patokan atan pedoman mengenai perilaku manusia yang
dianggap pantas, pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau
dianggap buruk (nilai), kadang timbul dari pola perilaku manusia yang
dilakukan berulang-ulang dan nyata™’. Dalam tradisi civi jaw seperti di
Indonesia, hukum utamanya merupakan produk legislasi {(antara pemerintah
selakun eksekutif dengan parlemen yaitu DPR RI) dalam hal ini undang-undang,
sebagaimana adagium “ubi lex ibi poena” ataw “di mana ada undang-undang
disitu ada hukum”, meskipun demikian hukum tidak identik dengan undang-
undang saja. Ditinjau dari tats tertib hidup bermasyarakat, hukum merupakan
satu kesatuan dari keseluruhan ketentuan dan perundang-undangan dalam satu
sistem yang terbuka'®. Di dalam penulisan tegis ini faktor hukum akan dibatasi

pada undang-undang.

1B% Ihid.
% Soerjono Sockanlo, Pemganiar Penelitian Fubwm, CetKetiga (Jakarta : Usivessitas

Indonests, 19863 him. 44.

¥1 john 2. Loudue, op.cit, him 12,
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Hukum pidana pada umumnya berisikan ancaman-ancaman bukuman
terhadap perilakn-perilaku tertentu yang diangpap sebagai penyelewengan
Ancamau-ancatman hukuman tadi bertujuan untuk menanggelangi (prevensi
dan represi) terjadinya penyelewengan dengan cara menimbulkan efek
menzkut-nakutl. Tujuan (umum) bukum, vaitu terciptanya suatu kedamaian
yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban (nilai ketertiban bertitik
tolak pada keterikatan) dengan kefontraman {bertitik tolak pada kebebagam)'®*.

Secara materiil, hukum pidana merupakan norma atau kaidah yang
sebagian besar secara substansi diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan
yang memuat larangan-larengan atau keharusan-keharusan sekaligus sanksi
{ancaman} bagi subyek hukum {pribadifmanusia atau natuurlijk persoon
maupun badan hukum atau rechispersoon) yang melanggarnya'™ . Pada tingkat
operasionalnya hukum pidana memerlukan aturan-aturan wntuk mewujudican
sanksi (ancaman) terhadap subyek hukum vang melanggarnya, yaitu hukum
acara pidana atau hukum pidana formil. Suatu bukum acara pidana, secars
urnumn berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap
warga masyarakat vang terlibat dalam proses peradilan pidana'™, sckaligus
meniadikan aparat penegak hukum (kekuasaan negara dalam proses peradifan
pidana) berfungsi dalam menjalankan tugas (kewajiban} dan wewenangnya
(hak).

Kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana, direpresentasikan oleh
komponen-komponen (sub-sub} dalam SPP, yaitu polisi, jaksa, hakim dan
lembaga permasyarakatan yang masing-masing dibekali seperangkat wewenang
(hak) untuk menjalackan tugas (kewajiban) dalam penegakan hukum. Pada
proses pemeriksaan diatur mengenai bantuan hukum oleh advokat sebagai
profesi terhormat atau officium nobile yang dalam bersikep dan bertindak
selalu dalam kerangka menghormat] hukum dan keadilan, sehingga kedudukan

B2 Soerjono Sockamo, op off, him. 85 dan 6.

%2 Rudy Satriys Mukaotardjo, “Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Yaksa Dalam Penyidikan,
Adrianus Meliala, ed, ddlam Quo Vadis Polisi, Cet.Pertama (Jakarta : Jurusan Xrimiologi Pisip
UL, 1996), hlm.37.

¥4 Mardiono Rekendinttre, op oit., b 28,
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advokat sehapai “the officer of the conrt®™, menjadikannya berstatus sebagai
penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang No. 18
Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberi kedudukan kepada advokat sebagai
bagian dari komponen-komponen penegak hukum lain dalam SPP.

Flukum scara pidana diadakan dengan maksud untuk menghindarkan
terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum
dan dipedomani untuk mencapai tujuannya yaitu proses hukum yang adil {due
process of law) atau behoorlifk process recht'®, Hukum acara pidana antara
lain mengatur alat-alat atau lembaga-lembaga negara untuk menegakkan
hukum pidana, prosedur penegakannya, tugas dan wewenang dari alat-alat
negara fersebut, serta sanksi jika pelakzanasn penegakan hokum tidak sesuai
dengan prosedur, tugas dan wewenangnya Dapat dikatzkan, ukum acara
pidana adalab kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan mengenai
soal-soal sebagai berikut :

8. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan, jika
ada sangkaan, bakwa teleh terjadi suaty tindak pidans, cara bapaimaoa
mencart kebeparan-kebenaran ientang tindak pidana apakah yang telsh
dilakukan.

b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan
cara bageitnana barus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang
vang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menagkap,
menahan dan memeriksa orang ity;

¢, Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukil, memeriksa,
mengeledah badan, dan temapt-teimpat kein serta menyita barang-barang
itu, untuk membukiika kesalahan tersangka.,

d. Cara bagabmana pemeriksaan dalamn sidang pengadilan terhadap terdakwa
oleh hakim sampai dapat dijatubkan pidana, dan

e. Oleh siapa dan dengan cara ba%aimana putusan penjatuban pidana itu
harus dilaksanakan dan sebaginya™’.

% Sirafuddin, Zulkanaln; den Soglarto, Komisi Pengowasan Penegak Hukum Mompuhah

Membava Perubahan ?, Cet Pertama, (Malang : MCW dan Yappika), him. 145

6 Andi Hamzah, “Urgensi Perubahan Terthadup KUHAP”, Sti Windarti, ed., dalam Mardiono

Relhsodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hwhwn Pidana, CetPertama (Depok : Badan
Peierbit FHUL, 2007, hin.25.

* R Soesilo, Hukum Acarn Piduna (Prosedur Penyelosaion Ferkara Pidong Menurud

KUHAP Bagl FPenegak Hukum), Cet.Pertanta (Bogor : Pollicla, 1982), Blm.3.
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Pada masa berlakunya HIR (hukum yang dipakai sebagal pedoman untuk
beracara dalam perkara pidana sebelum berlakunya KUHAP), proses peradilan
pidana dibagi menjadi tiga tahap, vaitu :

a.  Pemeriksaan pendahuluan vang dilakukan oleh polisi dan jaksa.
b Pemeriksaan dalam siding pengadilan oleh hakim dan jaksz, dan
c. Pelaksanaan putusan pengadilan vang dilakukan oleh jaksa'™,

Oleh karena dalam sistem HIR fungsi pemeriksaan pendahuluan dilakukan
oleh polisi dan jaksa, maka secara konstelasi peradilan pidana, fungsi tersebut
dapat terpadu (integrated). Jzksa atan magistraat™™ merupakan pepawai
penyidik, sebspaimana dimaksud dalam Pasal 39 IR, sedangkan polisi
menjabat sebagal jaksa pembanty {Aulp magistraed) yang pada hakikatnya
merupakan jaksa juga, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) HIR*®

Konstelasi peradilan  pidana yang  demikian, berubah  sejak
diundangkannya hukum acara pidana nasional melalei Undang-undang No. 8
Tahun 1981, EN No. 76 Tahon 1981, TLN No. 3209 fentang Undang-undang Hulaum
Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acam Pidana {selaniutnya disebut
KUHAP). Jiwa dan materi hukum acara pidana, Khususnya dalam KUHAP
sangat berbeda dari pendalulunya (HIR), sehingga berimplikasi pada seluruh
tahapan dalam SPP, tidak terkecuali pada tahap pra-ajudikasi, khususnya
terjadi perubahan fundamental dalam bidang penyidikan yang antara lain
sebagai berikut :

P8 1hid,, him.4.
'} Magistraat (Belanda) adalah pejabal dalatu kekuasaan pengadilan. Dahulu dikenal

Magistratar daduk (Zittende magisiratur) yally bakim, sedanpkan magistrate berdinl {staande
magistratr} yaitn jakss, karena pada wakic membacakan fntetannys s harus berdid,
schapaimana dimiaksud dalam Andi Hamesh, Kamus Fidum, CelPetung (lakarta : Ghalia
Indanesia, 1986), him.360.

™ % Svesilo, ap.oit, Km S.
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a. Sistem peradilan pidana yang mengutamaken pertindungan hak asasi
mamisia di mana masyvarakat dapat menghayati hak dan kewafibatihya,
vang dalam bidang penyidikan dinyatakan astara lain dengan menjamin
hak~hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai
subjek.

b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan
wewenang dan fungsi masinp-masing dengan pembidangan  tugas,
wewenang dan fanggung jawab. Pembidangan tfersebut tak berarti
mengkotak-kotakan fugss, wewenang dan tangpung jawab, tapi
mengandung koordinasi dan singkronisasi.

¢. Kedudukan Polri sebagal penvidix yang mandiri tak dapat terlepas dari
fungsi penuntotan dan pengadilan, di mana tedalin adanya hubungan
koordinasi fungsional dan instansional serta adanya singkronisasi
pelaksanaan

d.  Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat
pegawal negeri sipil denpan memberikan pengawasan, pefunjuk dan
bantuan. '

e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sernpit dan pengawasan yang
lebik ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan bak
asasi,

f Kewajiban penyidik untuk memberikan perfakoan yang layak disertai
kewajiban memberikao perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam
hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasihat hukum.

g Persbatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik,
yang éi}mgkagi dengan pendampingan oleh pembela kepada fersangka
yang diperiksa’ .

Intinya, terjadi perubahan dalam bukum acara pidana, khususnya bidang
penyidikan dengan menjadikan prinsip proses hukum yang adil (due process of
fow) yang merupakan iujusn scara pidana, sebagai kerangka kerja dalam
menialankan wewenang dan funpsi penyidikan. Wewenang dan fungsi
penvidikan (meskipun tidak menjadi satn sebagaimana dalam pemeriksaan
pendzhuluan pada mase HIR) tetap pada bingkai koordinasi dan singkronisast
dengan lembaga pesegak hukum lainnya, yaitu pepuntut umum pada bidang
penuntutan dan advokat pada bidang bantuan hukum scbagal wujud
pelaksanaan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system),

) Indonesia, Pedoman Pelaksanaon Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidane, Kepytusar
Menteri Kehakiman No. M.O1LPW.07.03 lahun 1382, Bidang Peryidikan Bab 1 Perdahulaan,
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Konsekuensi dari perubghan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP,
berdampak pada perubahan takiik dan teknik penyidikan. Taktik dan teknik
penyidikan dalam hal ini seharusnya tidak hanya berpepang pada teori-teori
yeng kaku, melainkan dilakukan secara preseptif, dengan mengingat ungkapan
“penyidikan merupakan suatu seni bukan ilmu”>®, Dari sifatnys, penyidikan
dapat menggunakan metode tiga ‘97, yaitu informasi, interogasi dan
instrurnentasi, yang diuraikan sebagai berikut :

a.  Informasi.

Dunia informasi digunakan untuk mendeskripsikan pengetahuan dimana

pihak penyidik mengumpulkan pengetahuan tersehut dari pihak lain.

Informasi dalam ha! ini merupakan hal-hal yang dapat diketahui oleh

penyidik dari pibak-pihak tertentu. Hal mana mensyaratkan adanya

sensitifitas dan akiifitas yang responsif dari penyidik terhadap tindak
pidana yang telah terjadi, tetapi kenmngkinan deteksi dini (early warning)
terhadap berbagai kemungkinan yang gkan terjadi.

b. Interogasi,
Cara memperoleh informasi dalam penyidikan, antara lain diperoleh dari
kegiatan interogasi. Seiauh mungkin, dalam mempercleh informasi dengan

_cara interogasi untuk mengindari mempersepsikan pemeriksaan perkara

bukan untuk mencari kesalshan orang, melainkan semata-rpata untuk
mencari keadilan. Pada posisi ini crang vang diinterogasi dipandang
sebagai subjek yang diperiksa dan diperiakukan sebagai mamusia dengan
hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus ditindungi hukum dan
penegak hukum.

¢. Instrumentasi.

Penyidikan memerlukan dukungan instrumen atau sarana yang diperlukan

dat berkaitan dengan penyidiken. Sarana-sarana pendukung tersebut

berfungsi sebagai bantuan ilmiah, termasuk namun tidak terbatas pada

2 Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Imferogasi, CelKetiga
(Jakatta : Pradnya Paramita, 1989) him,21.
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kriminalistik, tetapl dapat pula penggunaan pengetabvan dan teknalopi
mutakhir*® : :

Hukum zcara pidana yang berlaku saat ini, secara wrem distur dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidapa atau Kitah
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berkehendak untuk
menciptakan suatu diferensiasi fungsional sebagai respon dan langkab reposisi
dari penanganan proses pidana pada niass HIR yang diskriminatif (seperti -
pengelompokan hukum berdasarkan daerah, golongan keturunan atau ras, dan
pembagian hukum acara) dan pelangparan terhadap harkat dan martabat
manusia.

Diferensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan dengan jalan
membagi tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secars
instansional. Penegasan fungsi dan wewenanp jelas tersirat dengan membagt
pembidangan antara penyidikan dan penantuian. Pada gisi lain, secara
kelembagaan, sekaligus terdapat diferensiasi instansional di mana masing-
masing fungsi dan wewenang ferschut dijalaskan oleh instansi yang berbeda
dan mandirl, yaitu kepolisian yang menjalankan fungsi penvidikan dan
kejaksaan yang menjalankan fungsi penuntutan,

Atas  dasar diferensiasi  fungsional, penjelasan dan pembagian
{pengelompokan) tersebut distur (dalam hukum acara) sedemikian rupa
sehingpa tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam prozes penegakan
hukum yang erat berkatan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan
instansi yang lain sebagaimana dimaksud pringip “keterpaduan” atau
“Integrefed” dalam sistem peradilan pidana atav integrated criminal justice
system. Penjernihan dan diferensiasi fungsi dan wewenang ini, terutanm
diarahkan kepadas penjerniban diferensiasi fungsi dan wewenang antara
kepolisian dan kejaksaan®™!. Berarti diferensiasi fungsional dalam diferensiasi
instansional. Dengan demikian, pada diferensiasi fungsi menghendaki pula
diferensiasi itistansional.

B fbid.
2% M. Yahya Harshap, op.cit, bl 46 dan 47,
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a. Diferensiast instanstonal

KUHAP telah memberikan penjelasan tentang penyidik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 butir | junto Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pagal 1 butir
& huref b junfo Pasat 13 KUHAP. Dijclaskan bahwa, “Penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil
tertenty yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan”®. Pengertian vang samm fuga terdapat pada Pasal
& ayat (1} KUHAP. Demikian pula pengertian mengenal penuniut vmuem
KUHAP menjelagkan babwa, “pentntut omum adalah jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakitn”*". Pasal 13 KUHAP juga memberikan
pengulangan terhadap pengertian penuntut umurn,

Undang-Undang sektoral yang mengatur kepolisian dan kejaksaan,
yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia Pada Pasal 1 butir 10, Undang-Undang
No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan
mengenai definisi penyidik yang sama sebagatmana diatur dalam KUHAP,
namun pada undang-undang kepolisian istilah “penyidik” dan “penyidik
pegawai negeri sipil® menjadi pengertian yang terpisah. Definisi penyidik
pegawai negeri sipil diatur di dalam Pasal 1 butir 11, Undang-Undang
No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Ne.16 tahon 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai definisi penuntut
umum yang sama sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua undang-
undang tersebut mengatur kepolisian dan kejaksaan yanp terpisah secara
kelembagaan dan keduanya masing-masing mempunyai susunan dan tata

5 Indonesls, Undang-undang Hukum Acara Pidana atay Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidang (RUFAP), UU No. § Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1581, TLN No, 3209, Pasal |

* Indonesls, Undung-undang Hukum Acara Pidana atou Kitah Undang-undang Hukum
Arara Pidana (RUHAF, UU No. 8 Tahen 1981, LN No. 76 Tshun 1981, TLN No. 3209, Pasal |
butir 6 huruf'b.
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kerja orpanisasi yang diatur melalui peraturan pelaksana yang berbeda
pula.

Dengan demikian, diadakan pembedaan secara jelas bahwa penyidik
adalah pejabat Polri (instansi kepolisian) dan penyidik pegawai negeri sipil
tertenty, sedangkan penuntut wmum adalah jaksa (instansi kejaksaan).
KUHAP dan Undang-Undang scktoral telah menjadikan instansi penyidik
dan instansi penuntut vmum terpisah dan mandiri, antars satu instansi
bukan subordinasi dari dari instansi lainnya dan masing-masing secara
organisatoris bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasannya.

Dzlam  ketatanegaraan Indonesia, posisi / kedudukan instangi
kepolisian dan kejuksaan berada di bawah dan menjadi subordinasi
pemerintah / eksekutif (Presiden). Kepolisian dikepalai oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Kejaksaan {Kejaksaan Agung)
dikepalai olch Jaksa Apung Republik Indonesia Kedudukan / posisi
kepolisian sebagai bagian (subordinasi) dari pemerintah 7 eksekutif dapat
diketahui dari ketentuan sebagei berikut :

Fungsi kepolisian adalah salah sstu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliliaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat®

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara vang
berperan dalum memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serfa memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarskat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri®.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut, dapat diketabui salah
gatu fungsi kepolisian, vaitu penegakan hukum, tepatnya dalam hal fungsi
peayelidikan dan penyidikan, Demikian juga kejaksaan, yang salah satu

7 ndonesia, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tabun 2002,
LN Bo. 2 Tahun 2002, TR No. 4168, Pasal 2.

¥ tndonesta, Dndong-undang Kepalisian Negara Republik Indonesia, U No. 2 Tabun 2002,
LN No. 2 Tahan 2002, TLN No, 4168, Pasal 5.

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2ddeilvsrsitas Indonesia



94

tugasnya, vaitu penegakan hukum, tepatnya di bidang pesuntutan, vang
dapat diketahui dari ketentuan sebagai berikut ;

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadilan vang felah memperoleh kekuatan hukum tetap
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang®®.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalan undang.
undang ini disebut dengan kejaksaan adalah Jembaga pemerintshan
yang melaksanakan kekuasaan npegara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang®'®.

Dalam pelaksanaannya, penepakan hukum diamanabkan kepada
kekuasaan pencgakan hukum (kekuasaan  kehakiman)®!!.  Semwa
letbaga/instansi  (termasuk  instansi kepolisian dan kejaksaan} yang
diberikan kekuasaan untuk itu sepatutnya disebut instansi penegak hukum
Pada hakikatnya, kekussasn kehakiman merupakan kekuasaan negara
dalam mencgakkan hukum Kekuasaan kebakiman identik dengan
kekuasaan {untuk) menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.
Pengertian ini disebut kekuasaan kehakiman dalam arti luas. Berbeda
dengan pengertian kekvasaan kehakiman dalam erti sempit, yang identik
dengan hanya keluasaan peradilan atau kekussasn mengadil®® dengan
Mahkamah Agong dan badan-badan pengadilan di bawahnya sebagai
simbolisasi institusional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai
berikut :

* indonesia, Undang-undang Kejakoaan Republik Indonesia, UU Ne. 16 Tahua 2004, LN No.
7 Tahun 2004, TUN No. 4401, Pasal 1 ayat {1).

¢ indeonesia, Undong-undang Kefaksaan Republik Tndoneste, 1 No. 16 Tahun 2004, LN No.
67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 2 ayat (1),

A1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hubum dan Kebijakan Hukum Pidana dafom
Pengngpudangan Kejahatan, Col Pertama (Jakaria : Kencana Presade Media Group, 2007), bl 5,

2 mbid., hlm.33.
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Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilat puna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselangparanya Negara Hukum
Republik Indonesia®,

Penyelengoaraan kekuasaan kehakiman sebapaimana dimaksud dalam
Pasal | dilakukan oleh sebuah Mahkaomh Agung dan badan peradilan
vang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan  tata usaha Negara, dan  oleh sebuah Mahkamah
Koustitusi**¢.

Dengan pengertian  kekuasaan kehakiman dalam  ani  lvas,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnys, maka kekuasaan kehakiman
tidak hanya berarii “kekuasaac menpadili” (kekuasazn menegakkan
hukem di  badan-badan  pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan
menegakkan hukum dalam seluruh proges penegakan hukum Hal ind
berart, dalam perspektif sistem peradilan pidana {(SPP), “kekuasaan
kehakiman (kekuasaan penegakan hukumy) di bidang pidans”, mencakup
seturuh kekuasaan’kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaeitu
kekuasaan penyidikan (oleh instansi penyidik, dalam hal ini kepolisian),
kekuasaan penuntutan (oleh instansi kejaksaan), kekuasaan mengadili
(oleh instansi pengadilan), dan kekuasaan pelaksana putusar/pidana {cleh
instansi eksekusfy®®. Dengan demikian, keempat instansi fersebut
melaksanakan kekuassan kehskiman (kekuvassan penegakas hukum di
bidang hukum pidana), dan disebut sebagai instansi penegak hukum.

Keempat (instansi) kekuasaan kehakiman (penegaken hukum) di
bidang hukum pidana tersebut menjadi satu kesatuan sistern penegakan
hukum pidana, vang dikenal denpan istilah “sistem peradilam pidana
terpadu” (integrated criminal justice syster). Dengan mendasarkan pada
pengertian kekuasaan negara dalam penegakan hukum (kekuasaan

2% tndogesia, Undang.undang Kekuasaan Kehakiman, U No. 4 Tabun 2604, LN No. 8
Tahua 2004, TIN No. 4358, Pasal 1,

2 Indonesia, Dnding-undang Kekuasaan Kekakiman, UU No. 4 Tahun 2004, IN No. 8
Tahun 2004, TIN No 43588, Pasdl 2

215 Barda Nawawi Atief, op.oft, blm 34,
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kehakimat), maks *kekuasaan kehakiman yanp merdeka dan mandiri®
harus pula terwujud dalam keseluruban proses penegakan hukum pidana.
Hal ini berarti, keseluruhan kekuasasn kehakitan di bidang pedegakan
hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan,
kekuasaan mengadili dan kekuasaan eksekusi pidana, seharusnya merdeka
dan mandiri (independen) yang berada di bawah naunpan Mahkamah
Apgung®® sebagai badan yudikatif menurut kousitusi, UUD 1945, dan
kekuasaan kehakiman terlepas dari penparuh, bahkan intervensi kekuasaan
pemerintah 7 eksekutif.

Rarena #tu, instansiflembaga kepolisian {kekuasaan penyidikan oleh
polisi disehut kepolisian kehakiman atau rijkspolitie, police judiciare®”
dan instansi / lembaga kejakeaan {kekuasaan penuntutan), yang keduanya
menjalankan kekuassasn kehskiman sepatutnya pula disebut sebagai
lembaga / instansi penegak hukum Berdasarkan konsepsi berpikir
demikian, maka sebagat konsekuensi tugas penegakan bukwm, seyogianya
lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan berada pada lingkungan
kekuasaan kehakiman, bukan subordinasi dari eksekutif / pemerintah
{Presiden).

b. Diferensiasi fungsi

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata
tertib, keamanan dan  keteptaraman masyarakat dengan cara
menanggulangi kejahatan, baik itn berupa usaha pencegahan (preventif)
maupun pemberantasan atau penindakan (represif) setelah terjadinya
pelanggaran hukum. Dalam penegakan hukum, negara memberikan
kekuasaan kepada alat-alat / aparat penegak hukum untuk melaksanakan
penegakan hukum terhadap setiap pelanpgaran atas peraturan perundang-
undangan. Aparat pensgak hukum yang berperan pada permulazn atau
awal suatu proses peradilan pidana, yakni lembaga kepolisian dan lembaga

6 bid., him.35-36.
* Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.oif, him 32,
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kejaksaan, vang masing-masing menjalankan fungsi penyidikan dan
penuntutan, tabapan pemeriksaan pendahuluan atau sebelum pemeriksaan
dipersidangan (tahap pra-ajudikasi).

Penyidikan berkaitan erat dengan penyelidikan. Fungsi penyelidikan
guna menentukan memang benar telah terjadi suatu perigtiwa. Peristiwa
vang terfadi tersebut berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari
hasil penyelidikan diduga merupakan tindak pidana dan dengan demikian
dapat menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke tshap penyidikan Dari
urajan tersebut, penyelidikan bukaniah fungi yang berdiri sendiri terpisah
dari fungsi penyidikan, melainkan penyelidikan menjadi bapgian dari
penyidikan, karena itu penyelidikan merupakan bagian atau cara dari
penyidikan. Pada kepolisian melekat fungsi penyelidikan dan penyidikan.
Perihal penyidikan dalam KUHAP dinyatakan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang  tindak pidana yang terjadi dan  guna  mensmukan
tersangkanya” .

Bertitik tolak dari uraian mengenal pengertian penyidikan tersebut,
setidaknya terdapat dua fungsi penyidikan, yaitn
1. Mencari dan mengumpuikan bukti, melalui serangkaian tindakan
penyidik menurut cara yang diatur undang-undang (KUHAP), dan
2. Atfas dasar bukti yang telah terkumpul tersebut, digonakan untuk
membuat terang tntang tindak pidana yang terjadi dan menentukan
tersangkanya.
Guna kelancaran dalam melaksanakan fungsi penyidikan, aparat
penegak hukum, dalam hal ini penyidik diberi wewenang (hak) tertasuk
penggunaan  upaya paksa, seperti  penangkapan,  penahanan,

8 Indonests, Undong-undang Hukum Acars Pidana atau Kitab Undamg-undang Hubum

Acara Pidana (KUHAP), U No. § Tahoo 1981, LN No, 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pagal {
butir 2.
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pengpeledahan, penyitaan, dan sebagainya yang membolebkan alat
penegak hukum unduk menempuhnya. Karena #u, dalam penggunaan
upaya paksa perlu diatur persyaratan dan pembatasan yang ketat demni
terjaminnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
(HAM).

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai tindzk pidana atau
bukan, maka penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi
suatu peristiwa sebagal tindak pidana dengan mempergunakan ilmu
pengetabuan hukum pidana. Dalam penggunaan ilmu pengetahuan hukum
pidana pada tabap penyidikan tentunya diarahkan kepada pembuktian vang
mengarsh pada unsur-unsur tindek pidana dan tersangka (pelekunya),
gehinpga tersangka dapat dituntut di hadspan persidangan, kemudian
dipidana bila terbukti berealah,

Penyidikan merupsken bagian terpenting proses pidana, sehingga
penyidikan dianggap sebagal hulu kegiatan penuntutan. Sementara
penuntutan merupakan penghubung antara penyidikan dan persidangan.
Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada penyidikan. Sebaliknya
kepagalan penyidikan roerapakan kegagalan penuntutan. Penyidikan dapat
berhasil jika®® :

3. Penyidik profesional dan menguasai baik sarana teknik (kriminalistik)
maupun hukum pidana dan hukum acara pidana.

b.  Harus obyektif, cepat, cerdas, adil, jujur dan mempunyai integritas
tinggi.

c. Ada mekanisme pengawasan pengawasan baik dari atasan maupun
horizontal {pengawasan tekis yuridis oleh penuntut umum).

d. Adanya partisipasi masyarakat,

Hubungan yang tidak terpisablan antara polisi dan penuntut umam
harusnya dipzhami oleh mereka, bukan menonjolkan dan mendudukkan
masing-masing fungsi pada posisi yang saling berhadap-hadapan dan

4° Badan Pembinass Hakum Kasional. op.cit., htm. 40,
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terfrapmentasi  dengat  arpumentasi berdasarkan prinsip  diferensiasi
fungsional, antara penyidikan dan penuntutan,

Setelah menpanalists fungsi penyidikan dalam proses pidana,
selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi penuntutan sebagai berikut

Pepuniutan adalah tindakan penuntut unwm uwatuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan pegeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang distur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan®®,

Berdasackan uraian mengenai pengertian penuntutan  tersebut,
setidaknya terdapat dua fungsi penuntutan, yaitu -

1. Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan neperi vang berwenang,

2. Untuk sampai pada tshapan melimpahkan perkara ke pengadilan,
penuntut umum dihareskan melakukan tindakan persiapan demi
keberbasilan penuntutan,

Dengan kata lain, scbagai antisipasi terhadap kegagalan dalam
penuntutan, penuntut omum harus mempersiapkan segala hal dalam
rangka pelimpahan perkara pidana ke pengadilan. Diantara persiapan yang
paling pokek, yaitu penilaian {(berdasarkan penelitian berkas perkara /
BAP) terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau pembuktian,
yang menjadi inti dari tupas penentutan oleh penuntut wmum di
persidangan. Pembuktian tersebut anstar Jain meliputi pembuktian
terhadap tindak pidana yang terjadi, pembuktian terhadap pelaku dari
tindak pidana, unsur kesalahannya dan dapat dipertanggungjawabkannya
perbuatan pelaku.

Berdasarkan hasil penyidikan, yaitu berkas perkara / BAP, penuntut
umum memformulasikan surat dakwaan Surat dakwsan dan berkas
perkara beserta barapg bukti dilimpahkan ke pesgadilan uniuk

20 Indonests, Undang-undang Hulum Acara Fidana atau Kitab Undang-undang Hukum
gz:ara Pidana (RUHAP), UU No. ¥ Tshun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1
atle 7.
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disidangkan. Di persidangan surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan
bagi hakim dan kepentingan pembelaan bagi terdakwa melalui penasihat
hukum. Meskipun secara formil surat dalowaan yang menjadi dasar
pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, namun berkas perkara (hasil
penyidikan) tetap menjadi baglan vang tidak terpisahkan (sebagai
konseknensi pelimpshan perkata pidana) dalam proses perneriksaan
tersebut, sehingga alam pikir hakim sebenarmya tidak dalam posisi netral
dan kosong (blank) dalam memandang dar menyelami suatu perkara
pidana yang akan diaditinya. Demikian seketumit pambaran dari tshapan.
tahspan dalam  proses pidans sebapal sustu sistem yang saling
berhubungan erat dan kait-nengait yang semuanya berawal dari
penyidikan.

Secaras formil, penuntit utnum mengetahui bahwa penyidik sedang
melakukan penyidikan melalni pemberitabuan dimulainya penyidikan oleh
penyidik kepada ponuntut wimuem, pada titdlc ini dimulai bubungan penyidik
dengao penuntut wnom, sebagaimana KUHAP menyatakan, “Dalam hal

penyidik telah mwilal melakukan penyidikan suatu peristiwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik membentahukan hal ita kepada

penuntut w4,

Sehubungan dengan pemberitabman dimulainya penyidikan ditegaskan
baltwa ditegaskan tentang kewajiban penyampaiannya, bentuk dan
waktunya sebagai berikut ;

a. Bahwa pemberitzhuan oleh penyidik kepada penustut umum
sebagaimana dimeksud oleh Pasal 109 adalah merupakan kewajiban
bagi penyidik.

b. Bahwa pemberitabuan ity wujudnya harus tertulis demi ketertiban
administrasi perkara dan dalam hobungan ini perlu adanya suatu
standatisasi, yakni apakah pemberitahuan itu dituangkan dalam bentuk
suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat
letak peografis untuk cepainya dapat dimanfaatkan alat komunikasi

2 mdonesia, Undang-undang Hidum Acare Pidana atau Kitab Undang-undeng Hudown
Acara Pidana (RUHAP), UU Ne. 8 Tahap 1981, LN No. 76 Tahus 1981, TLN Ko. 3209, Pasal
109 ayai {1).
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yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu
disusutkan secarz tertulis. ' ‘

¢. Batas waktu pemberitahuan seyogianya dilakukan dalam waktu relatif
singkat, vaitu sejak penyidik rmemulai pemeriksaan terhadap
tersangka®Z,

Diari wraian tersebut, diketahui bshwa pemberitabuan dimulainya
penyidikan oleh penyidik kepada peoustut wmum  bersifat  wajib
{(imperatif). Penyampaian pemberitahuan dirmulainya penyidikan difakukan
dalam bentuk tertulis sebagaimana dikenal dengan Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (disingkat SPDP). Namun menjadi janggal bila
KUHAP tidak mengatur sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.
KUHARP juga tidak mengatur. ‘
Dalam praktik timbul permasalahan, yaitu tindakan-tindakan apa N
yang (dapat dimungkinkan) dilakukan oleh penvidik dan pemmtut umuom
(untuk  keberhasilan  penyidikan dan  penuntutan) dalam  hal
disampaikannya pemberitabuan  dimulainya penyidikan sebagaimana
digtur oleh KUHAP. Masalah lainnya, penyampaian pemberitabuan
dimulzinya penyidikan (SPDP) bersamsan dengan pengiriman hasil
penyidikan (berkas pekara) kepada penuntut urmum, padahal SPDP
berfungsi untuk persiapan pelaksanaan tugas prapenuntatan.™ Mengenai
prapenuntutan, lebib jauh akan dibahas pada bagian lain dalam Bab ini,
Keperfuan  dari  disampatkannya pemberitabuan  dimulainya
penyidikan bagi penyidik (Polri) secara umum, yaitu sebagai alat kontrol /
pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse
of power) dari aparat penegak hukum, dalamn hal ini penyidik (Polri).
Pungsi fain sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan
miriabat tersangka dari kemungkinan tindekan penyidikan yang tidak sah.

2 tndonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huktm Acara Pidana, Keputosan
Menteri Kehakiman No. M.OLPW.07.03 tahun 1982, Bidang Penuntwtan Bab | Penyldik dan
Penuntut Umnom.

“ Berdssarkan wawancara pads {anggal 15 Juni 2009dengan Lils Agustina, Jakea pada Sub
Direktorat Oharda, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kefaksaan Agung RL
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Sedangkan penyampaian SPDP bersamaan dengah pengiriman berkas
perkara tidak dapat dibenarkan, hal ini akan mempersulit peruntut wutn
dalars  mempersiapan  penuntutan, Permasalahan ind akan menjadi
perhatian bapi aparat penyidik (polisi) dalam menjalankan tugasaya.**

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, perlu kiranya
kembali memshami secara komprehensif dan jernih kehendak KUHAP
dengan menciptakan prinsip diferensiasi fungsional, vang berarti
penjelasan dan penepasan pembapian funpsi dan wewensng bidang
penyidikan dan pepuntutan yang dioperasionalisasikan secars instansional
{sebagaimana telah divraikan pada butir 2) dan fungsional (sebagaimana
diuraikan pada butir b ind). Namon, tidak bethenti dan terpaku pada
pembagian fungsi (penyidikan dan penuntutan) saja. Dalam pembagian
fungsi (terutama penyidikan dan penuntutan) diatur sedemikian rupa
sehingga terbina  korelasi dan  koordinasi  berdasarkan prinsip
“keterpaduan” atau “infegrefed” dalam proses penanganan perkara pidana
{sistem peradilan pidana terpadu) tanpa mengenyampingkan mekanisme
pengawasan horizontal berupa checks and balances antar instansi
{kepolisian dan kejaksaan).

Dapat dikatakan, bahwa diadakannya lembaga pemberitahuan
dimulainya penyidikan (SPDP) dimgksud guna meletakkan dasar-dasar
kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional (lintas instansi) serta
merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penyidik
dan penuntut wmum, dalarn rangka mewujudkan proses penanganan
perkara pidana secara “cepat, sederhana dan biaya ringan™ yang menjadi
salah sata prinsip atau asas dari peradilan pidana di Indonesia,

Tujuan vtarma dari asas pemisshan diferensiasi fungsional, menurut M.
Yahya Harabap, yaitu

1. Melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih

# Berdasarkan wawancars pada tanggal 12 Jusi 2009 dengan AKP. St Irawati, penyidik
{Polri pada Divekdorat | Trans Nasiondl, Bagian Reserse Kedminal, Markas Besar Pold.
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2. Menjapin kepastian hukum.

3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara,

4. Memudahkan pengawagan atasan secara struktural, dan

5. Terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita  acara
pemeriksaatt*®,

Seyogianya diferensiasi fungsioanal (antara penyidikan dan
penuntutan} vang dikehendaki KUHAP juga mempunyst hguan yang
serupa dengan pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya. Dari kondisi pemisahan wewenang secara tepas dan tajam
antara polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum scbagai
sambungan domino akan berdampak pada permasalahan hubungan
koordinasi antara polisi dan jaksa yang sangat sulit untuk dipecahkan,
padahal dalam sistem peradilan pidang terpadu (integrated criminal fustice
system) antara penyidikan dan pecuntutan harus sambung kaif-mengkait
sehagal mata rantai™. Bila tidek dipisah secara tajam, baik dari scgi
fungsi {penyidikan dan penuntutan) maupun secara organisasi (kepolisian
dan kejaksaan), maka kekhawatiran terjadinya tumpang tindihnya
penyidikan tidak tetjadi®®.

Diferensiasi fungsional dan instansiomal, menjadi kontra produktif
dengan tujuan diadakannya,\sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
schingga keadaan {tu akan menimbulkan ketidaksinambungan dalam
proses peradilan pidana terhadap suatu perkara. Hal tersebut akan memberi
dampak yang tidak positif terhadap seorang tersangka dan terlanggarnya
hak-hak asasi seorang pencari keadilan karena terbukanya kemungkinan
penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of powsr) penyidikan dan
penyalahgunaan penuntutan dalam pelaksanaannya.

Dengan dilakukannya pemisahan/diferensiasi secara tajam baik secara
fungsi, yaitu penyidikan dan penuntutan (diferensiasi fungsional) melalui

%5 M. Yahya Harahap, op.cit, him, 49,
5 pndi Hamzah, opcit, bl 20,
%7 Badan Pembinaan Hulaus Nasfonal, op.oit, blim, 32,
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hukum acata pidana (KUHAP) dan orpanisasi, yaitu kepolisian dan
kejakeaan, maka sesungpuhnya semakin menjauhkan proses peradilan
pidana dari asas/prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
serta tujuan proses peradilan pidana yaitu, proses hukum yang adil {(due
process of law).

2. Faktor penegak hukum,

Istilah “penegak hukum” mempunyai ruang lingkup vang luas sekali, yaitu
mencakup mereka wyanp sccara langsung dan secars tidsk langsung
berkecimpung i bidang penegakan hukum Untuk membatasi pengertian
penspak hukum, maka akan dibatasi pada kalanpan yang secara lanpsung
berkecimpung dalam penegakan hukum dengan cakupan law enforcement
maupun peace mainferance, yang meliputi bidang kepolisian, kejaksaan,
kepengacaraan, kebakiman dan pemasyarakatan *® Semua pihak-pihak yang
menerapkan {(wujud nyata) dan menegakkan bukum dalam kehidupan sehari-
hari dapat disebut penegak hukum.

Selain istilah “penegak hukum”, terdapat pula istilah “profesi hukum”.
Istilah yang kedua tadi semestinya hanya ditujukan kepada lulusan yang
berfatar belakang pendidikan tinggi (faknltas) hukum yang menjalankan bidang
pekerjaan (profesi) dalam masyarakat. Jadi, termasuk didalamnya mereka yang
menjalankan profesi sebagal pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum,
ataupun jaksa dan hakim {tidak termasuk didalamnya sarjans hukom yang
menjadi dosen atau polisi). Sementara, istilah “penegak hukum™ sebagai
terjernaban dari low enforcement officer datam arti sempit hanya tertuju pada
polisi, namun dapat juga mencakup jaksa Di Indonesia, istilah penegak hukum
biasanya diperluas sehingga meliputi pula hakim dan penpacara (advokaty??®.

Magyarakat luas pun memandang mereka semua sebagai alat /7 aparat negara
penepak hukum®®,

¥ soarjono Sockatto, ap.oit, him.1s,
2 Mardiosio Reksodiputro, op.cit, hilm.78.
29 Bards Nawawl Arief, op.cit., Klm 50,
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Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (starus) dan peranan (role)
dalamn pelaksanaan penegskan hukum, Secara sosial, kedudukan merupakan
posisi tertentu di dalam stroktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang
atau rendah. Kedudukan scbenarnys merupakan suaty wadsh yang berisi hak-
hak dan kewsjiban-kewajiban tertents. Suatu hak scbenarnya merupekan
wewenang uotuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalab
beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan
atau role. Karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimmya
dinamukan pemegang peranan {role occupant).”™" Sebagai pemegang peranan,
penegak hukum melalui undang-undang dipercaya menyandangkan kekuasaan
(tugas dan wewenang) untuk menegakkan hukumn {(kekuasaan kehakiman)y™.

Suatu peranan tertentu, dapat diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian,
yaitu : peranzn yang ideal {(idea! role), peranan yang scharusnya (é.z:pez:fea’
rofe), peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (perceived role), dan peranan
yang sebenarnya dilakukan {actual role)™*. Peranan yang ideal dan peranan
yang seharusnya dari kalangan penegak hukum, kbususnya pada tabap pra-
ajudikasi, vaitu polisi, jaksa dan advokat telah dirumuskan dalam beberapa
undang-undang (Undang-undang No. No. 8§ Tahun 1981 tentang KUHAP,
Undang-undang Mo. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, LN No. 2 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat).

Pada lain sigi, seorang penegak hukum, sebggaimana halnya dengan warga
masyarakat lainnya mempuayai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus,
schingga tidak mustahil antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik
(status conflict dan conflict of roles). Hal terscbuot muncul bila pada
kenyataannya tetjadi suatu kesenjanpan antara peranan yang seharustiya
(expeeted role) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual

21 sowions Sockanto, op oiz, blm 19,
2 Barda Nawawi Arief opoir, him 33,
# goerjono Sockanto, opoit., him 20,
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(actual role), yang berakibat terjadinya suatu kesemjatpgat peranah {(rofe
distance). Peranan yang sebenatnya atau peranan yang aktual terkait dengan
prilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hulum, yang disatu
pithak mencrapkan perundang-undangan, tetapi di lain pihak melakukan
diskresi di dalam keadaan tertentu 2

Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak
tukum sebenamya lebih banyak tertuju pada diskresi Penegakan hukam
sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang
menyangkut pengambilan keputusan yang secara tidak ketat distur oleh kaidah
hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi (subyektifitas) Pada
hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti
sempit}. =

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai penegek hukum harus
didasarkan pada prinsip bahwa segala perbuatan atau tindakan penegak hukum
didasarkan atas aturan dan prosedur atau ruwles and procedures {regelsy
dalam segala bentuknya dengan tujuan terwujudnya proses hukum yang adil
{due process of law). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan
dapat menyebabkan birokragi menjadi lamban. Karena #tu, untuk menjamin
ruang gerak bagi pemegak hukum dalam menjalankan tugasnya maka sebagai
pengimbang, dimungkinkan pula untuk mengembangkan dan smenstapkan
sendiri kebijakan atau beleid-regels (policy rules) yang berlaku internal secars
bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan vang dibebankan
oleh peraturan yang sah berdasarkan pada prinsip “freies ermessen™.

A4 tbid, alm.21.

2 Ioid, him.7 dan 21.

B Asshiddigie, Jimly. “Cila Negara Hukum Indonesia Kontemporer”. Orasi Hmiah
disampaikan pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukwm Universitas Sriwijaya Palembang, 23
Moarel 2004, bl 4

7 hid,
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“Breies ermessen”™", betasal dari bahasa Jerman, diterjemshlan sebagai
“keleluasaan bertindak” atay “kebijaksansan” (diskresi), dalam bahasa Latin
disebut “discretio"™®, dalam bahasa Inggrs disebut “discretfon”*
Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah®' membedakan antara kebijakan
(policy) dengan kebijaksanaan (discretion), perbedaan ity sama dengan
perbedann antara “strategi™* dan “takiik™**. Berbagai keadaan yang bersifat
situasional mungkin dibadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan peranan
(tugas dan wewenang), di satu pihak tetap menerapkan perundang-undangan,
nanwin di lin pihak mengharuskan mercka melakukan diskresi, demi
kecepatan bertindak, tetapi tetap pada kecermatan berpikir.

Contohnya : peranan kepolisian. Peranan kepolisian, termasuk Kepolisian
Negara Republik Indonssia {(Polii), pada haldkatnya bersifat universal Secara
universal peranan kepolisian dirumuskan sebagal penegak hukum {(faw
enforcement officer), termasuk peranan sebagai pembasmi kejabatan {crime
fighters) dan pemelihara keterttban (order maintenance)™®. Karena itn,
terdapat organisasi internasional (Poirl termasuk anggotanya) yang populer

22 prsies ermessen © kebebasan bertindsk menunut pertimbangan sendinl, banyak dipakai
dalam bukum sdministresi negara, ¢i mana pefaksena mengambil kebijaksanosn yang dilner
ketentuan, demsi lancarnys administrasl {pembangunan), sebagsimana dimased dalam, Aadi
Hamuzah, Kone Hidwm, Cet Periama {Jakarta © Ghalia Tedonecia, 1986}, hlm. 205

% Diserefio : menuret kebijaksanaan, sehagad kaia sifst; menural wewenang aisy kekuasaan,
yang tidak atan tidak setarulinys terikat pada ketentuan widang-undang, dalam Andi Hamssh,
Kamus Hulsom, Cet. Pertama (Tekarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 152.

2 Discretion : kemerdekazn bertindak, dalan LP.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum
Inggris-Indonesia, Cet, ¥edua (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) kim. 223,
Discretion {eriminal & tort low)  the capacily o distinguish bepween right and wrong, sufficient
to make a person mespoansible for bis or her own agtion, dalam Heory Camphell Black, Blgck’s
Law Dictionary, Seventh Bdition, (Bt Paul | West Publishing Co, 1995) him 479

% Andl Hamesh, opoff., him 6.

22 Strategd : rencana yang cermat mengenal kegistan unfuk mencapai sasaran khusus, dalam
Departemen Pendidikan dan Kebudaysan, Kamws Besar Bahasa Indonesia, Bdisi Kedua,
Cet Keenpat (Jakarta : Balal Pustaka, 1995), hlm.964.

22 Takitk : rencans atau Hodukan yang bersisiem untuk mencapai tujuan; pelaksanaan strategd;
stasat, musthst, dulam Departemen Pendidikas dan Kebudayasn, Kamus Sesar Batusa Indonesia,
Bdisi Kedua, Cet Keanpat (Jakaria : Balai Pustaks, 1985), hlm 994,

34 Badan Petmbingan Hukum Nasional op.off, Blm. 23,
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dengan nama “Interpol”, yaitu singkatan dari “International Criminal Police
Organization” disingkat ICPO yang berkedudukan di Parls, Perancis®®. Fokus
Interpol yaitu pada kerjasama internasional mengenal pemberantasan kejahatan
internasional (pertukaran keterangan polisi, identifikasi penjahat-penjahat yang
dicari atau dicurigai dan penangkapan orang-orang atas surat perinfah badan-
badan pengadilan dengan ekstradisi) dan kerjasama internasional™,

Peranan kepolisian (Polri) lainnya, dalarn hal menegakkan hukum, yaitu
dalam penyidikan (tahap pra-ajudikasi), misalnya, dalam suatu tindak pidana
penyidik mencari dan meogumpulkan bukti untuk mempercleh  “bukti
permulaan vang eukup” yang padanannya, yaitu probable cause. Selain “bulai
permulaan yang eukup™ dikenal jupa “bukti yang cukup” vang padenannya,
yaitu probabie cause ditambah resonablesness™.

Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bukti perpmlaan yang
cukup ialsh bukt permulaan untuk mendupga adanya tindak pidana. Penjelasan
Pasal 17 KIUHAPF yang demikian, tidaklah cukup menjelaskan apa maksud dari -
“bukti permulaan yang cukun”. Ketidakjelasan arti kata-kata “bukti permulaan
yang cukup” di dalam undang-ondang (KUHAP) akan mengakibatan
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya®®. Karena
ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “bukii permulaan yang cukup”,
maka dalam Rakergab Mahkejapol I tahun 1984, dirumuskan bahwa yang
dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” seyopgianya minimal laporan
polisi ditambsh denga satu alat bukti lainoya™. Kenmdian rumusan tersebut
dimasukkan oleh Polri ke dalam Surat Keputusan No. Pol.: Skep/12054X/2000

35 M. Karjadi, fnferpof (Pokist Internasional). (Bogor : Polilela, 1976) hin.1 dan 2.
M8 Ibid., himi 18-20.

#7 “Bukti permulaan yang cukup” schagai dasar penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP,

sedangkan “bukti yang culp” sebagai dasar penahanan, sebagaimana ditulip dalam Luhut M.P.
Pangaribuan, Lay judges dan Hakim Ad Hoe Swatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilon
Piduna Indonesia. Cet. Pertama. (fakarta : Propram Pascasarjana Universitas Indonesiz, 2009)
hin 149,

* Sordjono Sockanto, op.ci., him. 18,
3 Hamrat Hamid dan Haron M. Huseln, op.oit., Bitn. 83,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2000 Wniversitas Indonesia



o

tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Perryidikan Tindak Pidana.
Begitu pula persoalan sah atau tidaknya satu alat bukti yang diperoleh penyidik
sebagai bagian dari “bukti permulaan yang cukup”, selain adanya laporan
polisi, tidak diatur dalam KUHAP. Semuanya didasarkan pada diskresi
{kebijaksanaan) penyidik™®.

Penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan melakukan rangkaian
tindakan untuk (mesgumpulkan “bukti permulaan yang cukup™) membuat
terang tindak pidana yang terjadi dan guna mepemukan tersangkanya. “Bukti
permulaan yang cukup” sebagainmna Penjelasan Pasal 17 KUHAP, adalah
“bukti permulaan untuk mendoga adanya tindak pidana” (cetak tebal oleh
penulis}. Nanmun bagaimana “menduga” dari “perbuatannya atau keadaanya”™
itu telah diyakini adanya bukti permulaan yang cukup secars sah berdasarkan
mekanisme hukum acara pidana, juga penentuannys diserahkan padé. penyidik,
bukan porsi penuntut upmm Kkarena tidak diatur dalam KUHAP. Dalam
wacana, penilaian terhadap bukti permulaan yang cukup dan untuk menduga
telah tetjadi tindak pidana kelak akan diserahkan kepada hakim magistraves
atau Hakim Komisaris®' (akan dibahas pada bagian lain dalam Bab ini).

Demikian juga, dalam menetapkan sesecrang rnenjadi tersangka, klausula
“bukti permulaan yang cukup” (adalah bukti permulaan untuk menduga adanya
tindak pidana®™?) atau probuble cause menjadl sangat penting. Scbagai
tersangka, peayidik apabila telah menimbang adanya slasan  keperluan
{necessity) dan memenuld syarat secara yuridis atlay reesonablessness, scorang
tersangks dapat juga lskukan penangkspan atau peoahanan. Semuanya
dilakukan atas pertimbangan penyidik sendiri®®, berdasarkan diskres
{kebijaksanaan) penyidik, Diskresi kepolisian dalam bidang penyidikan begitu

“2 L ohut M.P. Pangaribuan, hlm 149,

2 g mim. 181,

*? Indomesis, Undang-undang Fukum Acara Pidana atau Kitah Undang-undang Hidam
Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1321, TLN No. 3203,
Peniclasan Pasal 17.

=% L uhwt MLP, Pangaribuan, Joc eif.
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Iuas. Jadi, sangat mungkin pertimbangan penyidik menjadi tidak objektif dan
bias, schingga dalam keadaan yang seperti itu diperlukan kontrol / pengawasan.

Dalam bal pengawasan / konirol, KUHAP telah mengadakan lembaga
praperadian  dan  prapenuntutan. Kontrol demikian bersifat  horfzontal
Praperadilan menjadi wewenang pengadilan dan prapenuntutan menjadi
wewenang penuntut umum. Selain mckanisme hukurn acara pidana, terdapat
juga kontrol yang bersifat vertikal atau pengawssan secara internal yang teleh
ada dalam lembags kepolisian (Propam) dan pengawssan vang diserahkan
kepada masing-masing atasan secara berjenjang. Selaln #tu, ada lembaga
Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang juga menjadi pengawas
terhadap kinerja kepolisian. Sehingga, bila terjadi permasalaban atau
ketidakpuasan babkan pelangparan dalam prosedur penanganan perkara pidana
vang dilakukan oleh polisi, maka jalur-jalur tersebut dapat dimanfaatkan®*,

Kontrol / pengawasan dari sudut pandang proses beracara (pidana) sangat
mutiak diperlukan karens mempunyai persinggungan dan relevansi sangat kuat
deagan hak asas{ manusia (HAM), seperti upaya paksa. Alur proses pidana,
setelah penyidikan, kemudian perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan,
penuntul umum disini mempunyai posisi terdekat depgan penyidik. Pads upaya
paksa yang dilakukan oleh penyidik, seperti pemangkapan dan penahanan,
penuntut umum tidek mempunyal kapasitas untuk menilai upaya paksa tersebut
dan tidak diberikan hek untuk mempraperadilankannya, kecuali mengenai
penghentian  penyidikan. Secara tmbal balik, penyidik juga dapat
mempraperadilankap penghentian penuntutan oleh penuntut wnem Demikian
pula pada lembaga prapenuntutan, peountut umum hanys meneliti berkas
perkara apakah telah lengkap syarat formil dan materiilnya, penilatan terhadap
upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan selama dilampirkan surat
perintah dan berita acaranya dianggap telah sah®*.

4 Berdagarkan wawancars pada tanggal 12 Juni 2009 dengan AKP. Sri lrawati, penyidik
(Polri) pada Dirckiorat 1 Teans Nasional, Bagian Reserse Krimioa), Markas Besar Polri.

27 Pardasarkan wawancars pads tanggal 15 Juni 2009 dengan Lila Agusting, Jaksa pada Sub
Direltorat Ohards, Juksa Agung Muda Pidena Umum, Kejaksaan Agung RI
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Saat ind, di Indonesia belum diatur lembaga pengadilan {seperti Hakim
Komisaris} yang mempunyal wewenang melakukan evaluasi terhadap
tindakan-tindakan aparat penegak hukum {penyidik dan peountut umur) pada
tahap pra-ajudikasi, khususnya upaya paksa yang berdasarkan pada diskresi
(sepihak). Lembaga tersebet tidak hanya menilai setelah upay;'az paksa, seperti
penangkapan / penahanan, yang ditetapkan berdasakan diskresi (sebagaimana
konsepsi lembaga praperadilan yang telah diatur KUHAP), namun dapat
menjangkau dan memutuskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh
aparat penegek hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnys.

Hukum zcara pidans menjadi ujian skan kebenaran sebagai karya agung
melalui pengettapannya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata berdasarkan
prinsip jaminan dan perfindungan hak asasi manusia (HAM), namun usaha
tersebut dapat kandas karena pada tahapan operasionalisasi terhadsp prinsip
tersebut sepak terjang aparat penegak hukuma dalam penegakan hukum selalu
dilandasi olch formalisme belaka™s, '

Penegak hokum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang
hendakniva mempunyai kermampuan-kemampuan ferfenty, sesuai dengan
perkerbangan dan tuntutan zaman®’ yang kini semakin menghorrmati dan
menjunjung tingg! harkat dan mertabat manusia. Sebagai panutan, sudah
seharusnya penegak hukum dituntut menfadi tauladan dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya, yang tidak semata-mata hanya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana saja, namun juga didasari
oleh moral pribadi dan etika profesi.

3. Advokat dan bantusn hukum sebagal perwujudan proses hakum
yang adit {due process of o} dalam pra-ajudikasl
Dalam pra-ajudikasi, khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikan,
seotang tersangka berhak memperoleh bantuan hukum oleh advokat,

% indonesis, Pedoruan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hulum Acara Pidona, Kepntusan

Menteri Kehakiman No. M.51.PW.07.03 {abun 1582, Bideng Umum Bab V Peautup.

51 Soerdiono Sockanto, ap.cit., hinn 34,
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP, bahkan tidsk hanya pada
tahap penyidikan melainkan pada semua tingkat pemeriksaan. *Hak
memperoleh bantuan hukum” ini menjadi salah satu asas yang diakomodasi
dalam KUHAP. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum bahkan
berubah menjadi “wajib” bila sangkaan atau dakwaannya diancam dengan
pidana mati atan lima belas tahun atau lebih. Kewajiban penunjukan penasthat
hukum itu dibebankan kepada aparat penegak hukum disetiap tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56
avat {1} KUHAP.

Landasan dari bantuan hukum, baik dalam pelaksanaannys maupun
tujuannya harus dapat menciptakan suatu kondisi yang melindungi dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan falsafah bangsa
Indonesia, vaitu Pancasila yang tidak boleh terlupakan. Falsafah tersebut
diterjermahkan ke dalam prinsip-privsip bhukum vyang berlaku universal,
termasuk dengan memberi seseorang (tersangka/terdakwa) kedudukan sebagai
subjek  (bukan aﬁyek) hukum yang berhak mempertahankan derajat dan
martabatnya sebagai manusia.

Pada tataran yuridis praktis, bantuan hukum merupakan perwujudan proses
hukum yang adil {due process of law) yang menjadi tujuan hukum acara
pidana. Dalam dwe process of law tercakup makna perlindungan terhadap
HAM, karena meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, selama ia
masil dalam proses peradilan pidana, terutama pada pemeriksaan di tingkat
penyidikan, 1a masih diakui harkat dan martabatnya sebagaimana dimaksud
dalam priogip / asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sampai
adanya bukti akan kesalahannya dalam putusan penpadilan vang telah
berkekuatan hukum tetap™®

Asas pradugs tidak bersalah ini merupakan asas utama perlindungan
terhadap HAM dalam suatu proses bukum yang adil. Dalam asas ini mencakup
sekurang-kuranguya

% tndonesls, Undang-wndang Keluasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. §

Tahan 2004, TLN No. 4358, Pasal &,

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH U, 2000 Universiias Indonesls



113

Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara,
Bahwa pengadilanlah vang berhak menentukan salah tidaknya
terdakwa,

¢. Bahwa sidang pengadilan barus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia),
dan

d. Bahwa tersanpka dan terdekwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk

dapat membela diri sepenuh-penuhnya®’.

om

Asas “hak untuk memperclek bantuan hukum” merupakan akibat logis
dari ketipa asas, vaitu : asss “perlakuan sama d&i muks hukum tanpa
diskriminasi”, asas “praduga tidak bersalah” dan asas “hak unituk memperoleh
kompensasi {ganti rugd) dan rehabilitasi”. Karena itu, dokrtin “zquality of
arms”  juga haros  ditaati, sebsgaimana  dinyatakan oleh  Mardjone
Reksodiputro: ‘

Doktrin ini merupakan pengakuan babwa asas “praduga tidak bersalah™
bukanlah suatu asas yang kosong. Negara, melalui aparat kepolisian dan
kejoksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding
dengan kesempatan vang dimiliki tersangka dan  terdakwa (yang
kemungkinan besar berada dalam tabanan). Hak untuk membela diri telah
diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin
“equality of arms™ ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa
yang sangat tidak seimbang (disudveniuge) menghadapi negara, Asas ini
pun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (an idependent legal
profession). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan batiwa tidak ada
yang perlu ditakuti seorang advokat apabzla ia membela georang klren
vang “tidak disukai” masyarakat atau negara.’

Pada pemeriksaan penyidikan tersebut advokat mendampingi tersangka,
namun pendampingan tersebut tanpa disertai dengan hak untuk berbicara dan
menambahkan apapun dalam Berite Acara Pemeriksasn (BAP) tetsangka.
Dalam pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, advokat dapat betkonsultasi

#* sardiono Reksodiputro, op.¢it., him.36,
8 rvid, him.3R.
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dengan tersangka tetapi whithin sight and without hearing®®'. Dalam hal ini
kehadiran advokat bersifat pasif. Berbeda pada tahap penuntutan (termasuk
persiapan penuntutan atau prapenuntutan), yang di dalamnya tidak ada proses
pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi maupun tersangka.

Dalam penuntutan posisi advokat kurang berperan, meskipun tidak dapat
dikatakan tidak berperan sama sckali. Contohnya : setelah berkas perkara
penyidikan kepolisian dinyatakan lengkap oleh jaksa, kemudian dilanjutkan
dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada
kejaksaan (yang dikenal pada internal kejaksaan sebagai “tahap kedua™). Pada
tahap ini, iaksa akan menerima tersangka dari kepolisian dan meneliti (secara
formil) identitas tersangka. Setelah itu jaksa akan menjelaskan kepada
tersangka dengan cara memberitahukan (nofice, sebagai salah satu unsur dasar
dari “due process”) mengenai tudubhan yang akan disangkakan kepada
tersangka. Advokat dalam posisinya dapat melakukan pendampingan terhadap
tersangka pada tahap ini. Advokat memastikan tidak adanya pemaksaan dan
intimidasi dari pihak jaksa terhadap kliennya untuk menerima dengan serta
merta tuduhan tersebut**.

Kembali pada proses penyidikan. Dari sisi advokat, kehadirannya dalam
mendampingi tersangka cukup signifikan, kondisi demikian dimaksud untuk
kepentingan pembelaan dan melindungi hak-hak lain dari tersangka dalam
proses pemeriksaan, terutama bila terhadap tersangka dilakukan upaya paksa,
seperti penahanan. Pada prinsipnya upaya paksa, seperti penangkapan dan
penahanan harus ditujukan terhadap vyang betul-betul melakukan tindak
pidana®®.

Secara filosofi, penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan
bentuk pelanggaran terhadap HAM dan pengekangan / pembatasan terhadap

%1 | yhut M.P. Pangaribuan, op.cif., him.182.

%2 Berdasarkan wawancara pada tanggal 15 Juni 2009 dengan Lila Agustina, Jaksa pada Sub
Direktorat Oharda, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI.

! Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 Juni 2009 dengan Leonard Simorangkir dan

Sugeng Teguh Santoso, Advokat dan Anggota Dewan Kehormaian Pusat Peradi (Perhimpunan
Advokat Indonesia).
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kemerdekaan seseorang yang mempunyai harkat dan martsbat. Dalam
penegakan hukum, pevangkapan dan penahanan sebagai upava paksa, harus
sedemikian rupa dibatasi penggunaannya sebab merupakan bentuk pelanggaran
HAM, karena itu perlu diatur dan diawasi (kontrol) dalam swvatu undang-
undang. Meskipun ada lembaga praperadilan, untuk memeriksa sah atau
tidaknya upaya paksa penangkapan / penshanan, samun penilaian terhadap
“bukti pemulaan yang cukup” dan adanya alasan keperluan serta memenubi
syarat secara yuridis (yang menjadi dasar penangkapan / penahanan),
sebagaimana telah dijelasken merupakan diskresi penyidik, tidak masuk dalam
lingkup praperadilan (Pasal 77 s/d B2 KUHAP). Padahal, secara konsep
diadakannya lembaga praperadilan dimaksud unfuk melindungi HAM
seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh
aparat penyidik atan penuntut umurm dalam tahap pra-ajudikasi. Disinilah peran
advokat dalam tahap pra-ajudikasi, khususnya pada penyidikan, dengan
memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada tersangka untuk
membela hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara™ .

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai saleh satu
upaya umtuk tnengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan
penepgakan hukum. Disamping itu, karena twuannya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam
bidang kebijakan sosial, vaitu sepala usaha yang rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah
kebijakan, meka penggunaas hukum (pidana) sebenarnya tidak merupakan
guatu keharusan®® (ultimum remidium). Tidak ada absolutism dalam bidang
kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dhadapkan
pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif®®®.

4 hid,
%3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakarn Pidana Cet Ketiga (Bandung :

Alamnl, 2005) him, 149,

% mhid.
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Hal serupa sebagaimana dikemukakan oleh Sudario, dalam melaksanakan
politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemiliban dari
sekian banyak alternatif vang dihadapi. Kebijakan pidaga berkait eral dengan
masalal nilai {filosofi), dalam konteks Indonesia yang berfilosofikan Pancasila,
maka kebijakan penegakan hukum diletakkan pada pendekatan humanistis®™ .

Pemidanaan pada dasarnyas merupakan suatu langkeh yang disebut
discretion (kebijaksanaan), narmun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perifaku
personal, melainkan sebagai langkah dan pendekatan untuk mermutuskan secara
khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran, hukum dan
keadilar®®, Dalam konteks fni keadilan sebagai faimess®®. Salsh satu bentuk
keadilan sebagai fairness yaitu ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang
antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan
menentukan - antara  klaim-klaim  (kepentingan-kepentingan)  yang
berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial®™.

B. Frapenuntutan Diantars Kepolisian Dan Kejaksasn

Konsekuensi berlakupya KUHAP dalam bidang penvidikan, bahwa
kewenangan kejaksaan (masa HIR} dalam tahap pemeriksaan pendahuluan
(pra-ajudikasi) yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan dan pengawasan
koordinasi terhadap penyidik lain telah dialibkan kepada kepolisian. Dengan
demikian, fungsi penyidikan secara umiin, dengan segala kewenangan dalam
bidang tersebut, seperti upaya paksa berupa penangkapan, penzhanan,
peagpeledahan badan, pomasukan rumah, dan penyilasn, secara ofomatis
beralib kepada kepolisian sebagai peoyidik utama (koordinator bagi penyidik
lain), bekan penyidik tuoggal.

*7 Sudarto, Hukum dan Hulamm Pidang, (Bandung  Alumni, 1977), him. 161 seperti dikutip
oleh Mnladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teor! dan Kebijokan Pidana Cet.Keligs (Bandung
Alumpai, 2005) him 164,

%% Muladi dan Barda Nawawi Aticf, op.oft, Him.210,

% tobms Rawls, Teori Keadilan (A Theory of Justive). Ditetfemahban nleh Uzair Fauzan dan
Hery Pragetyo, Cot Perfanta (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996}, him.3.

™ thid., hlm.6,
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Dengan diserabkannya kewenangan penyidikan {secara umutn) kepada
Polri, terjadilab diferensiasi fungsional menurut KUHAP (bila tidak ingin
menycbut kompartemensi) antara penyidik dan penuntut wnum  Fada
prinsipnya kegiatan penyidikan sebagal “bulu” dan penuntutan sebagai “hilic”
atau muars layaknya “sungai” dari proses peradilan pidana, Semua kegiatan
oleh penyidik akan menjadi tanggung jawab penuntut umum di depan sidang
pengadilan. Keberhasilan atau kegagalan penuntutan akan bergantung pada
sempurna atau tidaknya hasil penyidikan.

Kesadararan akan penting dan terksitnys penyidikan dan penuntutan,
KUHAP secara berturut-turut memberikan jalur koordinasi antara penyidik dan
penuntut urnum melalui tiga hal, yaitu pemberitahuan dimulainys penyidikan
{dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP),
perpanjangan penahanan (oleh penyidik kepada penuntut umurmn pada tahap
penyidikan) dan lembaga prapenuntutan (sarana menyelaraskan fungsi
penyidikan dan penuntutan;.

1. Prapenuntutan sebagai wajud kebifakan (operastonal) pidana
KUHAP merupakan produk legislasi sebagai perwujudan penanggulangan
kejahatan dalam konteks politik (kebijakan) pidana atau criminal policy
melalui sarang penal dengan bentuk undang-undang (acara pidana atau pidana
formil). Perwujudan kebiiakan (pidana) secara umum melalul tiga tahap,
diantaranya yaifu tahap penetapan pidana {materiil dan formil) oleh perbuat
undang-undang®’. Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Sistem Pencgakan
Hukum Hidana (SPHP) pada hakikatnya merupakan bagian dari criminal

policy dengan menggunakan sarana/upaya penal’’”

. Criminal policy actara lain
harus bertujuan untuk pada satu pibak mengurangi keinginan (mmengecilkan hati
atau discourage) pelaoggaran aturan-sturan pidana dan pads pihak lain

memenuhi rass keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pelaksanaantya

7 Muladi dan Barda Nawawl Arief, Teorl-Teor! dan Kebijakan Pidana, Cet. Ketigs {Bandung

: Alumni, 2005), bl 173,

“2 Barda Nawawi Arief, gp.cit.,, him 47,
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oleh SPP, dengan tujuan memenuhi kedua unsur tersebut, tidaklah mndah.
Untuk ity diharapkan adatiya keterpaduan (sebagai asas atau prinsip) dalam
pelaksanaan kebijakan pidana oleh komponen-komponen SPP*™.

Rebijakan penetapan lembaga prapenuntutan dalam KUHAP, sebagai
contoh dari wujud kebijakan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini
sebagai tahap kebijakan pertama atau disebut scbagai  kebijakan
legislatiffformulatif, vang paling strategis dan diharapkan menjadi pedoman
untuk tahap-tehap berikutnya®’*. Pada lembaga tersebut, kebijakan pidana
dapat diuraikan sebagai kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan
kejahatan pada tahap pra-ajudikasi, Karena itu semua aparat pepegak hukum
dalam ruang lingkup SPP (kepolisian dan kejaksaan pada tahap pra-ajudikasi}
dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya® .

Bila Asas / prinsip keterpaduan dalam SPP dipahami oleh masing-masing
instansi pada fabap pra-gjudikasi, maka lembaga prapenuntutan secars
pragmatis dapat disrabkan dan dikonkritkan oleh kepolisian dan kejaksaan
sebagal strategi / kebijakan pidana atau crimingf policy, dalam arfi kebijakan
operasional dalam upaya penanggulanpan kejahatan melalui cara penal
Sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai pemanfastan
lembaga prapenuntutan yang secara lengkap sebagai berikut :

Koordinasi kerja antara kepolisian dan kejaksaan menurut KUHAP (vang
merupakan  hukum  positif  acara  pidana  di  Indounesia) dapat
diszlenggarakan melalui lembaga “pra-penuntutan”. Lembaga ini, vang
merupakan “daerab  perbatasan” antara wewenang penyidikan dan
wewenang penuntutan, sebatknyva dapat dimanfaatkan {cetak tebal oleh
penulis] untuk menvesun suatuy kebijakan keiminal dalam  bidang
penyidikan dan penuntutan yang ferpadu. Dalam KUHAP lembaga pra-
penuntutan  (mungkin pula dianggap sebagal “tahap™ dalam proses
peradilan pidana yang merupakan rangkaian kesatuan) ini kurang

B Mardjons Rekaodiputeo, oz cit., hlm.92.,
T4 Mauladi dan Barda Nawawi Atief, foc.cif.
3 Barda Nawawi Arief, op.cit,, him.52,
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dijelaskan dan praktckpun rupanya hanya melihatnya sebagai “kotak pos”
pemindahan dokumen-dokunen antara penyidik dan pemuntut. Apabila
lembaga pra-penuntutan ini ingin dikembangkan, maka harus diusahakan
ggar “kotak pos” ini menjadi “ruang komunikasi®, dimana tahap
penyidikan dan tahap penuntutan sejauh mungkin harus diselaraskan {fune-
up). Di dalam roang komunikasi ini disusun kebijakan terpadu penyidikan
dan penuntutan®.

Lebib lanjut, melalui asas keterpaduan atau drregrared dalam sistem
peradilan pidana terpadu, penyidik (kepolisian) dan penuntut wmum
{kejaksaan) dalam prapenuntutan dapat meletakkan dasar dan arah kebijakan
{policy) atau strategi dengan menetapkan kebijaksanaan (diskresidiscretion)
atau taktik secara bersama-sama dalam upaya penanpgulangan kejahatan secara
kelembagaan denpan dilandasi pada tujuas bukum acara pidana, yaitu proses
hukum yang adil (due process of law). Kebijaksanaan (diskresi) vang
terpadu/integral tesebot dimaksudkan sebagal upaya untuk memaknakan proses
hukum yang adil (due process of lew) yang menjadi tujuan dari peradilan
pidana.

Misaliys, dalam mencari dan mengumpelkan bukt] permulaan yang cukup
dari suatu tindak pidana, sejak tahap penyidikan, penyidik melalui koordinasi
bersama dengan penuntut wnm bertakar pikiran (wran pikit) dalam forum
“gelar perkara” (exspose). Dari perterman dalam gelar perkara tersebut,
terkadang dilangsungkan beberapa kali, akan dipercleh masukkan atau
pendapat melalui pembahasan yang arpumentatif dari peseria forum gelar
perkara, baik polisi maupun jaksa, pada titik tertentn akan diperoleh sudut
pandang yang hampir sama sehingga memperjelas arah penyempurnaan
penyidikan. Biasanya hanya diadakan dalam menghadari perkara pidana
tertentu  saja, vang mempunyai ancaman pidana berat atau  sulit
pembuktinnnya® .

% Mardjono Reksodiputro, op.cit., him.96.
7 Berdasatkan wawancara pada tanggal 12 Juni 2009 dengan AKP. Sri lrawati, penyidik

(Polrl} pada Direkiorat 1 Trans Nasional, Bagian Reserse Kriminal, Markas Besar Pold.
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Forum gelar perkara atau ckspose antara penvidik dan penuntut umurm,
hanya bersifat situasional dan ad hoc (tidak tetap) dan terhadap perkara-perkara
pidana yang dirasa sulit memperoleh bukti yang cukup pada tahap penyidikan
dan akan menemui kendala pula dalam penuntutan bila tidak secara cermat
ditangani. Meskipun gelar perkara tidak diatur dalam hukoam acara (KUHAP),
namun juga tidak “diharamkan”*”®,

Jadi sesungguhnya, itikad untuk menyelaraskan dan memadukan fungsi
penyidikan dan penuntutan telah ada dalam prakiik proses peradilan pidana,
yakni dalam penanganan perkara pidana antara polisi dan jaksa pada tahap pra-
ajudikasi. Gelar perkara fidak lain roerupakan bentuk (konkrit) keleluasaan /
kemerdekaan bertindak {(diskrest) dari apatat penepak hukum yakni penyidik
dan penuntut umom unfuk keberhasilan tupas masing-masing. Hal ini sesuai
dengan pendapat Mardjono Reksodiputre, yang menyatakan kebijakan kriminal
(strafrechtelijke beleid) bukan sckedar “hasil perurmusan™ bersama, tetapi
raerupakan hasil (resultonte) dari berbagai kewenangan yang bekerja bersaraa-
sama dalam mepanggulangl masalah kriminal, yang pada pelaksanaan
penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan ditetapkan kebijakan dalamn
penyidikan dan pesuntutan®™,

Penulis menghsrgat niat baik penasganan perkara pidana memalai forum
gelar perkara sebagal inisiatif yang dilakukan oleh penyidik (Polri) dan
penuntut umum, serta sependapat dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro
schagaimana dijelaskan sebelurmnya, dengan harapan tidak hanys terbatas pada
forum gelar perkara saja hubungan penyidik dan penuntut amum diselaraskan
dan dipadukan, namun bisa lebih dari sekedar hal tersebut, misalnya, penyidik
sefak awal penanganan perkata pidana telah melibatkan jaksa (yang mungkin
akan menjadi penuntut wmum perkara tersebut) dalam proses penyidikan,
meminta pendapat bukum dalamn rangka opini kedua (second opinion) tentang
bukti-bukti dan fakia-fakia vang telah diperoleh. Hal ini bukan untuk

% Berdasarkan wawancats pads tauggel 135 Juni 2009dengan Lila Apustivg, Jaksa pada Sub

Direkiorst Oharda, Jaksa Agung Muds Pidand Usum, Kefaksaan Apung RL

¥ Mardjono Reksodipistro, ap.cft., hios.94.
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menjadikan penyidik sebagai bawahan penuntut umun, tetapi justru sebagal
wjud konkrit hubungan penyidikan dan penunfutan yang terpadu.

Dengan kata lain, kebijakan pidana (kebijakan operasional) pada tahap
pra-afudikasi, dimaksudkan dan diarahkan dalam rangka penanggulangan
kejahatan dengan orientast kepada terwujudnya proses hukum yang adil (due
provess of law). Karena itu, aparat penegak hukum pada tahap pra-gjudiaksi,
Khususnya kepolisian dan kejaksaan dapat secara bersama menentukan
langkah-langkah strategi atau kebijakan {(policy) apa yang sebaiknya diambil
dalarn melaksanakan {ugas dan wewenangnya (penyidikan dan penuntutan)
dalam wilayah bersama, prapepuntutan, gunz mencapai fujuan peradilan
pidana, yaitu proses hukum vang adil (due process of law).

2. Prapenuniutan disntara keterpaduan dan diferensiagi fungsional-
instansional

KUHAP sebagai ins constitutum (hukum yang kini berlaka) mengator
mengenal prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan wewenang {(hak} penuntut
umum. Sebagai snatu peristilaban, istilah “prapenuntutan™ hanya terdapat pada
ketentuan  sebagai berikut : “Mengadakan prapenututan apabila ada
kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pagal 110 ayat
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan
penyidikan dari penyidik”?*°,

Dalam hukem acara pidasa, khususnya KUHAP tidak ada satupun Bab
yang mengatur rinci pelaksanaannys. Demikian puls tidak ada satu pun Pasal
yang menjelaskan pengertian “prapenuntutan” sebagal penafsiran otentik yang
sesungguhnya sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk terhindar daci
kemungkinan timbulnya permasalahan dalam praktik. Meskipun demikian para
ahli (bukum pidana} telah memberikan pengertian mengenal prapenuntutan,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab 1 dan Bab 2. Namun, bila
hal tersebut dikernbalikan pada asas-asas yang dianut dalats KUHAP, yaitu :

“% Indonesia, Undang-undang Hukum Acare Pidana atow Kitab Undang-undang Hukws
Avara Pidanag (KUHAP), (U No. 8 Tahun 1881, LN No. 76 Tahan 1981, TLN No. 3209, Pasal 14
burufa.

Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 20binlversitas Indonesla



122

a. KUHAP pada dasarnya secara implisit menghendaki adanya ketelitian,
kecermatan dan kecepatan dalam penyidikan dan penyelesaian perkara
serta penyempurnaan guna penyidangannya,

b. Keadaan fersebut dalam rangka mewujudkan secara nyata tentang
peradilan sederhana, cepat dan murah dalam menyelesaikan perkara-
perkara pidana batk sebelum maupun sesudah sidang pengadilan;

¢. Ketentuan-ketentuan materi yang mengatur pasal-pasal prapenuntutan,
yaitu Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (3) dan (4). Pasal 138 ayat (1) dan
(2), bils ditelusuri secara mendalam maka jelas untuk :

-« Melindungi kepentingan tersangka;

- Kepentingan persiapan penuntutan.

schingga tersimpul adanya perlindungan terhadap harkat martabat
tersangka serta adanya tegak-mantapnya hukum dan keadilan®™*.

Sebagal tambaban dari uraian di atas, dalam sistem peradilan pidana

(SPP), sangat penting bagi aparat penegak hukum memahami prinsip/fasas @ S—

“keterpaduan” atau infegrated, khususnya antara penyidik dan penuniut umum

| yang akan lebih mendukung ketiga asas sebagaimana telah dijelaskan
sebelummya. Asasfprinsip keterpaduan ini yang mungkin luput dan belam
dipshami secara baik oleh penyidik dan penuntut umutm dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya, yang menjadi salah satu faktor vang mempengaruhi
penegakan hukunt™™,

Kurang dijclaskannya lembaga prapenuntutan di dalam KUHAP dan
peraturan pelaksanaanys, mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran
serta dalam penerapannya hanya sckedar pemindshan berkas antara penyidik
dan penuntut umum. Hal ini merupakan salah satu sebab vang berakibat pada
pangpuan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang®®,

KUHAP tidak menghalangi (melalui prinsip diferensiasi fungsional),
babkan menghendaki terwujudnys keterpaduan fungsi penyidikan dan

*! Indonesia, Pedoman Pejaksanaan Kitab Undang-Undang Fidvum Acara Pidana, Kepotusan SV

Menteri Kehakiman No. MOLPW.07.03 tahun 1982, Bidasg Pemuniuten Bab | Penvidik dan
Penuniul Unum,

2 Seerjouc Sockanto, op.cit., blm_ {8,
*® Soejono Soekants, op.cif., him. {8,
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penantutan sebagai suatu prinsip pada proses peradilan pidana Penjelasan dan
penegasan atas pemisahan fupgsi dam wewenasg vang dijalankan secara
tetpisah dan instansional khususnya diarahkan pada penjemihan fungsi
venyidikan dan penuntutan {pra-ajudikasi) antara kepolisian dan kejaksaan™
Pra-gjudikasi menurnt KUHAP dibagi berdasarkan fungsi masing-masing
aparat dan instansi penegak hukum yaog bersifat independen antara satu
dengan yang lain, yakai dalam proses penyidikan dan penuntutan kedusnya
terpissh dan hanya dihubungkan oleh “suatu jembstan koordinatif” yaitu
prapenuntan antar kedua instanst (kepolisian dan kejaksaan)™’,

Prapenuntutan  merupakan wewenang {hak} penuntut umum, dalam
praktiknya sebagaimana eara yang distur dalam KUHAP agar penyidikan oleh
polisi dan pemuntutan oleh jaksa tersambung, maka jaksa dapat memperlsjari
dan meneliti hasil penyidikan (berkas perkara} polisi sebelumoya dan
selanjutnva jaksa dapat mengembalikan berkas perkara tersebut diseriai
petunjuk (dibedakan dengan alat bukti petunjuk memurut KUHAP) mengenai
hal-hal vang dinilai masih diperlukan jaksa dalam penuniutan nantinya,
Dengan demikian, prapenuntutan dijadikan solusi dan jelan tengah agar
terhadap pembagian fungsi dan instansi yang tepas antara polisi sebagal
penyidik dan jaksa selaku penuntut umum tetap pada jalur keterpaduan
(integrated) dalam SPP*™.

Frase “keterpaduan” terssbut menjadi suatu hal yang sabgat penting,
nanwn sulit dalam pelaksanaannya. Hubungaa yang terpadu antara polisi dan
jaksa dalam SPP sangat penting dan ammt berarti dalam proses peradilan
pidana, khususnya para tahap pra-ajudikast.

Sebelum penuntutan dijalanken, penunfut umum (jaksa yang diberi
wewenang tnelakekan penuntutan) barus mempersiapkan  sebalk-baiknya
melalui persiapan penuntutan segala hal yang berhubungan dengan

4 M. Yahiys Harshap, ap cit, Bim.47.
55 Lubut M P. Pangaribogn, op.oif., Rl 112

M5 Topo Santoso, Pollsi dan Jaksa : Kelerpoduon afau Pergwlatan?, Cot. Pertama (Depok -

Pusat Studi Peradilan Pidans Indonesia, 2000) him 6.
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tugas/kewsjibanmya dalam tahap persidangan, yaitu pembuktian. Persiapan
penuntutan ity dimulai dari menilai hasil penyidikan (berkas perkara) polisi
sarapai dengan hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap oleh jaksa peneliti
(P-21F"% . Persiapan penuntutan yang telah sebaik-baiknya dilakukan oleh jaksa
peneliti, akan sangat berpengaruh terbadap keberhasilan penuntutan oleh
penuntot wmum df pengadilan. Teotu saja penuntutan tersebut tidek akan
berhasil baik bila berkas perkara (hasil penyidikan) tidak lengkap dan
sempurna-,

Kegagalan penyidikan vaog dilskukan oleh penyidik #ken menjad
penyebab kegagalan penuntutan oleh penuntut wnum Detdkian paralef den
terkaftnya penvidikan dan penuntutan mengharusken adanya keterpaduan
antara polisi dan jaksa melaloi lembaga prapenuntutan. Mengenai keterpaduan
antara polist dan jaksa serta hubungannya dengan prapenuntutan, Topo Santoso
pendapat sebagai berikut

Dapat dikatakan bahwa kegapalan atau ketidsksempurnaan proses
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal gagalnya
proses peauntatan, Tidak hanya itu, tidak adanya keterpaduan antara polist dan
jaksa juga menyebabkan penuntut wmurm kurang menguasai penuntutan sebab
selama penyidikan polisi seolah bekerja sendiri sedang jaksa tinggal
menunggu. Meskipun sudah ada prapenuntutan yang diharapkan dapat
menutup celah kelemahan dalam kekurang terpaduan ini, pada kenyataannya
baik di pihak kepolisian maupun di pibak kejaksaan masih saling menyalahkan
Jjika timbul persoalan. Pihak kepolisian akan dengan mudal menyatakan babwa
ja telah melaksanakan tugas sebaik-baitknya, namun berkasnya tetap
dikemnbalikan oleh kejaksaan. Sementara pihak kejaksaan juga mengelubkan
mengapa banyak berkas pemeriksaan dari polisi yang dikembalikan jaksa

#? p.21 merupakan pemberitabuan dalam bentuk tulisan (surat) dari kejaksazn yang ditujukan

kepada penyidik yang menyatakan hast penyidikan telah lengkap, dalam wawancara pada anggal
15 Jani 2009 dengan Lils Agusting, Jakss peda Sub Direkiorat Ohards, Jaksa Agung Muds Pidana
Usmugm, Kejaksagn Agung RI

#* Kelakssan secars administrasi peosugauan parkars membedakan sebagai berikut, yaitu

1. Tshap penelitian berkas perkara/persiapan penuntulas oleh jaksa penelifl berkas perkara (P-

18)

2. Tahap peunatnian oleh penuntut urouni (P-18A). (celak tebal oleh penulis)

Dalam praktknys, iakss peda P-16 dan P-16A bisa sajz orang yang sama, samun biss saja
berbede, dalam wawancara pads moggal 15 Juni 2005 dengan Lila Agustina, fakss pada Sub

Direkiorat Ohatda, Jakss Agutig Muda Pidana Umum, Kefaksaan Agung RL
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{melalui proses prapenuntutan) tidak dikembalikan oleh polist Pihak polis]
sering merasa bahwa petunjuk-petunjuk kejaksaan sulit dipenghl. Sementara
menurut pihak kejaksaan, petunjuk-petunjuk tadi sebenarnya sudah sangat
jelas. Demikianiah gambaran sulitnya mewujudkan keterpaduan antara polisi
dan jaksa dalam sistem peradilan pidana™,

Prapenuntuten merupakan Jembaga hukum baru yang bersifat inovasi,
karena tidak dikenal dalam gistem hukum acara pidana yang lama {HIR).
Mengingat bahwa prapenuntutan fersebut sebagai suatu hal yang baru dikenal
dalam hukum acara pidana (KUHAP), seyopianya terhadap hal tersebut
diberikan penjelasan yang lugas, sehingga tidak mengandung banyak
pertanyaan dan akan lebih konkrit dalam pelaksanaannya, Suatu lembaga
hukum yang baru dikenal perfu memberikan penjelasan yang ritici, tentang
bagaimana sifat dan coraknya, apa muksud dun tujuannya serta sejanhmana
ruang lingkupnya. Dengan adanya kejelasan tentang hal itu, maka tidsk ska
nada keragu-raguan dalam praktik pelaksanaannya®™

Dari uraian yang telah dijelaskan, adanys diferensiasi instansional (instansi
kepolisian dan kejeksaan) seyogianya tidak mengakibatkan terjadinya
kecenderungan diferensiasi fongsional {fungsi penyidikan dan penuntutan)
yang scharusnya konsisten pada prinsip/asas keterpaduan atau terintegrasi
(integrated) dalam tahap pra-ajudisksi sebagaimana diatur dalam hakum acara
pidana (KITHAP) dan undang-undang sektoral. Namun karena persepsi yang
berbeda-beda atas prapenuntutan sebagai akibat dari tidak diaturnya pengertian
prapenuntutan dalam KUHAP,  serta pemahaman kelire dan. kurang
komprehensif terhadap prinsip “keterpaduan™ oleh tiap komponen SPP,
khususnya polisi dan jaksa, maka skan mengalami kesukaran dalam proses
penangan perkara pidana dan nwmberikan dampak negatif dalam penepakan
hukum,

¥ Topo Santoso, op.clf., him, 71,
2 Haran M. Husein, op.cit., him. 230,
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3. Masa depan prapenantutan dalam RUU Hukum Acara Pldana dan
hakinm komisaris

Jaminan dan perlindungan HAM menjadi keniscayaan untuk dipenubi dan
menjadi bagian dari penegakan hukum beserts aparainya. Pada pokoknya,
jaming dan perlindugan HAM tersebut dilandasi oleh prinsip proses hukum
yang adil {due process of law) dalam proses peradilan pidana diselurub sub-sub
sistem (polisi, jaksa, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan) dan pada
tiap fasestabap dalam sistern peradilan pidana (SPP) vaitu pra-ajudikasi,
ajudikasi dan purna ajudikasi,

Proses peradilan pidana dideskripsikan sebagai suatu rangkaian kesatuan
(continuum) yang mengpambarkan peristiwa-peristiwa yang rmaju secars
teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, pcnuututan,' diperiksa
oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhimya resosialisasi
{kembali ke masyarakat)®*. Rangkaian tersebut sebagai permulaannya diawali
melalui tabap pra-ajudikasi, tahapan pemerikssan pedahuluan atau sebelum
persidangan. Pada tahap pra-ajudikasi terdapat dua fungsi penting proses
peradilan pidana, vaitu penyidikan dan penuntutan yang dijalankan oleh
instansi yang terpisah dan raandiri, yaitu kepolisian dan kejaksaan sebagaimana
diatur dalam KUHAP dan undang-undang sektoral yang terkait.

Dalam RUU KUHAP?®, fungsi penyidikan dan penuntutan menyatu tidak
terfragmentasi, meskipun secara kelembagaan tefap tepisah, Konsekuensinya
penyidikan dan pepuntutan monjadi suaty rangkaian  yang  sambung-
menyambung, imbasnya prapenuntutan ditiadakan. Begita erat kaitarmya
antara fungsi penyidikan dan penuntutan dalam pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut
umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun
lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atan alat
elektronik yang lain, sebagaimans dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat

#} Mardiono Reksodioutro, o oif, hlm 93,
B2 Difen Persturzn Pesndang-sndangan Departemen Huloum dan HAM Rf, Rancangan

Undang-Undang Hakwm Acara Pidana, 2008
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(2) RUU KUHAP . Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah
tidak dapat dijadikan alat bukii Hanya alat bukii yang diperoleh secara sah
menurut hukurn yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa
di hadapan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayar (2)
beserta Penjelasannya.

Sebagai respon dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,
proses pemeriksaan pendabuluan (penyidikan dan penuntutan) disyaratkan
dengan cara-cara yang fair dan sah dengan tetap mendasarkan pada asas
praduga tidak bersalah atau presumption of fnnocence.

Kepada tersanghka/terdakowa bila merasa haknya dilangear oleh kekuasaan
penegak hukum diberikan hak untuk menpgajukan “permobonan peninjauan”
kepada “hakim penilai” untuk memeriksa kebenaran “permohonan peninjavan”
dari tersangkafterdakwa yang bersangkutan, Dalam RUU KUHAP telah
memasukan ketentuan mengenai “hakim kormisaris” atau semacam “hakim
penilai”, yang bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang
{abuse of power) penyidik dalam menjalankan tugasnya, sebagalmana
dimaksud dalam Pagal 111 RUU KUHAP,

Hakim komisaris adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuiuan
(1abap pra-pjudikasi) tetapi tidak melakukan sendiri pemeriksaan itu. Hakim
komisaris menangani bagaimana upaya paksa, seperti penangkapan /
penahanay. Denpan demikian hakim komisaris dekat dengan fungsi jaksa
dalam hubungannya dengan pengawasan jaksa terhadap polisi ™

Lembaga “Hakim Komisaris” menggantikan lembaga praperadilan yang
selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga ini pada dasarnya
metupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu
pitiek dan hakim di lain pikak. Wewenang hakim komisaris lebik luas dan tebih
lenpkap daripada prapenuntutan maupun lermbaga praperadilan,

2 Demar Seno Adil, Hukum Hakim Pidona, Cet Kedua (Jakarta : Brisoggs, 1984) him.88.
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C.Model Hubungan Penyidik Dan Penuntut Umam Pads Kemist
Pemberantasan Tindak Plduna Koerups (KPK)

Fungsi penyidikan schatusnya dikerahkan untuk mencari {fakia-fakta
terjadinya tindak pidana} dan mengumpulkan “bukti permulaan yang cukup™,
vaitu bukti permulaan untuk menduga adatya tindak pidana {probable cause)
serta adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat secara yuridis
(resonablessness)™®® dalam hal melakukan upaya paksa, Dalam redaksi lainnya,
penyidikan didayagunakan untuk menghasilkan prima facie evidence (bukti-
bukti permulaan vang cukup atau probable cause yang meyskinkan dan tidak
memberi peleang lagi bagi peleku kejahatan entuk menghindari diri dari
tuntutan), sehingga pada tabap selanjutnya yaite penuntutan dapat memenuhi
syarat untuk disidangkan ke pengadilan (prima facie case).

Penilaian atas terpenuhinya prima fucie evidence dan prima fucie case
menjadi proporsi atau bagian dari penuntut urmum yang diberi beban (tanggung
Jjawab) untuk melakukan penuntotan dengan melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan. Kemudian prima facie evidence dan prima facie case diverifikasi
oleh hakim yang mengawasi proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan
{tahap pra-ajudikasi}). Hal ini merupakan gambaran ideal sejalan dengan Sistem
Peradilan Pidana Terpadu (Mntegrated Criminal Justice Sysiem).

Semangat keterpaduan, hubungan yang erat dan rangkaian yang saling
tidak terpisahkan inilah yang hendak dikedepankan dalam setisp penanganan
perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Peberantasan Tindsk Pidana
Korupsi, khususnya pada tahap pra-gjudikasi, antara penyidikan dan
peountutan. Hal tersebut dapat ditermukan dalam ketentuan sebagai berikut -

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada
informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik
secara biasa maupun elektronik atau optik™®,

4 1 ghot M P, Pangaribuan, op.oft., ki 191

3 tndotesla, Undang-undang Komisi Pemberantason Tindak Pidana Korupsi, UU Neo. 30
Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Pasal 44 ayal (4).
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Pada proses penyidikan tindak pidana korupsi yang telab memperoleh
bukti permulaan yang cukup atau prime facie evidence dan prima facie case,
selanjutnya dinyatakan :

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan
disarmpaikan kepada lepman Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
segera ditindaklanjuti®®.

Penuntut umum, setelah tenerima berkas perkara dari penyidik, paling
lambat 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara fersebut kepada

Pengadilan Negeri®’.

Pada Pasal 44 ayat (4), Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK
telzh menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”,
séhingga tidak ada keraguan atas hal tersebut, bahkan terfadi perlugsan makna
alat bukti, selain yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kemudian
dalam prosesuya berlanjut dengan “penyidikan dinyatakan cukup”, dalam arti
telah terjalin proses (pengambilan keputusan) sedemikian rupa sehingga
ditetapkan kebijaksanaan (diskresi) dengan menyatakan penyidikan telah
cukup (berdasarkan alat-alat bukti vang telah diperoleh sebelumnya), Untuk
selanjutnya berkas perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal kebijakan {opemsional) pidans, KPK juga secara mandiri
menectapkan kebijakan atau policy (strategi) dan kebijaksaoaan atau diskresi
(taktik) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dijelaskan
dalam ketentuan sebagai berikut :

Komisi Pemberantasan Korupsi
a. mensiapkan kebijakan dan tata cara orpanisasi mengenai peleksanaan
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

P8 Indonesia, Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30
Tabun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Pagal 49

27 Indonesia, Undung-undeng Komis! Pemberantasan Tindak Pidang Korupsi, UU Ne. 30
"Pabun 2002, LN Neo. 137 Tabue 2002, TLIN Mo, 4280, Pasal 52.
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b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidahg, Kepala Sekretariat,
Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi®".

Sesungguhnya Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK dapat
dijadikan pembanding dalam hal proses penyidikan dan penuntutan serta pola
hubungan antara penyidik dan penuntut umum, khususnya terhadap tindak
pidana umum scbagaimana distur dalam KUHAP yang dijalankan oleh
kepolisian  dan  kejaksaan, vang pada praktik pelaksansannya sangat
terpengaruh dengan ases diferensizsi fungsional. Pengaruh tersebut mempunyai
kecenderungan negatif, karena tidak terpadunya penyidik dan penuntut umum
dalam penanganan perkara pidana yang berakibat pada bolak-baliknya berkas
perkara dari kepolisian kepada kejaksaan melalui lembaga prapenuntutan.

Dengan berlskunya Undang-Undang No.30 {ghun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus dzlam penanganan perkara
tindak pidana korupsi yang ditanpani oleh KPK, proses penyidikan dan
penuntutan menjadi rangkaian yang saling tidak ferpisahkan Pada fataran
tekniy, penyidik XPK dalam melakukan proses penyvidikan tindak pidana
korupsi selalu didampingi oleh jaksa KPK dan segera dilakukan evaluasi
terhadap hasil penyidikan. Dalam dinamika internal (penyidik dan penuntut
urrum pada KPK) praktis tidak ada kendala yang berarti yang mengakibatkan
tersendatya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi®®”.

Sejalan dengan pemyataan tersebut, Rudy Satrio Mukantardjo™", melihat
contoh kelembagaan dalam KPK terkait dengan pola hubungan penyidikan dan

* Indonesia, Undang-undang Komisi Pemberaniasan Tindak Pidona Korupsi, UU No. 30

TFabm 2002, LN No. 137 Tahan 2002, TLN No. 4250, Pasal 25.

% Berdasarkan wawancara pada tanggat 18 Juni 2009 dengan Zet Tadung Allo, jaksa pada

Komisi Pemberantasan Korupsi.

¥ Rudy Satriyo Mukantardjo, Kebijakan Reposisi Kepolisian NegaraRl (Kajian dari Sisi

Fungsi), makalah tiddk diterbitkan, 2004, hlm.9 seperti dikntip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Lay
Judges dan Hakim Ad Hoc @ Suatw Studi Teoritis Mengenai Sistern Peradilan Pidana Indonesia,
Cet. Pertama (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)
him. 161,
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pengstutan. Dalam kelembagaan KPE fungsi penyidikan dan penuntutan
dalam tahap pra-ajudikasi tidak terpisah, melainkan terintegrasikan dalam
kelembagaan yang satu. Sebab keselarasan, kesesuaian dan keperluan bukti
yang dikumpulkan untuk bahan pembuktian perkara nanti di pengadilan hanya
mungkin efektif bila jaksa sebagal penuntut umum menjadi pihak yang
mengendalikan atau memimpin jalannya penyidikan.

Menurut penulis, tahap pra-ajudikasi {penyidikan dan penuntutan) dalam
KPK telah memberikan tauladan mengensi wujud ideal dalam menjalankan
fungsi penyidikan dan penuntutan dengan dasar keterpadusn. KUHAP gama
sckali tidak menutup rapat terjalinnya kerjasama / keordinasi antara penyidik
dan pepuntut wmm bahkan menyediskan celah untuk itu demi keberhasilan
penyidikan dan penuntutan melalui lembaga prapenuntutan. Sekarang tinggal
kehendak baik (good will) dari penyidik dan peauntut umum untuk menetapkan
niat bersama dalam kebijakan operasional untuk memanfaatkan prapenuntutan
demi keberhasilan penyidikan dan penuntutan.

. Pra-Ajndikasi Di Negara Laln

Salah satu negara yang sukses menggumakan pendekatan keierpaduan
(integrated approach) dalam sistern peradilan pidananya adalah Jepang. Sistem
di Jepang diperumpamakan bekerja sebagal “a chain of gears, and each of
them should be precise and tenacious in maintaining good combination with
each other” {seperangkat roda gigi, yang harus depgan cormat dan ulet
menjaga kombinasi yang baik antara masing-masing toda gigi tersebut)®”
Dialam hal sistem peradilan pidana di Jepang, Philip L. Reickel menyatakan :

Japan provides an appropriate case siudy for our purposes beeause (1} its
criminal justice system seem {0 provide an effective response 1o the
criminal problem, and (2) its effective criminal justice system owes much
to the zafz'ces ang procedures of criminal justice systems in other
country” .

# Mardjono Reksodipuiro, op.oif, hlm 49,

3% shifip 1. Relthel, Compotarive Crimingl Jusiive System, A Topical Approoch, Third
Bditlon (Newr Jersey : Prentice Hall, 2002) him 302,
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Angka pengungkapan perkara vang tinggi (high clearance rate) di
Kepolisian dan augka penghukutuan vang tinggi (high conviction rate) di
pengadilan, sebab penyidikan efisien, partisipasi masyarakat yang aktif,
kerafinan para penegak hukum dan kecederungan mereka mengejar kebenaran
materiil {substantial truth) atau precive justice dalam setiap pengungkapan
perkara™®,

Di Jepang, suatu tindak pidana yang berhasil diungkap dilaporkan oleh
polisi kepada penuntut umum bahwa tindak pidana telah berhasil diselesaikan,
bahkan tanpa perlu melakukan penahanan. Kepolisian Jepang pada tahap awal
penanganan perkara mempunyai tga pilihan, vaitu :

a. send only the evidence (o the prosecutor leaving the suspect unarvested
but still hiable to prosecution, :
b. arrest the suspect but decide no 1o detain him or her, or

€. a::e;zg the suspect and recommend that the prosecwior delain him or
aer” .

Pada pilihan pertamalah (bukti dikirim, tanpa tersangka) paling banyak
diterapkan dalam penanganan suatu perkara. Pada tahap ini, dimutai hubungan
kepolisian dan kejaksaan di Jepang (pre-ajudikasi), yakni tiap kepala kejaksaan
lokal (di Indonesia disebut kejaksaan negeri) menefapkan kriteria yang
mengizinkan kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang
vang melakukan pelanggaran yang bukan merupakan keiahatan vang serius.
Disini tergambar letak diskresi kepolisian yang signifikan pada penanganan
perkara pidana yang dilakukan atas sepengetahuan kejakssan sebagai
pengendail atau koordinator seluruh proses peradilan pidana, Hal demikian bila
dilakukan di Indonesia akan menimbulkan sikap saling curiga antara kepolisian
dan kejaksaan,

33 Mardjono Reksodiputra, loc.olt,
* philip L. Refehel, op.cit, him.324,
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Dalam hal perkara pidana diajukan kepada penuntut umum, di fepang
seorang penuntut wrnum mempunyal wewenang yang disebut suspended
prosecution, keleluasaan (diskresi) untuk menghentikan penuntutan meskipun
ada cukup buki’™.  Kewenangan suspended prosecution dengan
mempertimbangkan :

if, after considering the character, age, and situation of the offender, the
grafity of the offense, ihe cireumstances under which the offence was
commited, and the conditions subseguent to the commission of the offense,
prosecution is deemed wunnecessary, prosecution mneed not to be
instituted .

Kewepangan sebagaimana  dijelaskan belum diatur dalam KUHAP.
Namun, pada Pasal 42, RUU KIUTHAP kewenangan hampir serupa dengan
suspended prosecution diatur dalam sebagai berikut :

Pepuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum danfatau

dengan alasan terfentu mengheniikan Penuntutan batk dengan syarat

maupun  fanpa syaral. Kewenangan Penuntut Umum sebagaimana

dimaksud dapat dilaksanakan jika:

a. tindak pidana yang dilekukan bersifat ringan,

b. tindsk pidana yang dilekukan diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 {empat tahunj,

c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh
puluh) tahun; dan/atau

e. kerugian sudah diganti.

Ketentuan ssbagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf & hanya berlaku

untuk tindzk ?zdana vang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahen®™,

*3 Mardione Reksodiputre, foc it
3 phitin L. Reichel, op.oit,, him.326.

% Dirjen Peraturan Perundang-undasgan Depattetien Hukurn dan HAM BRI, Rascangan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2008,
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BAB 4
PENUTUP

A, Keslmpulan

1.

Upaya penanggulangan kejshatan terkait dengan penegakan hukum
pidana. Demi keberhasilan dalam penegakan hukum pidana diperlukan
pendekatan sistem dalam bmplementasinya vang dikenal dengan istilah
sistem peradilan pidana {(criminal justice sysiem). Scbagai suatu sistem,
keterpaduan / integrasi atav infegrefed dan koordinasi pada prinsipnya
merupskan keniscayaan dan kata kunei untuk keberhasilan pelaksanaan
peradilan piéazza. Sistem peradilan pidana terbapi menjadi komponen-
komponen atau sub-sub sistem vang terdiri dari : kepolisian, kejsksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termmasuk advokat (penasihat
hukum)} yang menjadi komponen kelima dalam sistem peradilan pidana,
karena perasannya dalam memberikan bantuan hukum yéng semakin
dibutubkan. Sebagai suatu rangkaian proses, sistem peradilan pidana dapat
dibagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari : tahap sebelum sidang
pengadilan (pra-ajudikasi}, tabap sidang pengadilas {(ajudikasi) dan tahap
setelah pengadilan {purmna giudikasi),

Pra-gjudikasi menjadi tahap awal atau permulaan yang diibaratkan sebagai
pembuka dalem memasuki wilayah sistem peradilan pidana. Dalam proses
pra-ajudikasi, terjalin dua fungsi penting vang sangat saling berpengarub
dan menentukan keberhasﬁannya, yaitu penyidikan dan penuntutan yang
sangat berkait erat <an tidak dapat dipisshkan secars tajam sebagai
konsekuensi dari prinsip integrasi / keterpaduan dalam sistem peradilan
pidana, sehingpa menjadi salah catu tahapan penting untuk mencapai
tujuan bukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of
faw).

Sebagai konsekuensi dari pendeksian sistem dalam peradilan pidana,
prinsip keterpaduan antara komponen-komponen alau sub-sub dari sistem
peradilan pidana, termasuk dan tidek tetkecusali pada instansi kepolisian
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(fungsi penyidikan) dan kejaksaan (fungsi penutitutan) disambusipgkan olch
KUHAP melalui lembags prapenuntuian,

Berdasarkan prinsip keterpaduan atau infegrated dalam sistem peradilan
pidana, penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksaan) melalui
lembaga prapenuntutan dapat meletakkan dasar dan arah kebijakan
(policy) atau strategi yang bersifat operasional dalam penanggulangan
kejahatan dengan menetapkan kebijaksanaan (diskresi / discretion) atau
takiik secara bersama-sama (terpadu) dalam uwpaya penanggulangan
kejahatan secara kelemmbagaan. Dengan demikian lembaga prapenuntutan
dapat menjadi sarama umtuk menetapkan kebijakan pidana (kebijakan
operasional} pada tahap pra-ajudikasi.

Jaminan dan perfindungan hak asasi manusia menjadi suatu keharusan
untuk dipenuhi dan menjadi bagian dari proses penegakan hukum beserta
aparatnya, yang pada pokoknya dilandasi oleh prinsip proses hukum yang
adil (due process of law) dalam proses peradilan pidana diseluruh sub-sub
sistem (polisi, jaksa, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan) dan
pada tiap fase/tahapan dalam sistem peradilan pidana, yaitu pra-ajudikasi,
ajudikasi dan purna ajudikasi.

Kebijakan pidana {kebijakan operasional} pada tahap pra-ajudikasi,
dimaksudkan dan diarabkan dalam rangks penanggulangan keishatan
dengan berpedoman pada tejuan hukum acara pidana, yaitu terwujudnya
proses hukum yang adil {due process of law), Karena itn, aparat penegak
hukum pada tahap pra-ajudiaksi, kepolisian dan kejaksaan dapat secara
bersama (tanpa menghilangkan fungsi kontrol/pengawasan) menentukan
langkah-langkah strategl atau kebijakan (poficy) apa yang sebaiknya
diarnbil dalam melaksanakan fupas dan wewenangnya {penyidikan dan
penuniutan} dalam wilaysh bersama, melalui lembaga prapenuntutan
Dengan kondisi terwujudnys prapenustutan scbagai ssrana untuk
menetapkan kebijakan pidana (kebijakan operasional dalam tahap pra-
ajudikasi} bukanlah bebas dari pertmasalaban, babkan tetap berpeluang
tetjadinya proses hukutm yang sewetang-wenang {arbitrary process) oleh
penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka sebagai ckses negatif dari
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kebijakan operasional pidana pada tshap pra-sjudikast (penyidikan dan
peruntutan) yang dipersatukan oleh lembaga prapenuntutan,

Dilam rangka menghindarkan ekses negatif tersebut, advokat (secara tidak
langsung) dapat dijadikan counter partner dalam kedudukan sebagai
penegak hukum lainnya, yaite dengan membangun kapasitasnya sebagai
penasibat hukum deogan peranannya dalam memberikan bantuan hukum
bagi tersangka Bantuan hukum sangat penting dalam  keperluan
perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Bantuan hukum dimaksud
dalam rangka pengawasan / kontrol dan penyeimbang atas kekuasaan
{tugas dan wewenang} dari kepolisian dan kejaksaan pada tahap pra-
a}’zidikasi serta dalam upaya untuk menghindari terjadinya proses hukum
yang sewenang-wenang {arbitrary process). Advokat dapat mengambil
peranan melakukan pendampingan terhadap tersanpka pada tahap pra- ———
ajudikasi, dengan tetap membela hak-hak tersangka, baik sebagai manusia
yang bermartabat maupun sebagai warga nepara yang dijamin hak-hak
asasinya sccara konstitusional. Bersinerginya penegak hukum dalam pra-
ajudiaksi, vaitu polisi, jaksa dan advokat sesuai dengan peranan (tugas dan
wewenang) masing-masing akan memberikan keseimbangan hak dan
kewajiban diantara para pihak vang terlibat dalam proses peraditan pidana
{pada tahap pra-ajudikasi}, schingga melalui lembaga prapemuntutan dapat
tewujud tujuan acara pidana, yaitu proses hukum yang adil {due process of”
law}.

B. Saran
Salah satu pangkal permasalahan dari prapenunutan yaitu dalam KUHAP tidak
memberikan pengertian {penafsiran otentik} dan tidak memberikan penjelasan
rinei mengenai prapenuntutan. Meskipun demikian, secara praktls proses
peradilan pidana harus tetap berjalan sebagaimana layaknya suatu sistem, yang
dimulai dengan pelaksanaan tahap pra-ajudikasi, tempat dimana prapenuntutan
berada. Penyidik dan penuntut uwmum, hendaknya tidak menjadikan
prapenuntutan sebagai kotak pos pemindahan dokumen (berkas perkar),
melainkan berupaya mensinergikan seluruh potensi penyidikan dan penuntutan
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wntuk  memperoleh  keberhasilan  penanganan  perkara pidasa  dengan
memanfaatkannya sehbagal sarana koordinasi bahkan dapat menjadikannya
scbagai wadah untuk menetapkan kebijakan (operasional) pidana yang
mendukung keberhasilan penyidikan dan penuntutan. Secara konkrit, dalam
tataran praktis-operasional pada lembaga prapenuntutan dimungkinkanmya
keterlibatan lanpsung jaksa dalam proses penyidikan olech polisi, dengan
persepsi dan pemahaman yang sama terhadap prinsip keterpaduan sebagai
prasyaratuya. Hal tersebut tdak dimaksudkan untuk mencampuri fugas dan
wewenang pada tahap penyidikan, melainkan lebih pada kehendak untuk
terciptanya keterpaduan (suatu kata yang mudah divcapkan namun sulit untulk
dijalankan} antara penyidikan dan penunfutan sebagai suate rangkaian
kesatuan.

Pra-ajudikasi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam
konteks ini dapat dijadikan acuan untuk ditauladani sebagai usaha konkrit dan
praktis dafam mewunjudkan terciptanya keterpaduan/integrasi antara peayidikan
dan penuntutan sebagai suatu rangkaian kesatuan dalam sistem peradilan
pidana yang diarahkan menuju pada satu kebijakan pidana, dalam arti
kebijakan operasional penanggulangan kejahatan Secara komposisi, KPK
diantaranya terdiri dari penyidik {polisi yang diperbantukan oleh lerbaga
kepolisian) dan penuntet pmum (jaksa vang diperbantukan oleh instansi
kejaksaan). Polisi dan jaksa pada KPK dapat menjalin keterpaduan pada tahap
pra-afudikasi.  Atmosfir keierpaduan tersebut idealnya bisa terbawa dan
ditularkan ketika kedua pencgak hukum tersebut kembali bertugas pada
instansi masing-masing.
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